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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Berbasis Akrual dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintah;

1. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1999'  tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor  44,  Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor  17  Tahun 2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ^erubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

sebagaimana telah diubah  beberapa kali,  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13.Peraturan Daerah Nomor  10 Tahun 2007 tentang

Pembagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

14.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor  19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Daerah Nomor  13 Tahun 2011  tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor  10  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Daerah Nomor  13 Tahun 2011  tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;



16. Peraturan Daerah Nomor  1  Tahun 2014 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  SISTEM  AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS
AKRUAL TAHUN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Akuntansi  adalah  proses  identifikasi,  pencatatan,  pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah/pemerintah daerah.

4. Sistem Akuntansi  Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat  SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan

daerah.

5. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

6. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,  tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

9. Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  LRA  adalah
laporan  yang menyajikan informasi  realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam

satu periode.

10.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL



tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.

11.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal

tertentu.

12.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi  mengenai  seluruh kegiatan operasional  keuangan
entitas  pelaporan  yang  tercermin  dalam  pendapatan-LO,  beban  dan
surplus/defisit operasional  dari  suatu  entitas  pelaporan  yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

13.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan.

14.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

15.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE,
Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

16.Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi da/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh
oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alas an
sejarah dan budaya.

17.Aset tak berwujud adalah asset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan
tidak  mempunyai  wujud  fisik  serta  dimiliki  untuk digunakan  dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainya termasuk
hak atas kekayaan intelektual

18.Aset Tetap adalah set berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

19.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu

tahun anggaran.

20.Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

21.Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
dan oleh karenannya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk
ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

22.Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
pemda.

23.Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperolej manfaat ekonomik
seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat social sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan
masyarakat.



24.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

25.Kas Umura Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
dan pengeluaran pemerintah daerah.

26.Kewajiban adalah utang yang timbul  dari peristiwa masa lalu  yang
penyelesaiannya  mengakibatkan  aliran  keluar  sumber  daya  ekonomi

pemerintah daerah.

27.Laporan  Keuangan  Gabungan  adalah  suatu  laporan  keuangan  yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

28.Mata uang Asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.

29.Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu
informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang
dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau
besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus
dimana kekurangan atau salah saji terjadi.

30.Nilai Wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melkukan transaksi wajar.

31.Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun - tahun  anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surflus anggaran.

32.Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas umum Daerah yang
menambah ekuitas  dana lancar  dalam periode  tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

33.Belanja  adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

34.Penyusutan adalah penyesuain nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas
dan manfaat dari suatu asset.

35.Persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

36.Rekening Kas Umum Daerah  adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah ddan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

37.Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke
rupiah pada kurs yang berbeda.

38.Sisa  lebih/kurang  pembiayaan  anggaran  (SILPA/SIKPA)  adalah  selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu
periode pelaporan.

39.Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja
selama satu periode pelaporan.

40.Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dan suatu periode pelaporan.



41. Penyesuaian  adalah transaksi  penyesuaian pada akhir  periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik
akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi,  pencatatan pada jurnal,
posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan
keuangan.

Pasal 3

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal4

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas:
a. sistem akuntansi PPKD; dan
b. sistem akuntansi SKPD

Pasal 5

Sistem  akuntansi  PPKD  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4 huruf  a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan  PPKD serta
penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Pasal 6

Sistem akuntansi  SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-
LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan
koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.



Pasal 7

Penyusunan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
Berbasis Akrual sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur
tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawaban

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 30 Tahun 2013 masih
berlaku sampai Tahun 2014 dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Rerhasis Akrual Tahun 2014 berlaku mulai Tahun 2015.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal  y-| September 2014

ENGKAYANG,

SURYADMAK GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal R.5 -September-  2014
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BAB I

PROSEDUR AKITNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem Akuntansi  Pemerintah Daerah merupakan serangkaian

prosedur mulai  dari  proses  pengumpulan data  (dokumen sumber),

pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan

penyusunan  laporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilakukan secara manual atau

menggunakan teknologi informasi/aplikasi komputer. Sesuai  Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013, Sistem Akuntansi  Pemerintah Daerah (SAPD)

merupakan suatu instrument penting yang harus disiapkan dalam rangka

implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan

prinsip- prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan

akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan

akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku

besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Sesuai dengan fungsi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah

maka sistem akuntansi  dibagi  menjadi  dua yaitu sistem akuntansi

SKPD dan sistem akuntansi PPKD. Sistem Akuntansi SKPD adalah sistem

akuntansi yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD yang mencatat

transaksi atas Pendapatan dan Belanja. Transaksi Pendapatan yang dicatat

adalah transaksi Pendapatan Asli Daerah sedangkan  transaksi  Belanja

yang  dicatat  adalah  Belanja  Tidak  Langsung khususnya  Belanja

Pegawai  dan  Belanja  Langsung  yang  terdiri dari Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Sistem Akuntansi PPKD adalah sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mencatat transaksi atas

Pendapatan,  Belanja  Tidak  Langsung,  dan  Pembiayaan.  Transaksi

Pendapatan yang dicatat adalah Pendapatan Transfer dan Lain-Lain



Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan transaksi Belanja yang dicatat

adalah Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial,  Bagi Hasil,  dan Belanja Tidak Terduga. PPKD

sebagai BUD juga menyelenggarakan transaksi Kas Daerah. PPKD akan

mengkompilasi semua Pendapatan dari SKPD dan Pendapatan dari PPKD

sehingga dapat disusun Laporan Arus Kas. Pada pemerintah daerah, Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai dua fungsi yaitu

sebagai SKPD  dan  PPKD  sehingga  SKPKD  menyelenggarakan  dua

sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi SKPD dan PPKD.

Selain akuntansi SKPD dan PPKD, juga mencakup akuntansi

konsolidasi  yang  berfungsi  menggabungkan  laporan  keuangan  dari

seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sehingga menjadi laporan

keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  sistem  akuntansi

keuangan pemerintah daerah dimaksud mencakup :

1. Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

2. Akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

3. Akuntansi Konsolidasi

Sistem Akuntansi pada SKPD dan selanjutnya disebut akuntansi SKPD

(termasuk SKPD pada SKPKD) diselenggarakan oleh masing masing

SKPD sebagai entitas akuntansi dan Kepala SKPD yang bertanggungjawab

atas  penyelenggaraannya.  Dalam  ketentuan  dan  pelaksanaannya

akuntansi SKPD dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada

SKPD (PPK-SKPD). Hasil akhir dari sistem akuntansi SKPD adalah Laporan

Keuangan SKPD berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Laporan Operasional

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca

5. Catatan atas Laporan Keuangan



Akuntansi PPKD diselenggarakan oleh SKPKD sebagai entitas akuntansi.

Kepala SKPKD bertanggungjawab atas penyelenggaraan akuntansi  PPKD.

Dalam pelaksanaannya, akuntansi  PPKD  dilimpahkan kepada Pejabat

Penatausahaan Keuangan  pada  SKPKD  (PPK-SKPKD)  yang  juga

menyelenggarakan  akuntansi SKPD pada SKPKD. Hasil dari proses

akuntansi pada PPKD adalah laporan keuangan berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Laporan Operasional

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Transaksi akuntansi yang diselenggarakan oleh PPKD termasuk juga

transaksi akuntansi  yang  diselenggarakan  oleh  BUD.  Hal  ini

disebabkan PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Kepala SKPKD

bertanggungjawab atas penyelenggaraannya dan dalam pelaksanaannya,

dilimpahkan  kepada  Kuasa BUD atau  pejabat  yang  melaksanakan

fungsi pengelolaan kas daerah pada SKPKD.

Sistem Akuntansi SKPD dan Sistem Akuntansi PPKD dibangun

dengan struktur kantor pusat dan kantor cabang atau Home Office dan

Branch Office (HOBO).  Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan transaksinya,

PPKD diibaratkan sebagai kantor pusat (Home Office) dan SKPD sebagai

kantor  cabang  (Branch Office).  Transaksi keuangan antara PPKD dan

SKPD merupakan transaksi antar entitas akuntansi sehingga memerlukan

akun transitoris untuk melakukan proses akuntansi.  Oleh sebab itu,

harus dibuat sebuah akun perantara yang berfungsi untuk menjembatani

antara PPKD dan SKPD. Akun yang dimaksud adalah R/K PPKD dan R/K

SKPD. Pada Akuntansi PPKD dibuatkan akun R/K SKPD untuk menampung

seluruh transaksi yang terkait dengan entitas akuntansi SKPD dan pada



Akuntansi SKPD dibuatkan akun R/K PPKD untuk menampung transaksi

yang terkait dengan akun yang diselenggarakan entitas akuntansi PPKD.

Transaksi akuntansi yang terjadi antara PPKD (BUD) dengan SKPD

pada umumnya merupakan transaksi kas. Sebagai contoh adalah transaksi

penyetoran Pendapatan Retribusi oleh Bendahara Penerimaan SKPD kepada

BUD/Kas Daerah maka transaksi tersebut akan menambah R/K PPKD dan

mengurangi Kas di Bendahara Penerimaan SKPD.

Akuntansi Konsolidasi menggabungkan laporan keuangan seluruh SKPD

termasuk SKPKD sebagai  SKPD dan PPKD.  Akuntansi  Konsolidasi

diselenggarakan oleh SKPKD dan hasil  dari proses konsolidasi tersebut

adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3. Laporan Operasional

4. Laporan Perubahan Ekuitas;

5. Neraca

6. Laporan Arus Kas

7. Catatan atas Laporan Keuangan

A.  Kerangka Umum Siklus Akuntansi

Secara umum siklus akuntansi dapat digambarkan pada flowchart
h#rikijt ini :



9. Transaksi pencatatan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

10.Transaksi Penyesuaian dan Penutup akhir tahun anggaran

11.Transaksi awal tahun anggaran (jurnal balik).

Dokumen sumber yang dihasilkan dari transaksi tersebut diatas

misalnya berupa Perda APBD, DPA, SP2D, bukti pengeluaran, bukti

penerimaan,  dan bukti memorial.  Berdasarkan dokumen sumber

kemudian dilakukan proses pencatatan transaksi pada buku jurnal,

sebagai  contoh transaksi  pendapatan dicatat pada buku jurnal

pendapatan, transaksi belanja dicatat pada buku jurnal pengeluaran

dan transksi penyesuaian dicatat pada buku jurnal memorial.

Setelah  pencatatan  dengan  jurnal  selesai  dilakukan,  proses

berikutnya adalah  pengklasifikasian  yaitu  dengan  melakukan

posting ke  Buku Besar dan Buku Pembantu di subsistem masing-

masing. Tahap berikutnya adalah pengikhtisaran dimana dilakukan

perhitungan saldo dari masing-masing akun yang terdapat pada buku

besar. Dengan mengikhtisarkan buku besar dan buku pembantu di

setiap pusat pertanggungjawaban keuangan akan dihasilkan laporan

keuangan pemerintah daerah.

Dari flowchart diatas, siklus akuntansi secara umum meliputi:

1. Dokumen sumber

2. Pencatatan transaksi

3. Pengklasifikasian

4. Pengikhtisaran

5. Penyusunan Laporan Keuangan.

B. Dokumen Sumber

Dokumen sumber adalah dokumen berisi informasi transaksi keuangan

yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi

(jurnal/proses input data). Contoh Dokumen Sumber adalah sebagai



berikut:

1. Dokumen sumber untuk pengakuan Anggaran, contohnya adalah

Perda APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

2. Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO,  contohnya

adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) dan Surat Ketetapan

Retribudi  Daerah (SKRD)  untuk Pendapatan Asli  Daerah dan

Peraturan Presiden tentang Besaran Dana Alokasi Umum Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk Pendapatan Dana Perimbangan.

3. Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LRA, contohnya

adalah Surat  Tanda  Setoran  (STS)  untuk  Pendapatan  Asli

Daerah  dan  Nota Kredit/Bukti Transfer Bank untuk Pendapatan

Dana Perimbangan.

4. Dokumen sumber untuk pengakuan Beban, contohnya adalah Surat

Tagihan,  Berita  Acara  Penyerahan Barang,  dan Berita  Acara

Kemajuan Pekerjaan.

5. Dokumen sumber untuk pengakuan Belanja, contohnya adalah

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/N1HIL untuk Belanja

Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

6. Dokumen  sumber untuk pengakuan  Penerimaan Pembiayaan,

contohnya adalah Nota Kredit atas penerimaan pinjaman dari Bank

dan Bukti Pencairan Dana Cadangan.

7. Dokumen sumber untuk pengakuan  Pengeluaran Pembiayaan,

contohnya adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS untuk

penyertaan modal pemerintah daerah.

C.  Pencatatan Transaksl

Proses pencatatan transaksi pada dasarnya adalah mencatat pada

buku  jurnal  berdasarkan  dokumen  sumbernya.  Dalam  proses

pencatatan transaksi satu hal yang penting adalah masalah pengakuan

{recognition).



Pengakuan  adalah  penentuan  kapan  suatu  transaksi  aicatat

berdasarkan  basis/dasar  akuntansi.  Basis  akrual  adalah  basis

akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu transaksi- transaksi

dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan

keuangan pada periode terjadinya.

Contoh buku jurnal adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS "X"

JURNAL UHUM

Tahun Anggaran 20X1

Pencatatan  transaksi  untuk pengakuan  Fendapatan-iAJ  menurut

kondisinya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan  transaksi  untuk  pengakuan  Pendapatan-LO

Miuiiiin  Imis riiterima.

Contoh transaksi untuk pengakuan pendapatan-LU sebeium Kas

diterima adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Air Permukaan

yang diakui pendapatannya  pada  saat  Surat  Ketetapan  Pajak

Daerah  (SKP-D) diterbitkan dengan mencatatnya di jurnal umum.

mniur.hn.rt nva daDat digambarkan sebagai berikut :

No. Tanggal KodeAkun Uraian Ref Debet Kredit



a. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

Gambar 2
Flowchart Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO Sebelum Kas
Diterima

Disptnd.

ftetfcg

Ketika terdapat pelunasan oleh wajib pajak atau wajib retribusi

(WP/WR),  maka akan diakui Pendapatan-LRA dan Perubahan

SAL, Kas di Bendahara Penerimaan bertambah, dan Piutang

WP/WR berkurang.  Flowchart atas transaksi tersebut adalah

sebagai berikut:
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Gambar 3
Flowchart Pelunasan Pendapatan Asli Daerah-LO Oleh

WP/WR
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b. Pengakuan Pendapatan Dana Transfer-LO

Gambar 4
Flowchart Pengakuan Pendapatan Dana Transfer-LO Sebelum Kas

Diterima

@
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Seperti  halnya  Pendapatan  Asli  Daerah,  ketika  terdapat

transfer atas Pendapatan Dana Transfer,  maka akan diakui

Pendapatan-LRA  dan Perubahan SAL.  Kas di Kas Daerah

bertambah dan Piutang Dana Transfer berkurang. Flowchart atas

transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 5
Flowchart Transfer Pendapatan Dana

Transfer-LO
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2.  Pencatatan  transaksi  untuk  pengakuan  Pendapatan-LO

pada  saat bersamaan dengan penerimaan kas

Apabila  dalam hal  proses  transaksi  pendapatan daerah  tidak

terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah

dan penerimaan Kas Daerah, dimana penetapan hak pendapatan

-L
I

i

+

Penyusunan
NeracsLguf



dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan LO

diakui/dicatat pada jurnal pada saat kas diterima dan terbitnya

dokumen penetapan. Contoh dari jenis  pajak ini  adalah  Pajak

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran,

dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Flowchart nya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6
Flowchart Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO Bersamaan Dengan

Penerimaan Kas

Pî aJ. Wnttofr        faahtoihiniMan'taili

SMW
0  I  0

SMflOW ****k JMfSMW

00

0
SMjMMm

@raup

3.  Pencatatao transaksl iintuk pengakuan Pendapatan-LO setelah

penerimaan kas

Apabila dalam hal  proses transaksi pendapatan daerah terjadi

perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan
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penerimaan kas daerah,  dimana  kas  telah  diterima  terlebih

dahulu,  namun  belum dapat diakui sebagai Pendapatan karena

belum menjadi  hak  pemerintah  daerah,  maka Pendapatan-LO

diakui/dicatat pada jurnal pada saat pendapatan telah menjadi hak

pemerintah daerah.  Contoh dari jenis pajak ini adalah Pajak

Kendaraan Bermotor dan Pajak Reklame.  Flowchart nya dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7
Flowchart Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO Setelah Dengan

Penerimaan Kas
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Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban menurut kondisinya

juga dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban sebelum pengeluaran
kas.

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan

waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas,

dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka

13



beban diakui/dicatat  pada  jurnal  pada  saat  terbit  dokumen

penetapan/pengakuan  kewajiban  walaupun  kas  belum

dikeluarkan.  Misalnya,  Surat Tagihan,  Berita Acara Penyerahan

Barang (BAPB),  atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP).

Flowchart nya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 8
Flowchart Pengakuan Beban Sebelum Pengeluaran Kas.
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Apabila  Bendahara  Pengeluaran  atau  Kas  Daerah  melakukan

pembayaran atas Surat Tagihan, Berita Acara Penyerahan Barang

atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga, maka

akan diakui pengakuan Belanja, yang digambarkan pada flowchart
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berikut ini :

Gambar 9
ninmrhnrt. Pembavaran Tagihan Kepada Pihak Ketiga.
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2. Pencatatan  transaksi  unniK  penganian  @>  Uo>ouu...u

pengeluaran kas
Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak

terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan

pengeluaran kas daerah, maka beban diakui/dicatat pada jurnal

bersamaan  dengan saat pengeluaran kas. Flowchart nya dapat



Gambar 10
Flowchart Pengakuan Beban Bersamaan Pengeluaran Kas.
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3. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban setelah pengeluaran

kas

Apabila dalam hal proses transaksi  pengeluaran daerah terjadi

perbedaan  waktu  antara  penetapan  kewajiban  daerah  dan

pengeluaran  kas  daerah,  dimana  penetapan  kewajiban  daerah

dilakukan setelah pengeluaran kas, maka Beban diakui/dicatat pada

jurnal saat  barang  atau  jasa  diterima walaupun kas sudah

dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului saat barang

atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui

sebagai Beban. Penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai Beban
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Dibayar di Muka (akun neraca).

Flowchart nya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 11
Flowchart Pengakuan Beban Setelah Pengeluaran Kas.
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D.  Pengklaslfikastan

Setelah  pencatatan  dengan  jurnal  selesai  dilakukan,  proses

berikutnya adalah melakukan posting ke Buku Besar atau Sub

Buku  Besar  di  subsistem  masing-masing.  Posting  adalah

memindahkan catatan dari Buku Jurnal ke dalam Buku Besar/Sub

Buku Besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-

masing. Contoh Buku Besar adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN "X"
DINAS "X"

BUKUBESAR
Tahun Buku 20X1

Unit Organisasi :  DINAS "X"

KodeAkun :  1  1  1  1

Nama Akun : Kas di Kas Daerah

Saldo Normal :  Debet

Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas/Badan/Kantor  dan

Pejabat Fungsi  Akuntansi  pada PPKD setelah melakukan posting

pada buku besar, secara berkala  akan menyusun Neraca Lajur

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

E.  Pengikhtisaran

Pengikhtisaran merupakan tahap perhitungan saldo dari masing-masing

akun yang terdapat pada buku besar. Tahapan prosedur pengikhtisaran

secara ringkas dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Saldo-saldo buku besar pada akhir periode diikhtisarkan dalam
Neraca Lajur.

2. Berdasakan Neraca  Lajur  kemudian  dilakukan  penyesuaian

untuk pos- pos  yang  memerlukan penyesuaian. Beberapa pos

yang memerlukan penyesuaian pada akhir tahun meliputi :

1)  Persediaan

18

No. Tanggal Uraian

Jtiml&h

Ref.

Jurn
Debet Kredlt Saldo



2) Piutang

3) Penyusutan Aset Tetap

4) Bagian Lancar Tagihan

5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

3. Setelah seluruh penyesuaian dimasukan akan dihasilkan jumlah-

jumlah  saldo  buku  besar  setelah  penyesuaian.  Langkah

berikutnya adalah memindahkan masing-masing saldo tersebut ke

Laporan Realisasi Anggaran,  Laporan Operasional,  dan Neraca.

Akun nominal dipindahkan ke LRA atau LO, sedangkan akun nil

dipindahkan ke Neraca.

4. Membuat Jurnal Penutup.

5. Menyajikan Laporan Keuangan.

F.  Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan mengikhtisarkan buku besar dan buku pembantu di setiap

pusat  pertanggungjawaban  keuangan  akan  dihasilkan  Laporan

Keuangan. Laporan tersebut disusun pada akhir tahun anggaran

maupun pada periode tertentu. Laporan Keuangan pada SKPD selaku

entitas akuntansi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Operasional

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan pada PPKD selaku entitas pelaporan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Operasional

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca

5. Laporan Perubahan SAL
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BAB II

SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah  selaku  pengguna  anggaran/barang.  SKPD

merupakan entitas akuntansi yaitu suatu entitas/unit pada pemerintahan

yang mengelola anggaran,  kekayaan,  dan kewajiban.  Selaku entitas

akuntansi, SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi, yaitu dengan

melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di

lingkungannya dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.

Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun

2013, laporan keuangan yang harus disajikan oleh SKPD terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Neraca

- Laporan Operasional (LO)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Terkait  dengan  kewajiban  SKPD untuk  menyajikan  laporan

keuangan, SKPD harus menyelenggarakan akuntansi dalam bentuk suatu

sistem, baik manual  ataupun terkomputerisasi. Penyelenggaraan sistem

tersebut meliputi pihak-pihak terkait dan dokumen yang terkait serta

prosedumya. Sistem akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD  (PPK-SKPD) berdasarkan dokumen-

dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara penerimaan, bendahara

pengeluaran,  atau  pihak  terkait  lainnya.  Transaksi-transaksi  yang

terjadi  di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dibukukan oleh PPK-

SKPD. Transaksi- transaksi tersebut antara lain:
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- Akuntasi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

- Akuntansi Beban dan Belanja

- Akuntansi Piutang

- Akuntansi Persediaan

- Akuntansi Aset Tetap

- Akuntansi Kewajiban

- Akuntansi Ekuitas

- Akuntansi Penyesuaian dan Koreksi

A.  Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

Akuntansi  Pendapatan  pada  SKPD  meliputi  akuntansi

Pendapatan-LO  dan  Pendapatan-LRA.  Perlakuan  akuntansi  yang

berbeda atas kedua jenis pendapatan tersebut merupakan implikasi

berlakunya basis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun

2010.  Perlakuan akuntansi di atas meliputi pengakuan, pengukuran,

penyajian,  dan pengungkapan.  Pengukuran Pendapatan,  baik  LO

ataupun LRA, dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan secara bruto dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya

untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri

dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang

Sah.  Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil

penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan,  jasa  giro,

pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang  asing,  pendapatan  denda atas  keterlambatan  pelaksanaan

pekerjaan,  pendapatan denda pajak,  pendapatan denda retribusi,
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pendapatan hasil  eksekusi  atas  jaminan,  dan  pendapatan  dari

penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan,  pendapatan  hasil

pemanfaatan kekayaan daerah, dan pendapatan dari angsuran/cicilan

penjualan. Pembahasan akuntansi pendapatan meliputi pihak yang

terkait, dokumen yang terkait, serta sistem dan prosedur akuntansi

akan dijelaskan berikut ini.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-

LO dan Pendapatan-LRA dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pihak yang terkait dengan penetapan Pendapatan-LO

- Kepala SKPD yang menerbitkan SKP-Daerah dan SKRD

- PPK-SKPD

- Pihak ketiga (WP/WR/pihak ketiga lainnya)

b.Pihak yang terkait dengan penetapan Pendapatan-LRA

- PPK-SKPD

- Bendahara Penerimaan

- BUD

2.Dokumen yang terkait

Dokumen yang terkait  dalam prosedur akuntansi  Pendapatan-

LO  dan Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai

berikut:

a. Dokumen penetapan Pendapatan-LO, antara lain:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

- Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Bendahara Penerimaan

kepada  pihak  ketiga  (dalam  hal  Pendapatan-LO  diakui

bersamaan dengan penerimaan kas)

- Surat Tanda Setoran (STS) (dalam hal Pendapatan-LO diakui

bersamaan dengan penerimaan kas)
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- Bukti  transfer/setor  (dalam  hal  Pendapatan-LO  diakui

bersamaan dengan penerimaan kas)

- Nota kredit bank (dalam hal Pendapatan-LO diakui bersamaan

dengan penerimaan kas)

- Bukti memorial

b.Dokumen penetapan Pendapatan-LRA

- TBP

- STS

- Bukti transfer/setor

- Nota kredit bank

- Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

c.Dokumen penyetoran ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan

- STS

- bukti transfer/ setor

3. Slstem dan prosedur akuntansi

Terkait  dengan penerapan basis  akrual,  terdapat  tiga

kondisi pengakuan Pendapatan-LO yang akan mempengaruhi sistem

dan prosedur akuntansi Pendapatan-LO.  Ketiga kondisi tersebut

adalah Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, Pendapatan-

LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas, dan Pendapatan-LO

diakui setelah penerimaan kas.

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

1) Pada  kondisi  ini,  diawali  pihak  PPK-SKPD  menerima

dokumen penetapan Pendapatan-LO dari Kepala SKPD yang

menerbitkan SKP- Daerah  atau  pihak  terkait  lainnya.

Berdasar  dokumen  tersebut,  PPK- SKPD akan mencatat

pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang.

2) WP/pihak ketiga  lainnya melakukan pembayaran  melalui

Bendahara  Penerimaan,  dan  atas  pembayaran  tersebut,
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Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP.  Selanjutnya TBP

tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan

pengakuan Pendapatan-LRA, penambahan kas di Bendahara

Penerimaan, dan pengurangan Piutang. Berdasar TBP tersebut,

Bendahara  Penerimaan membuat  STS  untuk menyetorkan

penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut

ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD

dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan.

3)  Apabila  WP/pihak  ketiga  lainnya  melakukan  pembayaran

langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti

transfer/setor untuk WP/ pihak ketiga dan nota kredit untuk

PPK-SKPD  untuk  membukukan  R/K  PPKD,  pengurangan

Piutang, dan pengakuan Pendapatan-LRA.

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

1)WP/WR/pihak  ketiga  lainnya  melakukan  pembayaran

melalui  Bendahara  Penerimaan,  dan  atas  pembayaran

tersebut,  Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya

TBP  tersebut  ditembuskan  pada  PPK-SKPD  untuk

membukukan penambahan kas di  Bendahara Penerimaan,

pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS

untuk  menyetorkan penerimaan tersebut  ke  Kas  Daerah.

Selanjutnya  STS  tersebut  ditembuskan  kepada  PPK-

SKPD  untuk membukukan  R/K  PPKD  dan  pengurangan

kas  di  Bendahara Penerimaan.

2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran

langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti

transfer/setor untuk WP/WR/pihak  ketiga  dan  nota  kredit

untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan

Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.
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c. Pendapatan-LO dlakui setelah penerlmaan kas

l)WP/pihak  ketiga  lainnya  melakukan  pembayaran  melalui

bendahara  penerimaan,  dan  atas  pembayaran  tersebut,

bendahara penerimaan menerbitkan TBP.  Selanjutnya TBP

tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan

penambahan  kas  di  Bendahara  Penerimaan,  pengakuan

Pendapatan-LRA, dan Pendapatan Diterima di Muka. Berdasar

TBP tersebut,  Bendahara Penerimaan membuat STS untuk

menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya

STS tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan

R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan.

2)Apabila  WP/pihak  ketiga  lainnya  melakukan pembayaran

langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti

transfer/setor untuk WP/ pihak ketiga dan nota kredit untuk

PPK-SKPD. Berdasarkan bukti transfer/setor atau nota kredit

tersebut, PPK-SKPD membukukan R/K PPKD dan pengakuan

Pendapatan-LRA.

3)Terkait  dengan  pajak  daerah,  bersamaan  dengan

pembayaran tersebut  di  atas,  Kepala  SKPD menerbitkan

SKP-Daerah  dan ditembuskan kepada  PPK-SKPD.

Berdasarkan  SKP-Daerah  tersebut, untuk setiap periode

pengakuan, PPK-SKPD membuat bukti memorial dan mencatat

pengakuan  Pendapatan-LO  dan  pengurangan Pendapatan

Diterima Dimuka.

Adapun dokumen yang digunakan sebagai  dasar pengakuan

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA untuk pendapatan pajak,

pendapatan retribusi, dan Iain-lain PAD yang sah diuraikan pada

tabel di bawah ini.
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NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JBNISPENDAPATAN

PajakDaerah

RetribusiDaerah

HasilPenjualanAset
DaerahyangTidak
Dipisahkan

PenerimaanJasaGiro

PendapatanBunga
Deposito

TuntutanGantiKerugian
Daerah

Komisi,Potongan,dan

SelisihNilaiTukar
Rupiah

PendapatanDendaatas
Keterlambatan
PelaksanaanPekerjaan

PendapatanDenda

Pajak

DOKUMEN
PENETAPAN

PENDAPATAN-LO

SuratKetetapanPajak
Daerah(SKP-D)

Surat Ketetapan

Retribusi Daerah
(SKRD)

SuratPerjanjianJual
Beli

RekeningKoran

SertifikatDeposito

Surat Keterangan
Tanggung Jawab

Mutlak(SKTJM)

-SuratPerjanjian

JualBeli(untuk
komisidan
potongan}

- Nilaikurssaat
transaksi

{publishedrate)

-Perjanjian/kontrak
kerjasama

-BeritaAcara
Penyelesaian

Pekerjaan

SKP-D

DOKUMEN
PENETAPAN

PENDAPATAN-
LRA

-TBP

- Bukti
transfer/setor

- Notakredit
-TBP

- Surat Tanda

Setoran(STS)
-TBP

RekeningKoran

SertifikatDeposito

- STS

- TBP

- STS

- TBP

- STS

-TBP

- Bukti
transfer/setor



NO

10

11

12

13

14

15

16

17

JENISPENDAPATAN

PendapatanDenda

Retribusi(denda

administrasi)

PendapatanHasil

EksekusiatasJaminan

Pendapatandari

Pengembalian

Pendapatandari

Penyelenggaraan

Pendidikandan

Pelatihan

Pendapatan dari

Angsuran/Cicilan

Penjualan-LRA

HasildariPemanfaatan

KekayaanDaerah

PendapatanZakat

PendapatanBLUD

DOKUMEN
PENETAPAN

PENDAPATAN-LO

SKRD

-Perjanjian/

kontrakkerjasama

-BeritaAcara

Penyelesaian

Pekerjaan

Dokumen

penetapan

kelebihanbayar

Suratperjanjian

-

SuratPerjanjian

SuratKetetapan

Zakat

Laporan

keuangan

berkala

DOKUMEN
PENETAPAN

PENDAPATAN-
LRA

- Notakredit

-TBP

- Bukti

transfer/setor

- Notakredit

-TBP

- STS

- TBP

- STS

- TBP

- STS

- TBP

- STS

- TBP

- STS

- TBP

- STS

- TBP

Laporan

keuangan

berkala



B. Akuntansi Beban dan Belanja

Berdasarkan PP  No.  71  Tahun  2010  dan  Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan

akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi

berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam PP No. 71 Tahun

2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan,

pencatatan,  dan  pelaporan  beban  gaji  dan  tunjangan,  beban

honorarium/lembur/vakasi/tunjangan  khusus  dan  beban pegawai

transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban

pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.

Beban kontribusi sosial terdiri dari beban pensiun dan uang tunggu

PNS, beban pensiun dan uang tunggu pejabat negara, beban tunjangan

hari tua, iuran asuransi kesehatan PNS dan pejabat negara serta

penerima pensiun, serta cadangan perubahan sharing.

Beban  barang  terdiri  dari  beban  bahan  pakai  habis,  beban

bahan/material, beban  pengiriman surat  dinas pos  pusat, beban

cetak dan penggandaan, beban  makanan  dan minuman, beban

barang operasional lainnya, beban barang transito, dan beban barang

non operasional lainnya.

Beban jasa terdiri dari beban langganan daya dan jasa, beban sewa

rumah/gedung/gudang/ parkir, beban sewa sarana mobilitas, beban

sewa alat berat, beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor, beban

jasa konsultan, beban jasa profesi, dan beban jasa lainnya.

Beban  murni  akrual  digunakan  untuk  mencatat  beban-beban

murni akrual yang hanya digunakan pada LO dan tidak ada pada LRA

seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tidak tertagih,
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beban amortisasi, dan beban kerugian selisih kurs.

Pembahasan akuntansi  beban dan belanja meliputi  pihak yang

terkait, dokumen  yang  terkait  serta  sistem  dan  prosedur

akuntansi,  yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban dan

belanja dikelompokan sebagai berikut:

a.Pihak yang terkait dengan penetapan beban

- PPTK

Pihak ketiga

- PPK-SKPD

Kepala Dinas yang berwenang

b.Pihak yang terkait dengan penetapan belanja

Pihak ketiga

Bendahara Pengeluaran

- PPK-SKPD

- BUD

2.Dokumen yang terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi beban dan belanja

dikelompokkan sebagai berikut :

a. Dokumen pendapatan beban

1) SuratTagihan

2) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang

3) Bukti Memorial

b.Dokumen penetapan belanja

1) SP2D GU/LS/Nihil
2) Nota Debet
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3. Sistem dan prosedur akuntansi

Terkait dengan penggunaan basis akrual,  terdapat tiga kondisi

pengakuan beban yang akan mempengaruhi sistem dan prosedur

akuntansi beban. Ketiga  kondisi  tersebut  adalah  beban  diakui

sebelum  pengeluaran  kas,  beban  diakui  bersamaan  dengan

pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas.

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Pengeluaran kas di lingkungan SKPD umumnya melalui Bendahara

Pengeluaran, PPTK, atau langsung oleh BUD.

Penjelasan atas pengeluaran tersebut diuraikan di bawah ini.

1) Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran

(a) Pada  kondisi  ini,  diawali  pihak  PPK-SKPD menerima

tembusan dokumen  penetapan beban  dari  Bendahara

Pengeluaran atau pihak terkait lainnya. Berdasar dokumen

tersebut, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan Beban dan

Utang Beban.

(b) Apabila Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran

pada pihak ketiga, bukti pengeluaran tersebut ditembuskan

pada PPK- SKPD. Atas tembusan tersebut, PPK-SKPD akan

mencatat pengurangan Utang Beban dan pengurangan Kas

di Bendahara Pengeluaran.

(c)Setelah  SP2D  GU  diterbitkan  oleh  BUD,  PPK-SKPD

mencatat penambahan kas di Bendahara Pengeluaran, R/K

PPKD dan pengakuan Belanja.

2) Pengeluaran kas melalui BUD

(a) Pada kondisi ini, diawali pihak Bendahara Pengeluaran

menerima surat tagihan/dokumen penetapan beban dari

pihak  ketiga  dan  menembuskannya  pada  PPK-SKPD.

Berdasar dokumen tersebut,  PPK-SKPD akan mencatat

pengakuan Beban dan Utang Beban.
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(b) Kemudian BUD menerbitkan SP2D-LS dan menembuskan

pada PPK-SKPD. Berdasar dokumen tersebut, PPK-SKPD

akan mencatat pengurangan Utang Beban, R/K PPKD, dan

pengakuan Belanja.

b. Beban dlakui bersamaan dengan pengeluaran kas

1) Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran

(a)Pada  kondisi  ini,  diawali  pihak  PPK-SKPD menerima

dokumen  penetapan  Beban  (surat  tagihan,  rekenlng

listrik/telepon, atau lainnya) dari Bendahara Pengeluaran

atau pihak terkait lainnya. Berdasar dokumen tersebut,

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran pada pihak

ketiga dan bukti pengeluaran tersebut ditembuskan  pada

PPK-SKPD.  PPK-SKPD akan mencatat  Uang Muka  dan

pengurangan kas pada Bendahara Pengeluaran. Setelah

bukti-bukti pengeluaran di atas disahkan oleh Pengguna

Anggaran, maka Beban diakui dan Uang Muka dikredit.

(b)Kemudian BUD menerbitkan SP2D-GU terkait pengeluaran

di atas dan  ditembuskan  pada  PPK-SKPD.  PPK-SKPD

akan mencatat

penambahan kas pada Bendahara Pengeluaran, R/K PPKD,

dan pengakuan Belanja.

2) Pengeluaran kas melalui BUD

Pada  kondisi  ini,  diawali  pihak  BUD  menerima  surat

tagihan/dokumen  penetapan  beban  dari  Bendahara

Pengeluaran dengan tembusan kepada PPK-SKPD. Kemudian

BUD menerbitkan SP2D-LS dan menembuskannya pada PPK-

SKPD. Berdasar dokumen tersebut, PPK- SKPD akan mencatat

pengakuan Beban, R/K PPKD, dan Belanja.



3)  Pengeluaran kas raelalui PPTK

Pada praktiknya, terkadang terjadi pemberian uang panjar

kegiatan kepada PPTK dari Bendahara Pengeluaran. Adapun

sistem dan prosedur akuntansi terkait dengan pengeluaran kas

melalui PPTK diuraikan di bawah ini.

(a)Kondisi  ini  diawali  dengan  pengeluaran  kas  dari

Bendahara Pengeluaran  kepada  PPTK.  Bukti  panjar

tersebut  ditembuskan pada PPK-SKPD dan berdasar

dokumen tersebut PPK-SKPD mencatat  Panjar  Kegiatan

dan pengurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran.

(b) Kemudian  PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan

uang panjar kegiatan tersebut pada Bendahara Pengeluaran

dan bukti pertanggungjawaban tersebut ditembuskan pada

PPK-SKPD. Selanjutnya PPK-SKPD mencatat Uang Muka dan

pengurangan Panjar Kegiatan serta mencatat penambahan

Kas  pada Bendahara Pengeluaran apabila masih ada sisa

uang panjar kegiatan.

(c) Setelah bukti-bukti pengeluaran di atas disahkan oleh

Pengguna Anggaran, maka PPK-SKPD akan mengakui Beban

dan mengkredit Uang Muka. Selanjutnya, apabila bukti-bukti

tersebut disahkan oleh BUD maka BUD akan menerbitkan

SP2D GU dan menembuskannya kepada PPK-SKPD. PPK-

SKPD akan mencatat pengakuan Belanja, penambahan Kas

pada Bendahara Pengeluaran, dan R/K PPKD.

c. Beban diakul setelah pengeluaran kas

1)  Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran

(a) Pada kondisi ini, diawali pengeluaran kas oleh Bendahara

Pengeluaran dan bukti pengeluaran tersebut ditembuskan

pada PPK-SKPD. PPK-SKPD akan mencatat Beban Dibayar
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Dimuka, dan pengurangan kas di Bendahara Pengeluaran.

(b) Selanjutnya BUD akan menerbitkan SP2D-GU terkait

pengeluaran kas di atas dan ditembuskan pada PPK-SKPD.

Berdasar  SP2D  tersebut,  PPK-SKPD  akan  mencatat

pengakuan  Belanja,  penambahan  kas  di  Bendahara

Pengeluaran, dan R/K PPKD.

(c)Pada  setiap akhir  periode yang ditetapkan,  berdasar

bukti memorial  yang dibuat,  PPK-SKPD akan mencatat

pengakuan Beban dan pengurangan Beban Dibayar Dimuka.

2)  Pengeluaran kas melalui BUD

(a) Pada kondisi ini, diawali dengan penerbitan SP2D-LS oleh

BUD dan ditembuskan pada PPK-SKPD. PPK-SKPD akan

mencatat  Beban  Dibayar  Dimuka,  R/K  PPKD,  dan

pengakuan Belanja.

(b)Pada  setiap  akhir  periode  yang  ditetapkan, berdasar

bukti memorial yang dibuat,  PPK-SKPD akan mencatat

pengakuan Beban dan pengurangan Beban Dibayar Dimuka.

Dokumen yang digunakan sebagai  dasar pengakuan Belanja

adalah SP2D GU, LS, ataupun Nihil, sedangkan dokumen yang

digunakan untuk mengakui Beban diuraikan pada tabel di bawah

ini.

34



35

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JENISBBBAN

Bebangajidantunjangan

Beban

honorarium/lembur/vakasi/

tunjangankhusus&beban

pegawaitransito

Beban pensiun dan

uang tunggu PNS dan

pejabatnegara

Bebantunjanganharitua

Iuranasuransikesehatan

PNSdanpejabatnegara

sertapenerimapensiun

Bebanbahanpakaihabis

Bebanbahan/material

Bebanpengirimansurat

dinaspospusat

Bebancetak

dan

Bebanmakanandan

Bebanbarang

operasionallainnya

Bebanbarangtransito

danbebanbarangnon

operasionallainnya

Bebanlangganandaya

danjasa

DOKUMENPBNETAPAN

BBBAN

Daftargajidantunjangan

Daftar

honorarium/lembur/vakasi/

tunjangankhusus8sbeban

pegawaitransito

Daftar pensiun dan uang

tunggu PNS dan pejabat

negara

Daftar tunjanganharitua

Daftar iuranasuransi

kesehatanPNSdanpejabat

negarasertapenerima

pensiun

Invoice/Kuitansi/Bukti

Memorial

Invoice/Kuitansi/Bukti

Memorial

BuktiMemorial/Kuitansi

BuktiMemorial/Kuitansi

BuktiMemorial/Kuitansi

BuktiMemorial/Kuitansi

BuktiMemorial/Kuitansi

Surattagihan



C. Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan  atau  akibat  lainnya  yang  sah.

Prosedur  akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan

pelaporan  akuntansi  atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan

penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Penambahan saldo piutang umumnya disebabkan adanya transaksi

dimana hak pemerintah daerah atas suatu pendapatan sudah dapat

diakui namun kas belum diterima.  Pengurangan atas saldo piutang

umumnya disebabkan adanya kas masuk atas pendapatan yang telah

diakui  atau  adanya penghapusan piutang tak  tertagih.  Kecuali
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Buktimemorial



penghapusan piutang tak tertagih, sistem dan prosedur akuntansi atas

penambahan dan pengurangan piutang telah dibahas dalam sistem dan

prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.

Pada praktiknya, tidak semua piutang dapat tertagih.  Sistem dan

prosedur akuntansi  atas  piutang yang tidak dapat ditagih  akan

diuraikan sebagai berikut:

1. Pihak yang terkait a. Kepala Daerah b. PPK-SKPD

2. Dokumen yang terkait

a. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

b.Bukti Memorial

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Terdapat dua metode penghapusan piutang yang mempengaruhi

sistem dan prosedur akuntansi penghapusan piutang, yaitu metode

langsung dan tidak langsung. Masing-masing tersebut akan dijelaskan

di bawah ini.

a. Metode Langsung

Berdasar buku piutang,  PPK-SKPD membuat bukti  memorial

atas jumlah piutang yang tak tertagih.  Setelah mendapatkan

tembusan  PSDBT  dari  Kepala  Daerah,  PPK-SKPD mencatat

pengakuan  Beban  Penyisihan  Piutang  Tidak  Tertagih  dan

pengurangan Piutang.

b. Metode Tidak Langsung

Berdasar buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas

jumlah piutang yang tak tertagih.  Berdasar bukti  memorial

tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih  dan  pembentukan  Penyisihan  Piutang Tidak

Tertagih.  Setelah mendapatkan tembusan PSDBT dari kepala

daerah, PPK-SKPD mencatat pengurangan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih dan pengurangan Piutang.



D. Akuntansi Persediaan

Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan

atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan. Terdapat dua

metode yang mempengaruhi  sistem  dan  prosedur  akuntansi

persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual. Penjelasan sistem dan

prosedur akuntansi masing- masing metode tersebut, diuraikan dibawah

ini:

1. Pihak yang terkait

a. PPK-SKPD

b. Bendahara Pengeluaran

c. BUD

d. Bagian Penerimaan Barang/Gudang

2. Dokumen yang terkait

a. SP2DGU/LS

b. Bukti Pembayaran

c. Bukti Memorial

d. Berita Acara Hasil Opname Fisik Persediaan

3. Sistem dan prosedur akuntansi

a. Metode Periodik

a) Pada awal tahun,  berdasar Bukti  Memorial,  PPK-SKPD

mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan

Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

b) Berdasarkan  tembusan  SP2D  dari  BUD/Invoice, PPK-

SKPD akan mencatat pengakuan Beban Persediaan dan R/K

PPKD/ pengakuan Utang.  Berdasarkan  tembusan  SP2D

tersebut,  PPK-SKPD juga  akan mencatat Belanja Bahan

Habis Pakai.

c) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan.

d) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil

opname fisik persediaan dari bagian gudang, PPK-SKPD akan
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melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan

Beban Persediaan.

b.  Metode Prepetual

a) Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD atas  pembelian

barang persediaan, PPK-SKPD akan mencatat Belanja Bahan

Habis Pakai

b) Berdasarkan  tembusan  SP2D  dari  BUD/Invoice,  PPK-

SKPD  akan mencatat Persediaan dan R/K PPKD/ pengakuan

Piutang.

c) Berdasarkan  bukti  memorial,  pada  saat  penggunaan/

pemakaian persediaan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan

Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan.

d) Persediaan  akhir  merupakan  saldo Persediaan awal +

pembelian - pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.

E.  Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Pada bagian ini, yang dibahas adalah akuntansi Aset Tetap, sedangkan

pembahasan atas aset lancar telah dibahas pada bagian pendapatan dan

piutang. Prosedur akuntansi Aset Tetap pada SKPD meliputi pencatatan

dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan

penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap yang dimiliki SKPD.

Transaksi-transaksi dalam akuntansi aset tetap dikelompok menjadi

dua, yaitu :

1. Penambahan nilai aset tetap berasal dari perolehan aset tetap

melalui belanja modal, perolehan aset tetap dari bantuan, hibah,

atau donasi, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang, dan

lain sebagainya.

2. Pengurangan  nilai  aset  tetap  terjadi  karena  pelepasan  aset

(penjualan dan hibah aset tetap kepada pihak ketiga), penghapusan,

dan penyusutan.

Sistem dan prosedur akuntansi penambahan dan pengurangan nilai aset
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tetap meliputi:

1.Pihak yang terkait

a. PPK-SKPD

b. Bendahara Pengeluaran

c. BUD

d. Penyedia Barang/Jasa

e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

2.Dokumen yang terkait

a. Berita Acara Penerimaan Barang

b. Berita Acara Serah Terima Barang

c. Bukti Memorial

d. Berita Acara Sensus Barang

e. Berita Acara Penjualan

f. Bukti Pembayaran

g. STS

3.Sistem dan prosedur akuntansi

Pembahasan tentang sistem dan prosedur akuntansi atas aset tetap

dibagi menjadi dua kelompok yaitu: sistem dan prosedur penambahan

nilai aset tetap serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan

nilai aset tetap.

a. Penambahan nilai aset

1) Berdasarkan tembusan SP2D yang diterbitkan BUD untuk

membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada

pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan Belanja

Modal untuk perolehan aset tetap.

2) Kemudian berdasarkan tembusan bukti transaksi berupa Berita

Acara Penerimaan Barang, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan

penambahan nilai Aset Tetap dan R/K PPKD.

b. Pengurangan nilai aset

Sistem dan prosedur akuntansi pengurangan nilai aset yang
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diuraikan di bawah ini membahas akuntansi pengurangan nilai

aset karena adanya penjualan aset tetap. Sistem dan Prosedur

Penyusutan aset Tetap akan dibahas pada bagian berikutnya.

1) Berdasar  tembusan  bukti  pembayaran  dari  Bendahara

Penerimaan, tembusan  dokumen pelepasan  barang  (contoh:

Berita Acara Penjualan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan

pengurangan nilai Aset Tetap,  pengurangan nilai Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap, penambahan  Kas  di  Bendahara

Penerimaan dan  Surplus/Defisit Penjualan Aset.

2) Berdasar  dokumen/bukti  pembayaran  dari  Bendahara

Penerimaan, PPK-SKPD mencatat pengakuan Hasil Penjualan

Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LRA. Setelah Bendahara

Penerimaan menyetorkan penerimaan kas tersebut ke BUD,

Bendahara Penerimaan akan menembuskan STS pada  PPK-

SKPD.  Berdasarkan  tembusan  tersebut, PPK-SKPD  akan

mencatat  R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara

Penerimaan.

F.  Sistem dan Prosedur Akuntansi Kew ĵiban

Sistem  dan  prosedur  akuntansi  kewajiban/utang  pada  SKPD

meliputi pencatatan  dan  pelaporan  akuntansi  atas  transaksi-

transaksi  yang menimbulkan Utang Jangka Pendek bagi  SKPD.

Penambahan saldo Utang Jangka Pendek pada SKPD dapat timbul

akibat beban yang belum dibayar atau perpindahan status dari

pinjaman jangka panjang menjadi pinjaman jangka pendek, sedangkan

pengurangan atas saldo Utang Jangka Pendek disebabkan adanya kas

keluar untuk pelunasan utang.  Pembahasan tentang sistem dan

prosedur akuntansi atas penambahan dan pengurangan Utang Jangka

Pendek telah dibahas dalam sistem dan prosedur akuntansi Beban dan

Belanja.



G. Sistem dan Prosedur Akuntansi Bkuitas

Sistem dan prosedur akuntansi Ekuitas biasanya terkait dengan jurnal

penutup  pada  akhir  tahun,  baik  untuk  menutup  akun-akun

Pendapatan-LO dan Beban,  maupun untuk  menutup  akun-akun

Pendapatan-LRA dan Belanja.  Selain  itu, Nilai Ekuitas juga bisa

berubah apabila terdapat koreksi kesalahan yang terjadi pada periode-

periode  sebelumnya, yang laporan keuangannya sudah diterbitkan.

Dokumen yang dipakai untuk membuat jurnal penutup maupun untuk

melakukan koreksi adalah Bukti Memorial.

H.  Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyesuaian dan Koreksi

Prosedur pencatatan jurnal  penyesuaian dan koreksi pada SKPD

merupakan pencatatan akuntansi  yang berkaitan dengan semua

transaksi atau kejadian yang bersifat penyesuaian dan koreksi atas

akun-akun  terkait.  Penyesuaian tersebut meliputi  penyesuaian

Persediaan dan Penyusutan Aset Tetap.

Sistem dan prosedur akuntansi penyesuaian dan koreksi meliputi:

1.Pihak yang terkait

a. PPK-SKPD

2.Dokumen yang terkait

a. Bukti Memorial

b. Bukti-bukti transaksi

3.Sistem dan prosedur akuntansi

a.  Penyesuaian Persediaan

Pada setiap akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan,

secara rutin biasanya akan dilakukan stock opnarne untuk

mengetahui  sisa  persediaan  yang  dimiliki.  Apabila  SKPD

melakukan transaksi persediaan dengan menggunakan metode

periodik, maka berdasarkan berita acara stock opname tersebut,
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PPK-SKPD akan mengakui  Persediaan (akhir) dan mengurangi

Beban Persediaan.

b. Penyusutan Aset Tetap

Selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan, seluruh Aset

Tetap  SKPD  dapat  disusutkan  sesuai  dengan  sifat  dan

karakteristik aset tersebut. Jurnal penyusutan Aset Tetap  ini

dibuat  pada akhir  tahun.  Berdasar  bukti memorial,  setiap

akhir  tahun PPK-SKPD akan mencatat penambahan Beban

Penyusutan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

c. Koreksi Kesalahan Pencatatan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi

sesuai dengan yang seharusnya. Ditinjau dari sifat kejadiannya,

sistem dan prosedur  akuntansi  untuk  koreksi  kesalahan

dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu sistem dan prosedur

akuntansi  untuk  kesalahan  yang  berulang/sistemik  serta

kesalahan yang tidak berulang.

1) Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan jenis ini,

akan tetapi berdasarkan bukti pengeluaran/penerimaan Kas

untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan, PPK-

SKPD akan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun

Pendapatan-LO yang bersangkutan.

2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Sistem dan prosedur akuntansi atas koreksi kesalahan yang

tidak berulang dibagi  dalam dua kelompok,  yaitu  koreksi

atas kesalahan yang terjadi pada periode berjalan dan koreksi

atas kesalahan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.

a.  Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan

Berdasar  bukti  memorial  yang  telah  diotorisasi,  PPK-
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SKPD  akan  membuat  koreksi  pada  akun yang

bersangkutan dalam periode berjalan,  baik  pada akun

Pendapatan-LRA  atau  akun  Belanja, maupun akun

Pendapatan-LO  atau  akun  Beban.  Apabila tidak

mempengaruhi  posisi  kas,  pencatatan  pembetulan

hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada

periode kesalahan ditemukan.

b. Koreksi  Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-

Periode Sebelumnya

Apabila kesalahan ditemukan sebelum laporan keuangan

diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial PPK-SKPD

akan melakukan koreksi dengan melaksanakan prosedur

koreksi sebagaimana koreksi kesalahan yang tidak berulang

pada periode berjalan.

Jika  kesalahan  ditemukan  setelah laporan keuangan

diterbitkan, berdasar bukti memorial PPK-SKPD melakukan

koreksi dengan prosedur sebagai berikut:

Koreksi  kesalahan  yang  tidak  mempengaruhi

posisi  Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun

neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban

sehingga  mengakibatkan  penerimaan  kembali

Belanja/Beban dan menambah posisi Kas, pembetulan

dilakukan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA dan

Pendapatan Lain-lain-LO.

-  Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban

sehingga  mengakibatkan penambahan Belanja/Beban

dan mengurangi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada

akun Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau akun Ekuitas.

Koreksi  kesalahan  atas  penerimaan  Pendapatan-
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LRA/Pendapatan-LO  yang  menambah  maupun

mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan

pada  akun  Kas  dan akun  Saldo  Anggaran  Lebih

(SAL)/akun Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan  atau pengeluaran

pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi

Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas dan akun

Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Koreksi  kesalahan atas  perolehan  aset  selain  Kas

yang menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan

dengan pembetulan pada akun Kas dan akun aset

bersangkutan.

Koreksi  kesalahan atas pencatatan kewajiban yang

menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan

dengan pembetulan  pada  akun  Kas  dan  akun

Kewajiban bersangkutan.
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BAB HI

SISTEM AKUNTANSI
PEJABAT PENGELOLA KBUANGAN DAERAH (PPKD)

Sebagaimana telah  dijelaskan  pada bab  sebelumnya,  Sistem

Akuntansi  PPKD adalah  sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mencatat transaksi atas

Pendapatan,  Belanja  Tidak  Langsung,  dan  Pembiayaan.  Transaksi

Pendapatan yang dicatat adalah Pendapatan Transfer dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan transaksi Belanja yang dicatat

adalah Belanja Tidak Langsung yang terdiri  dari  Belanja Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga.

PPKD sebagai BUD juga menyelenggarakan transaksi Kas Daerah.

Akuntansi keuangan yang diselenggarakan oleh PPKD meliputi:

a. Pencatatan Anggaran pada PPKD

b. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

c. Akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer

d. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

e. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

f. Akuntansi Aset dan Kewajiban

g. Akuntansi Koreksi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis-jenis

transaksi yang terjadi pada PPKD antara lain:

@  Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 123A ayat (3), yang

menyatakan bahwa DPA PPKD digunakan untuk menampung: a)

pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
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belanja bagi hasil,  belanja bantuan keuangan,  dan belanja tidak

terduga; dan c) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

daerah;

@ Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pasal 12 yang

menyebutkan  bahwa pelaksanaan anggaran hibah berupa uang

berdasarkan atas DPA-PPKD dan pasal  29  ayat  (1)  menyatakan

bantuan sosial berupa uang  dicantumkan dalam RKA-PPKD;

@ Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menyatakan bahwa PPKD

Provinsi melaksanakan anggaran BOS berdasarkan DPA-PPKD Provinsi;

@ Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor

165/PMK.07/2012 tentang  Pengalokasian  Anggaran  Transfer  ke

Daerah,  yang  menyatakan bahwa Transfer ke Daerah adalah dana

yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan,

Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.

A.  Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

Pendapatan yang dikelola  PPKD provinsi/kabupaten/kota adalah

pendapatan yang  berasal  dari  dana  transfer,  baik  dari

pemerintah  pusat  maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang- undangan tentang alokasi dana

tersebut. Selain Pendapatan Transfer, PPKD juga mengelola Lain-lain

Pendapatan yang Sah dan pendapatan yang dihasilkan dari dana

transfer yang disimpan pada Kas Daerah berupa Jasa Giro atau Bunga.

Pendapatan yang dikelola PPKD meliputi:

1. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yaitu:

a. Dana Perimbangan, berupa Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak,

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Kehutanan, Pertambangan

Umum, Perikanan, Migas, dan Panas Bumi),  Dana Alokasi
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Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

b. Dana  Otonomi  Khusus,  berupa  Dana  Otonomi  Khusus

Papua,  Dana Otonomi Khusus Papua Barat, Dana Otonomi

Khusus Aceh,  Dana Infrastruktur Otsus Papua,  dan Dana

Infrastruktur Otsus Papua Barat.

c. Dana Penyesuaian, berupa Tunjangan Profesi Guru Pegawai

Negeri Sipil Daerah,  Dana  Tambahan  Penghasilan  Guru

Pegawai  Negeri  Sipil Daerah, Bantuan Operasional Sekolah,

dan Dana Insentif Daerah.

2. Pendapatan  transfer  dari  pemerintah  provinsi  untuk

kabupaten/kota yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan

Pendapatan Dana Otonomi Khusus.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, yaitu:

a. Pendapatan  Hibah,  yang  dapat  diterima  dari  pemerintah,

pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta

dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga

luar negeri yang tidak mengikat dalam bentuk uang maupun

barang (jika dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah

menyatakan bahwa pendapatan hibah tidak dikelola oleh SKPD);

b. Pendapatan  Dana  Darurat  (dari  pemerintah)  dalam

rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

c. Pendapatan Lainnya, yaitu pendapatan yang tidak termasuk

dalam kelompok pendapatan sebagaimana di atas.

Pembahasan akuntansi  pendapatan meliputi  pihak yang terkait,

dokumen yang terkait, serta sistem dan prosedur akuntansi akan

dijelaskan berikut ini.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan pada

PPKD secara umum antara lain:
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a. Kementerian Keuangan

b. PPKD

c. BUD

d. Pungsi Akuntansi PPKD

e. Bank Kas Daerah.

Untuk Pendapatan Hibah melibatkan juga:

a. Pemerintah daerah lain, dan

b. Pihak pemberi hibah selain pemerintah.

2. Dokumen terkait

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah

pusat ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota, antara lain:

a. DAU : Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap

tahun).

b. DAK : Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan

Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).

c. Dana Bagi Hasil :

- Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Bagi  Hasil  Pajak

Penghasilan(yang diterbitkan tiap tahun).

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas,

Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar

Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).

d. Dana Otonomi Khusus

Peraturan Menteri  Keuangan tentang Alokasi  Dana Otonomi

Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun).

e. Dana Penyesuaian:

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru
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Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun);

Peraturan Menteri Keuangan  tentang  Dana  Tambahan

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Alokasi  Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi)  yang

diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan

Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota),

Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah

BOS dari provinsi.

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif

Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).

Dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  Lain-lain  Pendapatan

yang Sah, antara lain:

a.  Dana Hibah:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah

dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak

selain pemerintah).

- Naskah Perjanjian Penerusan  Hibah (antara  pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber

dananya dari hibah luar negeri).

- Dokumen-dokumen  lain  yang  dipersyaratkan  untuk

permintaan pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain

Surat  Permintaan  Penyaluran  Hibah,  Surat  Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan

DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada

BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk

pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan

Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap
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sebelumnya.

-  Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

b. Dana Darurat :  Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi
Dana Darurat

Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-

lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota kredit dari Bank Kas

Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah

provinsi ke pemerintah kabupaten/kota ini antara lain:

a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang penetapan

alokasi  Bagi  Hasil  Pajak provinsi  ke kabupaten/kota (yang

diterbitkan tiap tahun);

b. Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur

tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota

(yang diterbitkan tiap tahun);

c. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten.

3. Slstem dan prosedur akuntansi

Dalam peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana transfer,

baik oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah  telah

dinyatakan dengan jelas  entitas  penerima dana,  jumlah  dana

yang akan diberikan, waktu penyalurannya, dan hal-hal lain terkait

jika terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran dana. Berdasarkan

hal tersebut, maka Pendapatan Transfer-LO pada PPKD, seluruhnya

dapat  diakui  sebelum  penerimaan  kas,  yaitu  saat

diterbitkan/ditetapkannya dokumen peraturan perundang- undangan

atas  alokasi  dana  transfer  tersebut  atau  saat  diterimanya

dokumen tersebut oleh PPKD.



Otonomi Khusus ke provinsi,  sedangkan PPKD pemerintah

kabupaten/kota mengakui Pendapatan-LO ini saat terbitnya

Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus

kepada kabupaten/kota.

f. Pendapatan Hibah

Pendapatan-LO  ini  diakui  PPKD  pemerintah  provinsi/

kabupaten/kota saat disepakatinya Naskah Perjanjian Hibah

Daerah  ataupun  Naskah Perjanjian Penerusan Hibah. Jika

Hibah dalam bentuk barang diterima sebelum adanya  Naskah

Perjanjian Hibah Daerah, maka Pendapatan Hibah-LO diakui

berdasarkan  tanggal  Berita  Acara  Serah  Terima  Barang.

Pendapatan Hibah dalam bentuk barang dinilai berdasarkan

harga wajar pada tanggal pengakuan.

g. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan-LO  ini  diakui  PPKD  pemerintah  provinsi/

kabupaten/kota saat terbitnya Keputusan Menteri Keuangan

tentang Alokasi Dana Darurat.

Prosedur akuntansi atas pencatatan Pendapatan Transfer adalah

sebagai berikut:

a. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat Pendapatan Transfer-LO dan

Piutang Transfer saat ditetapkan/diterimanya dokumen peraturan

perundang- undangan atas alokasi dana transfer.

b. Saat dana tersebut ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah

Provinsi dan diterima oleh Kas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,

maka Bank Kas Daerah membuat Nota Kredit atas penerimaan

tersebut dan disampaikan kepada Fungsi Akuntansi PPKD.

c. Berdasar  Nota  Kredit  dari  Bank  Kas  Daerah,  Fungsi

akuntansi  PPKD membukukan penambahan Kas Daerah dan

pengurangan Piutang Transfer. Bersamaan dengan itu, Fungsi

Akuntansi PPKD membukukan Pendapatan Transfer-LRA.
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B.  Akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer

Akuntansi Beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,

mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah,

Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan

Keuangan), dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,

mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja

Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,

mencatat,  dan  melaporkan  Transfer.  Transfer  merupakan

pengeluaran  uang  dari  suatu entitas pelaporan kepada entitas

pelaporan lain, yang meliputi:

@ Transfer pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, berupa

Transfer Bagi Hasil Pajak dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

@ Transfer  pemerintah  kabupaten/kota  ke  desa,  berupa  Transfer

Bagi Hasil Pajak, Transfer Bagi Hasil Retribusi, dan Transfer Bagi

Hasil Pendapatan Lainnya.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak  yang  terkait  dalam  prosedur  akuntansi  Beban,
Belanja, dan Transfer pada PPKD secara umum antara lain:

a.BUD

b.Fungsi Akuntansi PPKD

c. Kas Daerah

d. Pihak Ketiga

2. Dokumen yang terkait

Bukti  transaksi  yang  digunakan  dalam  prosedur  dan

akuntansi Beban, Belanja, dan Ttransfer pada PPKD antara lain:

a.  Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang
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b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah

c. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan

d. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik

e. Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan

f. Peraturan  Daerah  Provinsi  tentang  Bagi  Hasil

Pajak/Bagi  Hasil Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota

g. Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  tentang  Bagi  Hasil

Pajak/Bagi Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke

desa

h.  Surat Tagihan dari pihak ketiga

i.  SP2D

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Terkait dengan penggunaan basis akrual, pengakuan Beban pada

PPKD dapat diakui sebelum pengeluaran kas atau bersamaan dengan

pengeluaran kas.

Pengakuan Beban tersebut ditetapkan sebagai berikut:

a.  Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pengakuan beban sebelum pengeluaran kas terjadi pada saat

peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa

diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, meliputi:

1)  Beban Bunga

Beban ini diakui PPKD pemerintah provinsi/kabupaten/kota

sesuai  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  bunga  yang

dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang. Jika

dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa pembayaran

bunga pinjaman jatuh tempo setiap tanggal  30 November,

maka Beban Bunga di akui oleh PPKD setiap tanggal 30

November dengan menggunakan Memo Jurnal.
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2) Beban Subsidi

Beban ini diakui PPKD pemerintah provinsi/kabupaten/kota

sesuai dengan tanggal  disetujuinya Tagihan Subsidi  dari

pihak ketiga kepada pemerintah daerah.

3) Beban Hibah dalam bentuk uang

Beban ini diakui PPKD pemerintah provinsi/kabupaten/kota

sesuai dengan tanggal disepakatinya Naskah Perjanjian Hibah

Daerah dengan Penerima Hibah.

4) Beban Bantuan  Sosial  dalam bentuk uang  (baik

yang telah direncanakan maupun yang belum direncanakan)

Meskipun bantuan sosial telah direncanakan dengan jelas

dalam APBD, namun untuk pencairannya tetap berdasarkan

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan.

Beban Bantuan Sosial dalam bentuk uang diakui PPKD

pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada saat

ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima

bantuan.

5) Beban Bantuan Keuangan

Beban ini diakui PPKD pemerintah kabupaten sesuai dengan

tanggal  diterbitkannya  Peraturan  Kepala Daerah tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai  Politik,  dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan (termasuk

Alokasi Dana Desa).

6) Beban Transfer.

Beban ini diakui PPKD pemerintah provinsi saat terbitnya

Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Pendapatan  Lainnya  ke  kabupaten,  dan  diakui  PPKD

pemerintah kabupaten sesuai dengan saat terbitnya Peraturan

Daerah  Kabupaten tentang Bagi  Hasil  Pajak/Bagi  Hasil

Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa.
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Prosedur akuntansi atas pencatatan Beban/Belanja/Transfer ini

adalah sebagai berikut:

a)Fungsi  Akuntansi  PPKD mencatat pengakuan Beban dan

Utang berdasarkan dokumen pengakuan Beban sebagaimana

yang diuraikan di atas.

b) Berdasarkan SP2D-LS atas pembayaran Beban, maka Fungsi

Akuntansi PPKD mencatat pengurangan Kas Daerah dan Utang

Beban. Pada saat yang bersamaan Fungsi Akuntansi PPKD juga

membukukan Belanja/Tranfer.

b.  Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak

didahului timbulnya kewajiban, misalnya pengakuan atas Beban

Luar Biasa.  Beban Luar Biasa salah satunya adalah untuk

membiayai keadaan darurat akibat bencana alam.  Keadaan

darurat memaksa pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk

menanganinya  sehingga  prosedur  pengadaan  tidak  dapat

dilakukan sebagaimana mestinya. Beban Luar Biasa dibukukan

oleh Fungsi Akuntansi PPKD pemerintah provinsi/kabupaten/kota

saat diterbitkannya SP2D-LS untuk pembayaran pengeluaran luar

biasa tersebut. Pada saat yang bersamaan Fungsi Akuntansi PPKD

juga membukukan Belanja Tak Terduga.

C.  AJnintansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada

tahun  anggaran  bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran

berikutnya,  yang  dalam  penganggaran  pemerintah  terutama

dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus

anggaran.
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1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi semua penerimaan Kas Daerah

yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman jangka panjang,

penjualan  obligasi  pemerintah,  privatisasi  perusahaan  daerah,

penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,

dan pencairan dana cadangan.

a. Pihak yang terkait

1) BUD

2) Bendahara Penerimaan

3) Fungsi Akuntansi PPKD

4) Bank Kas Daerah

5) Pihak Ketiga.

b. Dokumen yang terkait

1)Nota Kredit dari Bank Kas Daerah

2)Rekening Koran dari Bank Kas Daerah

c. Sistem dan prosedur akuntansi

Penerimaan pembiayaan diakui oleh PPKD bersamaan dengan

penerimaan kas di Kas Daerah, dan dibukukan oleh Fungsi

Akuntansi PPKD berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran dari

Bank Kas Daerah.

Berdasarkan IPSAP Nomor 03, pengakuan Penerimaan Pembiayaan

mencakup :

1) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;

2) Penerimaan  pembiayaan  pada  rekening  khusus,  yang

dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang

bersumber dari utang;

3) Pencairan  oleh  pemberi  pinjaman  atas  perintah

BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain

terkait  atas  dana pinjaman yang dianggarkan sebagai
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pembiayaan.

Transaksi Penerimaan Pembiayaan antara lain :

1) Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah dapat berasal

dari pemerintah, pemerintah derah lain, lembaga keuangan

bank, lembaga  keuangan  bukan  bank,  dan  lainnya.

Sepanjang tidak diatur  secara khusus dalam perjanjian

pinjaman, pada umumnya utang dalam negeri diakui pada

saat dana diterima di Kas Daerah. Pada saat Nota Kredit/

Rekening  Koran  dari  Bank  Kas  Daerah  diterima  dan

menunjukkan terjadinya penerimaan Kas Daerah dari pinjaman

ini,  PPKD membukukan Utang Dalam Negeri.  Bersamaan

dengan itu dibukukan pula Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri

(akun Penerimaan Pembiayaan) .

2) Penjualan Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi adalah Surat Pengakuan Utang Jangka Panjang.

Sepanjang tidak diatur secara  khusus dalam  perjanjian,

penerimaan penjualan obligasi diakui pada saat dana diterima

di Kas Daerah. Pada saat Nota Kredit/ Rekening Koran dari

Bank  Kas  Daerah diterima dan menunjukkan terjadinya

penerimaan Kas Daerah dari pinjaman ini, Fungsi Akuntansi

PPKD membukukan Utang Dalam Negeri-Obligasi. Bersamaan

dengan itu dibukukan pula Penerimaan Hasil  Penerbitan

Obligasi Daerah (akun Penerimaan Pembiayaan). Sehubungan

dengan transaksi penjualan obligasi maka pemerintah daerah

mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga

obligasi kepada pembeli obligasi.

3) Privatisasi Perusahaan Daerah

Privatisasi  perusahaan  daerah  adalah  penjualan  hak

kepemilikan pemerintah  daerah  atas  suatu  perusahaan
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daerah. Hasil dari penjualan saham ini dapat menimbulkan

keuntungan atau kerugian bagi pemerintah daerah jika nilai

kas yang diterima lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku

saham tersebut. Pada saat Nota Kredit/Rekening Koran dari

Bank Kas Daerah diterima dan menunjukkan terjadinya

penerimaan Kas Daerah dari penjualan ini, maka Fungsi

Akuntansi PPKD membukukan pengurangan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah. Jika terjadi keuntungan, maka akan

dibukukan Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar

selisih kas yang diterima dengan nilai buku Penyertaan Modal.

Jika terjadi kerugian, maka akan dibukukan Defisit Penjualan

Aset Non Lancar-LO sebesar selisih nilai buku Penyertaan

Modal dengan kas yang diterima.

Bersamaan dengan itu  dibukukan juga Hasil  Penjualan

Perusahaan Milik Daerah (akun penerimaan pembiayaan).

4) Penerimaan Kembali Pinjaman Jangka Panjang;

Transaksi ini dicatat oleh PPKD saat Nota Kredit/Rekening

Koran dari Bank Kas Daerah diterima dan menunjukkan

terjadinya penerimaan Kas Daerah. PPKD menjurnal dengan

mendebet Kas di Kas Daerah dan mengkredit Pinjaman Jangka

Panjang kepada Entitas Lainnya.  Bersamaan dengan itu

dibukukan Penerimaan Kembali Piutang Jangka Panjang (akun

Penerimaan Pembiayaan) .

5) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan adalah transaksi  pemindahan

(reklas)  akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam

bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan

untuk  pembiayaan  kegiatan  yang  telah  direncanakan.

Berdasarkan Nota Kredit/ Rekening Koran dari Bank Kas

Daerah yang menunjukkan terjadinya reklas tersebut, Fungsi



Akuntansi  PPKD  membukukan  penambahan Kas dan

pengurangan Dana Cadangan. Bersamaan dengan itu Fungsi

Akuntansi  PPKD  juga  membukukan  Pencairan  Dana

Cadangan.

2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan meliputi semua pengeluaran  Kas Daerah,

antara  lain  untuk pemberian pinjaman kepada pihak  ketiga,

penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman,  dan

pembentukan dana cadangan.

a. Pihak yang terkait

1. BUD

2. Fungsi Akuntansi PPKD

3. Bank Kas Daerah

4. Pihak Ketiga.

b. Dokumen yang terkait

1) SP2D-LS
2) Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang

c. Sistem dan prosedur akuntansi

Pengeluaran Pembiayaan diakui oleh PPKD bersamaan dengan

pengeluaran kas dari Kas Daerah,  dan dicatat berdasarkan

terbitnya SP2D-LS atas pengeluaran tersebut. Berdasarkan 1PSAP

Nomor 03, pengakuan Pengeluaran Pembiayaan mencakup juga

pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui

oleh BUD.

Transaksi Pengeluaran Pembiayaan antara lain :

1) Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga

Pemberian pinjaman yang dikelola oleh PPKD adalah yang

bersifat jangka panjang. Pemberian Pinjaman ini dibukukan

oleh  Fungsi  Akuntansi  PPKD  berdasarkan  SP2D  yang
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diterbitkan oleh BUD dengan membukukan pengurangan atas

Kas dan penambahan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas

Lainnya.  Bersamaan dengan itu  Fungsi Akuntansi  PPKD

membukukan Pemberian Pinjaman Daerah (akun Pengeluaran

Pembiayaan).

2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Transaksi  ini  dibukukan  oleh  Fungsi  Akuntansi  PPKD

berdasarkan  SP2D  yang  diterbitkan  oleh  BUD  dengan

membukukan  penambahan  Penyertaan  Modal  Pemerintah

Daerah dan pengurangan Kas. Bersamaan dengan itu Fungsi

Akuntansi PPKD membukukan Penyertaan Modal pada BUMD

(akun Pengeluaran Pembiayaan).

3)Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman

Transaksi ini merupakan pembayaran pokok pinjaman (Utang)

pemerintah daerah kepada pihak pemberi pinjaman. Pada saat

transaksi ini terjadi seharusnya masih terdapat saldo pada akun

Utang Dalam Negeri, yang menunjukkan bahwa masih ada

utang yang harus di bayar.

Pembayaran  kembali  pokok  pinjaman  ini  diakui  saat

dikeluarkannya SP2D oleh BUD untuk pembayaran tersebut.

Berdasarkan SP2D,  Fungsi Akuntansi  PPKD membukukan

pengurangan Kas Daerah dan Utang Dalam Negeri. Bersamaan

dengan itu Fungsi Akuntansi PPKD membukukan Pembayaran

Pokok Pinjaman Dalam Negeri (akun Pengeluaran Pembiayaan).

4)Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan adalah pembentukan dana yang

disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan

dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu

tahun anggaran.
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Dana Cadangan harus disimpan dalam bentuk yang berisiko

rendah  namun tetap dapat  menghasilkan.  Bentuk Dana

Cadangan yang mungkin dapat  direalisasikan adalah Deposito.

Deposito ini harus dengan nomor rekening tersendiri yang

terpisah dengan rekening Kas Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan dengan penerbitan

SP2D oleh BUD. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi

PPKD merabukukan Dana Cadangan dan mengurangi  Kas

Daerah.  Bersamaan dengan itu  Fungsi  Akuntansi  PPKD

membukukan Pembentukan Dana Cadangan (akun Pengeluaran

Pembiayaan). Pendapatan bunga deposito atas Dana Cadangan

akan menambah nilai Dana Cadangan.

D. Akuntansi Aset dan Kewajiban

Dari pencatatan atas transaksi-transaksi Pendapatan, Beban, Belanja,

Transfer, dan Pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas, maka akan

dihasilkan akun- akun di Neraca antara lain sebagai berikut:

1. Aset : meliputi Kas di Kas Daerah, Piutang Transfer, Pinjaman

Jangka  Panjang,  Penyertaan  Modal  Pemerintah,  dan  Dana

Cadangan

2. Kewajiban : meliputi Utang Beban Bunga/Subsidi/Hibah/ Bantuan

Sosial/Bantuan Keuangan/Transfer, dan Utang Dalam Negeri.

Selain  transaksi-transaksi  Pendapatan,  Beban,  Belanja,  Transfer,

dan Pembiayaan,  di  PPKD terdapat transaksi  lainnya yang akan

mempengaruhi akun-akun Neraca, meliputi:

1. Pengakuan Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang

Transaksi  ini  adalah pengakuan  atas piutang jangka panjang

yang akan jatuh tempo di tahun berikutnya. Pengakuan ini dilakukan
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diakhir tahun dengan mekanisme jurnal  penyesuaian.  Dokumen

yang dijadikan dasar untuk melakukan pembukuan adalah Memo

Penyesuaian Akhir Tahun, yang telah mencantumkan uraian atas

piutang  jangka  panjang  yang  disesuaikan  disertai  nilai

penyesuaiannya. Berdasarkan Memo Penyesuaian, Fungsi Akuntansi

PPKD membukukan  Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang dan

mengurangi Pinjaman Jangka Panjang.

2. Pengakuan Bagian Lancar Utang Dalam Negeri

Transaksi ini adalah pengakuan atas Utang Jangka Panjang yang

akan jatuh tempo di tahun berikutaya. Pengakuan ini dilakukan

diakhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian. Dokumen yang

dijadikan  dasar  untuk  melakukan  penjurnalan  adalah  Memo

Penyesuaian Akhir Tahun yang telah mencantumkan uraian atas

Utang  Jangka  Panjang  yang  disesuaikan  disertai  nilai

penyesuaiannya.  Berdasarkan  Memo  Penyesuaian,  Fungsi

Akuntansi PPKD membukukan Bagian Lancar Utang Dalam Negeri

dan pengurangan Utang Dalam Negeri.

E.  Akuntansi Koreksi

Koreksi atas pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PPKD dilakukan

dengan menggunakan Jurnal Koreksi berdasarkan dokumen Memo

Koreksi. Dokumen ini harus dengan jelas mencantumkan uraian atas

koreksi yang akan dilakukan dan disertai dengan nilai koreksinya.

Koreksi kesalahan pada PPKD pada umumnya sama dengan koreksi

kesalahan pada SKPD. Jurnal koreksi yang secara khusus ada di

PPKD dan tidak ada di SKPD adalah koreksi kesalahan atas transaksi

penerimaan atau pengeluaran pembiayaan.



Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang

tidak berulang, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi Kas, apabila laporan keuangan

periode tersebut belum diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-

akun yang bersangkutan. Apabila laporan keuangan tersebut sudah

diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun Kas di Kas Daerah dan

akun Saldo Anggaran Lebih (SAL).
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BAB IV

AKUNTANSI KONSOLIDASI

PPKD dan SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan

keuangan masing- masing.  Selanjutnya,  PPKD akan menggabungkan

laporan keuangan PPKD dengan seluruh laporan SKPD ditambah dengan

laporan BLUD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan yang digabung

meliputi LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Gabungan laporan-laporan

tersebut merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan

laporan entitas pelaporan (EP). Selain lima laporan tersebut, PPKD juga

menyusun LAK dan LPSAL, sehingga jumlah komponen laporan keuangan

pemerintah daerah menjadi tujuh laporan.

Penggabungan laporan keuangan entitas akuntansi  (EA)  dan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD)  menjadi  laporan keuangan entitas

pelaporan (EP) dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

SKEMA PENOGABUNOAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA

AKUNTANSI
KONSOLIDASI
PENGGABUNGAN PD

/\

6



A. Transaksi Antar Entitas Akuntansi

Transaksi keuangan antara PPKD dan SKPD merupakan txansaksi antar

entitas akuntansi sehingga memerlukan akun transitoris berupa akun

perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara PPKD dan SKPD

untuk melakukan proses akuntansi.  Hubungan akuntansi antara

PPKD, yang juga menyelanggarakan akuntansi BUD, dengan SKPD

secara teknis umumnya merupakan  hubungan transaksi  kas.

Penyetoran penerimaan pendapatan SKPD kepada BUD, misalnya,

akan menambah Kas Daerah di BUD dan menambah Pendapatan di

SKPD.

Untuk itu, perlu dibuka akun R/K SKPD pada PPKD untuk menampung

seluruh transaksi yang terkait dengan akun yang diselenggarakan

entitas akuntansi SKPD. Begitu pula di entitas akuntansi SKPD dibuka

akun R/K PPKD untuk menampung transaksi yang terkait dengan akun

yang diselenggarakan entitas akuntansi PPKD yaitu akun Kas di Kas

Daerah.

Mekanisme transaksi antar entitas akuntansi yang memerlukan akun

transitoris untuk melakukan proses akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD menerima salinan Laporan Posisi Kas

Harian dari BUD. Laporan ini  akan menjadi dokumen sumber

untuk penjurnalan akuntansi pada PPKD.

2. Dari  Laporan  Posisi  Kas  Harian  ini,  Fungsi  Akuntansi

PPKD  harus mengidentifikasi aliran kas keluar dari BUD kepada

Bendahara Pengeluaran SKPD (berdasarkan dokumen sumber SP2D)

dan sebaliknya aliran kas masuk dari Bendahara Penerimaan SKPD

ke BUD (berdasarkan dokumen sumber Nota Kredit).

3. Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat aliran dana dari Kas

Daerah ke Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD. Karena akuntansi

PPKD tidak dapat membebani atau membukukan langsung ke akun



Kas di Bendahara Pengeluaran maka dibukukan ke akun perantara

yaitu R/ K SKPD, dengan jurnal sebagai berikut:

R/KSKPD

Kas di Kas Daerah

4.  Untuk mencatat aliran dana dari Bendahara Penerimaan SKPD
ke  Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal sebagai
berikut:

Kas di Kas Daerah

R/K SKPD

B. Penyesualan Akun Antara

Akun R/K SKPD dan R/K PPKD selaku akun perantara bersifat timbal

balik (reciprocal) sehingga perlu disesuaikan pada saat penggabungan

dalam rangka penyusunan LKPD. Dalam kondisi normal, pada akhir

tahun akun R/K SKPD pada PPKD akan bersaldo debet, sedangkan

akun R/K PPKD pada SKPD akan bersaldo kredit.

Penggabungan  pada  akhir  tahun yang  dilakukan  oleh  Fungsi

Akuntansi PPKD terkait dengan akun perantara di atas adalah sebagai

berikut:

R/K PPKD

R/K SKPD
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Dengan dilakukannya penggabungan tersebut,  maka pada nera

pemerintah daerah seharusnya tidak akan ada lagi akun R/K SKF

maupun akun R/K PPKD.

C.  Prosedur Penggabungan Laporan Keuangan SKPD dan PPKD

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yan

ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolida;

menurut SAP agar mencerminkan satu kesatuan entitas.  Lapora:

keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entita

pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi

termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Periode pelaporan keuangan konsolidasian  sama dengan period(

pelaporan keuangan entitas akuntansi.  Proses konsolidasi  diikut

dengan eliminasi  akun-akun  timbal  balik  (reciprocal  accounts)

Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan,

maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.  Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah

Setelah  neraca  awal  SKPD  dan  PPKD  berdasarkan  hasil

mapping dari basis kas menuju akrual (PP 24 Tahun 2005) ke

basis akrual (PP 71 Tahun 2010) tersedia, maka seluruh neraca

awal tersebut digabung menjadi neraca awal pemerintah daerah

dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Membuat  kertas  kerja  penggabungan  neraca  awal

dengan memasukan seluruh rekening yang ada dalam neraca

awal dari setiap entitas akuntansi.

b.Mengeliminasi  akun  timbal  balik  [reciprocal  account)  di

antara entitas akuntansi yaitu akun R/K SKPD pada PPKD

dengan akun R/K PPKD pada SKPD

c. Menggabungkan/menjumlahkan semua akun yang sama.

d.Menyusun neraca awal pemerintah daerah.
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Kertas kerja penggabungan neraca awal disajikan pada halaman
304.

2. Penyusunan Neraca Akhir Pemerintah Daerah

Prosedur/mekanisme penggabungan neraca akhir SKPD dan PPKD

menjadi neraca akhir pemerintah daerah sama dengan penyusunan

neraca awal di atas.

Kertas kerja penggabungan neraca akhir sama dengan neraca

awal (halaman 304).

3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah

dilakukan dengan menggabungkan saldo akun-akun LRA masing-

masing SKPD dan PPKD untuk dijumlahkan per masing-masing

akun LRA dalam kertas kerja untuk mendapatkan saldo akun

pemerintah daerah. Berdasarkan  kertas  kerja  tersebut

kemudian dapat disusun LRA pemerintah daerah.

Kertas kerja penggabungan LRA disajikan pada halaman 307.

4. Penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Daerah

Penyusunan  Laporan  Operasional  (LO)  pemerintah  daerah

dilakukan dengan membuat kertas kerja yang menggabungkan

saldo akun-akun Pendapatan-LO (termasuk Pendapatan Transfer -

LO), Beban (termasuk Beban Transfer), Kegiatan Non Operasional,

dan Pos Luar Biasa dari seluruh SKPD dan PPKD.

Kertas kerja penggabungan LO disajikan pada halaman 311.

5. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pemerintah daerah disusun

dengan membuat kertas kerja yang menggabungkan saldo Ekuitas

Awal dari seluruh SKPD dan PPKD lalu ditambah/dikurangi dengan

Surplus/Defisit-LO masing-masing SKPD dan PPKD, kemudian

ditambah/dikurangi  dengan  dampak  kumulatif  perubahan



kebijakan/kesalahan mendasar  (misalnya: koreksi  kesalahan

periode-periode  sebelumnya,  selisih  revaluasi  Aset Tetap)

masing-masing SKPD dan PPKD. Saldo Ekuitas Awal dapat kita

peroleh dari Neraca Awal masing-masing SKPD dan PPKD, saldo

Surplus/ Defisit-LO dari Laporan Operasional masing-masing SKPD

dan PPKD, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan

mendasar juga dari  masing-masing SKPD dan PPKD.  Saldo

Ekuitas Akhir yang diperoleh dari hasil proses penggabungan

tersebut seharusnya sama nilainya dengan saldo  Ekuitas  pada

Neraca Akhir pemerintah daerah.

Kertas kerja penggabungan LPE disajikan pada halaman 314.

Penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) pemerintah daerah juga

memerlukan kertas kerja. Meskipun hanya PPKD yang membuat

laporan arus kas, pada kertas kerja kita perlu menampilkan arus

kas tiap-tiap aktivitas  (aktivitas operasi,  investasi,  pendanaan,

dan  transitoris)  pada masing-masing kolom SKPD/PPKD agar

laporan arus kas yang dihasilkan memperlihatkan arus masuk dan

keluar dari keseluruhan aktivitas PPKD maupun SKPD yang ada.

Dalam kaitannya dengan akun Lain-Lain PAD yang Sah, hal yang

perlu diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja penyusunan

laporan arus kas gabungan ini adalah: Jumlah Lain-Lain PAD yang

Sah perlu dikurangj dengan jumlah pendapatan dari penjualan aset

tetap. Pengurangan ini perlu dilakukan agar jumlah Lain-Lain PAD

yang Sah tersebut murni berasal dari aktivitas operasi dan tidak

tercampur dengan aktivitas investasi aset non keuangan seperti

pendapatan penjualan aset tetap. Pendapatan  dari  penjualan

aset  tetap tersebut  masuk  ke dalam kelompok arus kas dari

aktivitas investasi.

Kertas kerja penggabungan LAK disajikan pada halaman 315.
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7.  Penyusunan  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih

Pemerintah daerah

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) pemerintah

daerah disusun  dengan  menggunakan  akun-akun  LRA

pemerintah  daerah (bukan dari masing-masing SKPD).  Saldo

Anggaran  Lebih Akhir  diperoleh dengan cara:  SAL Awal  -

Penggunaan SAL sebagai salah satu unsur penerimaan pembiayaan

tahun  berjalan  +/-  SiLPA/SiKPA  +/-  koreksi  kesalahan

pembukuan tahun sebelumnya +/- Lain-lain.

LPSAL pemerintah daerah dapat dilihat pada halaman 318.

D.  Penyajlan LKPD Konsolidaslan

Berdasarkan proses konsolidasi,  laporan keuangan konsolidasian

pemerintah daerah yang harus disajikan dan merupakan lembar

muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

3. Laporan Arus Kas (LAK)

4. Laporan Operasional (LO)

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

6. Neraca



BABV

JURNAL STANDAR AKUNTANSI

A. JURNAL STANDAR ANGGARAN

Anggaran  merupakan  target  fiskal  yang  menggambarkan

keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan pada instansi

pemerintah. Anggaran mengoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan

memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh

pemerintah untuk suatu periode tertentu.

Menurut PP 71 Tahun 2010 pemerintah daerah masih diwajibkan

menyusun dan menyajikan laporan realisasi  anggaran dengan  basis

kas.  Untuk  dapat menyajikan LRA perlu dikembangkan sistem

akuntansi anggaran untuk mengumpulkan dan mengolah data anggaran

dan realisasi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi

untuk mencatat transaksi-transaksi yang terdapat pada anggaran mulai

dari saat anggaran disahkan, dialokasikan, dilaksanakan/direalisasikan

sampai ditutup pada akhir tahun anggaran.

Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan

jumlah yang dianggarkan, dan dicatat secara berpasangan (double entry).

Akuntansi  anggaran  merupakan  praktik  akuntansi  yang  banyak

digunakan organisasi  sektor publik khususnya pemerintahan, yang

mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan

sejajar dengan anggarannya.  Jumlah akun belanja yang dianggarkan

akan dikreditkan terhadap akun yang sesuai. Kemudian apabila belanja

tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang

ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum

dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara

sistematik dan kontiniu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran.

Tujuan utama teknik ini adalah menekankan peran anggaran dalam siklus
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perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah

anggaran dan realisasi  harus selalu dibandingkan sehingga  dapat

dilakukan koreksi  apabila  terdapat varians  (selisih).  Namun pada

praktiknya, akuntansi anggaran lebih menekankan kepada bentuk dari

akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri. Salah satu

kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah teknik ini sangat kompleks.

Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada

menunjukkan  realisasi  pendapatan  dan  belanja,  dan  anggaran

menunjukkan pendapatan dan belanja yang dianggarkan.

Apabila pemerintah daerah menerapkan akuntansi anggaran maka

diperlukan jurnal anggaran. Jurnal anggaran merupakan salah satu ciri

khas dari jurnal akuntansi pemerintahan, yang dibuat ketika anggaran

(APBD) ditetapkan. Jurnal anggaran dilakukan dengan mendebet akun

Estimasi  Pendapatan  dan Estimasi  Penerimaan Pembiayaan  serta

mengkredit  Akun  Apropiasi  Belanja  dan  Apropriasi  Pengeluaran

Pembiayaan.  Selisih dari akun Estimasi  Pendapatan dan Estimasi

Penerimaan Pembiayaan dengan Apropriasi  Belanja dan Apropriasi

Pengeluaran Pembiayaan dimasukkan dalam akun "Estimasi Perubahan

SAL" yang merupakan akun penyeimbang. Ilustrasi penjurnalan anggaran

sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan XXX (a)

Estimasi Penerimaan Pembiayaan XXX (b)

Apropriasi Belanja XXX (c)

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan XXX (d)

Estimasi Perubahan SAL XXX (a+b-c-d)

Dengan pertimbangan kepraktisan dan biaya/manfaat  pemerintah

daerah dapat tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara

berpasangan dengan pertimbangan:
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1. Nilai  anggaran pada laporan realisasi  anggaran diperoleh dari

dokumen anggaran seperti DPA SKPD dan DPA PPKD.

2. Pengendalian  anggaran  yang  merupakan  salah  satu  tujuan

diselenggarakan akuntansi anggaran telah diakomodasi pada sistem

penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Dengan alasan tersebut maka informasi anggaran tidak perlu lagi diolah

dan disajikan dalam sistem dan prosedur akuntansi anggaran secara

tersendiri. Apabila pemerintah daerah tidak menyelenggarakan pencatatan

anggaran secara berpasangan maka pencatatan realisasi anggaran baik

penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi

anggaran yaitu akun "Perubahan SAL"  yang mengasumsikan

pemerintah  daerah  tidak  melakukan  pencatatan anggaran. Jurnal

standar atas transaksi realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1.  Realisasi Pendapatan LRA

Relisasi Pendapatan-LRA dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
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3.

4.

R

R

Pendapatan-LRA

ealisasiBelanja

ealisasiBelanjadiakuidandicatatdenganjurnal

PerubahanSAL

RealisasiPenerimaanPembiayaan

PerubahanSALPenerimaanPembiayaan-Pinjaman

RealisasiPengeluaranPembiayaan

XXX

sebagaiberikut:

XXX

XXX

XXX

XXX

PengeluaranPembiayaan-PenyertaanModalpadaBUMD....XXX

PerubahanSAL XXX



B. JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA

Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan

pemerintah membawa  beberapa  konsekuensi  antara  lain  terhadap

pengakuan pendapatan. Menuruti PP 71 Tahun 2010, dalam komponen

laporan keuangan terdapat dua jenis pendapatan dalam akuntansi

berbasis akrual, yaitu Pendapatan-LO pada Laporan Operasional dan

Pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan-LO adalah

hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan

telah terpenuhi tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima di

Rekening Kas Umum Negara/ Daerah.

Dalam konteks keuangan daerah, Pendapatan-LRA adalah semua

penerimaan Rekening Kas  Umum Daerah yang menambah Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum

Daerah.

Berdasarkan paragraf 21 PSAP 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun

2010 Pendapatan- LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Daerah. Namun berdasarkan IPSAP 02 Tahun 2012 tentang

Pengakuan Pendapatan Diterima RKUN/RKUD, pengakuan Pendapatan

ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-

mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa Pendapatan diakui pada saat diterima

pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan, sehingga mencakup transaksi

berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.

2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang

sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan
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belum disetorkan keRKUN/RKUD,  dengan  ketentuan  bendahara

penerimaan  tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

3. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung

tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan

negara/daerah.

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri

yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat

entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui

sebagai pendapatan negara/daerah.

5. Pendapatan  kas  yang  diterima  entitas  lain  di  luar  entitas

pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD,

dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pada praktiknya, terdapat tiga kondisi pengakuan Pendapatan-LO bila

dikaitkan dengan penerimaan kas, yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

2. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

3. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Untuk  mengakomodasi  ketiga  kondisi  di  atas,  diperlukan jurnal

standar atas Pendapatan-LO maupun Pendapatan-LRA, baik pada SKPD

maupun PPKD.

1.  Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi  pendapatan daerah terjadi

perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan

penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan

lebih dulu, maka pendapatan LO harus  diakui  pada saat  terbit

dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Contoh dari jenis

pajak ini adalah Pajak Bumi dan  Bangunan,  yang  diakui

pendapatannya  pada  saat  Surat  Ketetapan Pajak Bumi dan

Bangunan diterbitkan.
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Jurnal Pendapatan-LO pada SKPD

a.  Pada saat dokumen penetapan pendapatan daerah diterbitkan,

maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Piutang XXX

Pendapatan-LO XXX

b. Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan ataupun BUD

yang didukung dengan Surat Tanda Setoran dari pihak ketiga

akan dijurnal sebagai berikut:

1)  Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Piutang XXX

2) Apabila pihak ketiga langsung melakukan penyetoran ke Kas
Daerah

R/KPPKD XXX

Piutang XXX

Pengakuan  pada  saat  penerimaan  kas  dilakukan  dengan

mendebet akun Kas untuk proses penyajian Laporan Operasional

(LO). Dengan demikian,  terkait  penerimaan kas untuk proses

penyajian Laporan Realisasi  Anggaran (LRA)  tidak dapat

menggunakan akun Kas agar tidak terjadi duplikasi pengakuan

Kas. Oleh karena itu, untuk mencegah duplikasi pencatatan akun

Kas dalam sistem akuntansi berbasis akrual ini akan digunakan

akun Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL).  Akun

ini akan menjadi pengganti akun Kas terkait dengan sistem

akuntansi yang akan menghasilkan penyajian LRA.

Pada saat pihak III  menyetor kas,  baik kepada Bendahara

Penerimaan ataupun langsung kepada BUD, maka Pendapatan-

LRA dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
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Perubahan SAL XXX

Pendapatan-LRA XXX

c.  Pada  saat  Bendahara  Penerimaan  menyetorkan

penerimaan pendapatan di atas ke Kas Daerah, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

R/KPPKD XXX

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Jurnal Pendaoatan-LO oada PPKD (BUD!

Pada saat BUD menerima setoran dari  Bendahara Penerimaan

ataupun setoran langsung dari pihak III ataupun wajib pajak, maka

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah XXX

R/KSKPD  XXX

2. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi

perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan

penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan

bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan LO diakui pada

saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Contoh dari jenis

pajak ini adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Hotel dan Restoran, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB).

ftl Pendaoatan-LO nada SKPD

a. Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Pendapatan-LO XXX
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b. Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/KPPKD XXX

Pendapatan-LO XXX

Pada saat pihak III  menyetor kas,  baik kepada Bendahara

Penerimaan ataupun langsung kepada BUD, maka Pendapatan-

LRA dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL XXX

Pendapatan-LRA XXX

c.Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke  Kas

Daerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/KPPKD XXX

Kas di Bendahara Penerimaan  XXX

Jumal Pendapatan-LO pada PPKD (BUD)

Pada saat BUD menerima setoran dari  Bendahara Penerimaan

ataupun setoran langsung dari pihak III ataupun wajib pajak, maka

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah XXX

R/KSKPD XXX

3.  Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi  pendapatan daerah terjadi

perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan

penerimaan kas daerah,  dimana  kas  telah  diterima  terlebih

dahulu,  namun  belum  dapat diakui sebagai pendapatan karena

belum menjadi hak pemda, maka Pendapatan-LO diakui pada saat

pendapatan telah menjadi hak pemerintah daerah. Contoh dari jenis





pajak ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Reklame.

a. Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan berdasarkan

Surat Tanda Setoran dari pihak ketiga, Pendapatan-LO belum bisa

diakui, sehingga dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Pendapatan Diterima di XXX

Apabila pihak ketiga langsung menyetorkan ke Kas Daerah

(tidak melalui Bendahara Penerimaan), maka dicatat dengan

jurnal sebagai berikut:

R/KPPKD XXX

Pendapatan Diterima Dimuka... XXX

Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan ataupun

BUD dari pihak ketiga, maka dicatat dengan jurnal sebagai

berikut:

PerubahanSAL XXX

Pendapatan-LRA XXX

b. Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas

Daerah, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/KPPKD XXX

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

c. Apabila telah jatuh tempo pengakuan Pendapatan-LO, maka

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Pendapatan Diterima di Muka  XXX

Pendapatan-LO XXX
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C. JURNAL STANDAR BEBAN DAN BELANJA

Selain  terhadap pendapatan,  berlakunya akuntansi  berbasis

akrual juga membawa konsekuensi  terhadap pengakuan Beban dan

Belanja.  Beban disajikan  dalam  Laporan  Operasional  sedangkan

Belanja  disajikan  dalam Laporan Realisasi Anggaran. Beban adalah

kewajiban pemerintah yang diakui sebagai  pengurang nilai  kekayaan

bersih.  Beban diakui  pada saat timbulnya kewajiban,  terjadinya

konsumsi  aset,  atau  terjadinya  penurunan  manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluran

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus untuk pengeluaran

melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan Belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan.

Selain itu, berdasarkan IPSAP 02 Tahun 2012 Belanja sudah dapat

diakui terkait dengan pengakuan pendapatan di bawah ini:

1. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung

tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan

negara/daerah.

2. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri

yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat

entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui

sebagai pendapatan negara/daerah.

3. Pendapatan  kas  yang  diterima  entitas  lain  di  luar  entitas

pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD,
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dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Terkait dengan Beban, terdapat tiga kondisi yang mempengaruhi saat

pengakuan Beban, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

3. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Di bawah ini diuraikan jurnal standar atas perlakuan Beban dengan

kondisi tersebut di atas pada SKPD dan PPKD.

1. Beban Diakui Sebelum Pengeluaran Kas

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan

waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas,

dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka

beban diakui  pada saat  terbit  dokumen penetapan/pengakuan

kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Misalnya, Surat Tagihan,

Berita Acara Penyerahan Barang,  atau Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan.

Jurnal pada SKPD

1. Pengeluaran kas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

a. Pada  saat  dokumen  penetapan/pengakuan  kewajiban

diterbitkan, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban XXX

UtangBeban XXX

b. Pada saat kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran,

maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Utang Beban XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
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c. Selama belum diterbitkan SP2D GU dari Bendahara Umum

Daerah, maka pengeluaran kas belum dapat diakui sebagai

Belanja sehingga dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

UangMuka XXX

Perubahan XXX

d. Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

R/KPPKD XXX

Belanja XXX

UangMuka XXX

2. Pengeluaran kas dilakukan oleh BUD

Apabila  pengeluaran  dilakukan  langsung dari Kas  Daerah

melalui mekanisme LS, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

UtangBeban XXX

R/KPPKD XXX

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja XXX

Perubahan SAL XXX

Jurnal pada PPKD IBUDI

Pada saat BUD menerbitkan SP2D GU ataupun SP2D LS,

maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/KSKPD XXX
Kas di Kas Daerah XXX
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2.Beban Diakui Bersamaan dengan Pengeluaran Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi

perbedaan  waktu  antara  penetapan  kewajiban  daerah  dan

pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat

pengeluaran kas.

Jrarnal Pftda SKPP

1. Pengeluaran kas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

a. Pada saat kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran, maka

Aira^t ^pnoan iiirnqi ttfhprjai Vw*]-j]fiit*

Beban XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

b. Selama belum diterbitkan SP2D GU dari Bendahara Umum

Daerah, maka pengeluaran kas di atas belum bisa diakui sebagai

Belanja sehingga dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

UangMuka XXX

Perubahan SAL XXX

c. Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

R/KPPKD XXX

Belanja XXX

UangMuka XXX

2. Pengeluaran kas dilakukan oleh BUD

Apabila  pengeluaran  dilakukan  langsung  dari Kas  Daerah

melalui mekanisme LS, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
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Beban XXX

R/KPPKD XXX

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai

berikut:

Belanja XXX

PerubahanSAL XXX

Jnrnal Pftda PPKD fBUDl

Pada saat BUD menerbitkan SP2D GU ataupun SP2D LS,

maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/KSKPD XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Jumal Pemberian ITpng H^yftp tfelanja kepada PPTK

Pada praktiknya, terkadang terjadi pemberian uang muka belanja
kepada

PPTK oleh Bendahara Pengeluaran.

1. Saat pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPTK,

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Panjar Kegiatan XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

2. Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar

kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan

jurnal sebagai berikut:

UangMuka XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Panjar Kegiatan XXX
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Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di

atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang

diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar

tersebut oleh PPTK.

3. Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran, akan didijurnal sebagai berikut:

Beban XXX

UangMuka  XXX

4. Pengakuan  belanja  atas  penggunaan  panjar  oleh  PPTK

baru  bisa dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

R/KPPKD XXX

Belanja XXX

PerubahanSAL XXX

Jurnal pada PPKD {BUD!
Pada saat BUD menerbitkan SP2D GU ataupun SP2D LS, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

R/KSKPD XXX

Kas di Kas Daerah XXX

3.Beban Diakui Setelah Pengeluaran Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi

perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran

kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan setelah

pengeluaran kas, maka  Beban  diakui  saat  barang  atau jasa



dimanfaatkan  walaupun  kas sudah dikeluarkan.  Pada  saat

pengeluaran kas mendahului saat barang atau jasa dimanfaatkan,

pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban tetapi

diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).

Jurnal nada 8KPD

1.  Pengeluaran kas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

a. Pada saat Bendahara Pengeluaran mengeluarkan kas sementara

pengeluaran tersebut belum merupakan kewajiban,  maka

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Dibayar Dimuka XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Selama belum diterbitkan SP2D GU dari Bendahara Umum

Daerah, maka pengeluaran kas belum bisa diakui sebagai

belanja dan tidak dilakukan penjurnalan atas akun-akun LRA.

b. Pada saat SP2D GU diterbitkan oleh BUD, maka dicatat dengan

jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

R/KPPKD XXX

Belanja XXX

Perubahan SAL XXX

2.  Pengeluaran kas dilakukan oleh BUD

a. Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah

melalui mekanisme LS, maka dicatat dengan jurnal sebagai

berikut:



Beban Dibayar Dimuka XXX

R/KPPKD XXX

Belanja XXX

Perubahan SAL XXX

b. Pada saat penetapan kewajiban, maka Beban dicatat dengan

jurnal sebagai berikut:

Beban XXX

Beban Dibayar Dimuka XXX

Jurnal pada PPKD IBOD)

Pada  saat  penerbitan  SP2D  GU  (kas  dikeluarkan  oleh

Bendahara Pengeluaran SKPD) ataupun pengeluaran kas melalui

mekanisme SPM-LS, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/KSKPD XXX

Kas di Kas Daerah XXX

D. JURNAL STANDAR PEMB1AYAAN

Transaksi pembiayaan adalah transaksi penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan

surplus anggaran.

Transaksi penerimaan pembiayaan antara lain berupa:
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1. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

2. Penerimaan pinjaman

3. Penjualan obligasi pemerintah

4. Privatisasi perusahaan negara/daerah

5. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak

ketiga

6. Penjualan investasi permanen lainnya

7. Pencairan dana cadangan

Transaksi pengeluaran pembiayaan antara lain berupa:

1. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga

2. Penyertaan modal pemerintah

3. Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun

anggaran tertentu

4. Pembentukan dana cadangan

Berdasarkan  paragraf  52  dan  56  PSAP 02  Lampiran  I  PP

No.71  Tahun  2010 Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan diakui

pada saat diterima/dikeluarkan Rekening Kas Umum Daerah. Namun

berdasarkan IPSAP 03 Tahun 2012 tentang Pengakuan Penerimaan

Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Negara/daerah RKUN/RKUD, pengakuan

penerimaan/pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD

sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD

sebagai salah satu tempat penampungannya.

Oleh  karena  itu,  pernyataan  bahwa  Penerimaan/Pengeluaran

Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu

diinterpretasikan, sehingga mencakup transaksi berikut:

1. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD.

2. Penerimaan  pembiayaan  pada  rekening  khusus,  yang

dibentuk  untuk menampung transaksi pembiayaan yang
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bersumber dari utang.

3. Pencairan oleh pemberi  pinjaman atas perintah BUN/BUD

untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana

pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

4. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUN/RKUD.

5. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUN/RKUD yang
diakui oleh BUN/BUD.

Transaksi Penerimaan/ Pengeluaran Pembiayaan baik penganggaran

maupun realisasinya dicatat pada PPKD sebagai BUD.

a. Jurnal Standar Transaksi Penerimaan Pembiayaan

1.  Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya:

PerubahanSAL XXX

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya XXX

2. Penerimaan pinjaman:

Kas di Kas Daerah XXX

Utang XXX

PerubahanSAL XXX

Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman XXX

3. Penjualan obligasi pemerintah:

4. Privatisasi perusahaan daerah:

a. Jika  privatisasi  perusahaan  daerah  menghasilkan

keuntungan, yaitu nilai kas yang diterima lebih besar dari
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UtangDalamNegeri-Obligasi

PerubahanSAL

PenerimaanHasilPenerbitanObligasiDaerah

XXX

XXX

XXX

XXX



nilai buku Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan

Daerah.

Kas di Kas Daerah XXX

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO XXX

t>erubahan SAL XXX

Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD ....XXX

b. Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugian,

yaitu nilai kas yang diterima lebih kecil dari nilai buku

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah:

Perubahan SAL XXX
Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/ BUMD XXX

5.  Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak

ketiga:

Kasdi KasDaerah XXX

Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya XXX

Perubahan SAL XXX

Penerimaan Kembali Piutang kepada XXX

6.  Penerimaan dari pengumuman laba BUMD dan pembayaran
dividen BUMD.

a. Pengumuman laba perusahaan daerah

1)  Jika  kepemilikan saham pemda di perusahaan daerah
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DefisitPenjualanAset

PenyertaanModal

NonLancar-LO

PemerintahDaerah....

...XXX

XXX

.XXX



menggunakan metode biaya (kepemilikan saham kurang

dari 20% modal perusahaan daerah dan tidak memiliki

pengaruh yang signifikan dalam pengendalian perusahaan

daerah), maka pada saat pengumuman laba perusahaan

tidak ada jurnal pembiayaan.

2) Jika  kepemilikan  saham  pemda  di  perusahaan

daerah menggunakan metode ekuitas (kepemilikan lebih

dari 20 % atau kurang dari 20 % modal perusahaan daerah,

tetapi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam

pengendalian perusahaan daerah),  maka  pada  saat

pengumuman  laba  perusahaan dicatat dengan jurnal

sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO....XXX

Nilai yang dijurnal adalah = Y % kepemilikan x Nilai

laba yang diumumkan.

Perubahan SAL XXX

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA... XXX

7.  Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan berarti  petnindahan akun Dana

Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi

bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan

yang telah direncanakan. Atas transaksi tersebut akan dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:
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Kas di Kas Daerah XXX

Dana Cadangan XXX

Perubahan SAL XXX

Pencairan Dana Cadangan XXX

Jika terdapat hasil dari Dana Cadangan yang didepositokan,

maka penerimaan bunga deposito  Dana Cadangan tersebut

harus menambah Dana Cadangan dengan jurnal sebagai berikut:

Dana Cadangan XXX

Pendapatan Bunga-LO XXX

b.  Jurnal Standar Transaksl Pengeluaran Pemblayaan

1. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga

Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Pemberian Pinjaman Daerah kepada XXX

Perubahan SAL XXX

2. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Pengeluaran pembiayaan-Penyertaan Modal pada BUMD XXX

Perubahan SAL XXX

3. Pembayaran kembali pinjaman

Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya  XXX

Beban Bunga Utang Pinjaman XXX

Kas di Kas Daerah XXX
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Pembayaran Pokok Pinjaman kepada....-LRA XXX

Belanja Bunga Utang Pinjaman XXX

PerubahanSAL XXX

4. Pembentukan dana cadangan

Dana Cadangan XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Pembentukan Dana Cadangan XXX

Perubahan SAL XXX

E. JURNAL STANDAR ASBT, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

B.I Jurnal Standar Aset

Bab ini menguraikan jurnal standar untuk transaksi-transaksi

yang melibatkan Aset  Tetap  dan  Persediaan.  Kedua akun

tersebut  memerlukan  perlakuan yang disesuaikan dengan

berbagai variasi transaksi yang terjadi.

Transaksi-transaksi yang melibatkan Aset Tetap antara lain:

1. Pengadaan aset tetap, yang terdiri dari:

a.Pembelian

b.Pembangunan

c.Penerimaan hibah

2. Penetapan dan mutasi aset tetap

3.Pemanfaatan aset tetap, yang terdiri dari:

a.Menyewakan

b.Pinjam pakai

c.Kerjasama operasi (KSO)
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d.Bangun Serah Guna (Built Transfer Operate - BTO)

e.Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer- BOT)

4. Penyusutan aset tetap

5. Penghentian dan pelepasan aset tetap, yang terdiri dari:

a.Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain

b.Penghapusan aset tetap yang rusak berat

c.Penjualan

d.Pertukaran

e.Hibah

f. Aset tetap sebagai penyertaan modal pemerintah

1. Jurnal Standar Aset Tetap

a. Pembelian

Perolehan aset dengan pembelian dapat dilakukan dengan SPM-

UP melalui  Bendahara Pengeluaran ataupun melalui  PPKD

dengan mekanisme SPM - LS.

1)  Pembelian aset melalui  Bendahara Pengeluaran  dengan

Uang Persediaan (UP)

a) Saat pengeluaran kas dengan Uang Persediaan, SKPD

akan menjurnal sebagai berikut:

AsetTetap XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

UangMuka XXX

Perubahan SAL XXX

b) Saat penerbitan SP2D GU, SKPD akan menjurnal sebagai

berikut:

Belanja Modal Pengadaan XXX

UangMuka XXX
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Jurnal di PPKD:

R/K SKPD XXX
Kas di Kas Daerah XXX

2) Perolehan aset melalui mekanisme SPM-LS:

Jurnal di SKPD:

AsetTetap XXX

R/KPPKD XXX

Belanja Modal Pengadaan XXX

Perubahan SAL XXX,

Jurnal di PPKD:

R/KSKPD XXX
Kas Di Kas Daerah XXX

UtangPFK XXX

Utang PFK merupakan utang kepada Kas Negara atas

kewajiban pungut atas PPh dan PPN oleh Bendahara Umum

Daerah.

b. Pembangunan

Perolehan  aset  dengan  pembangunan  dilakukan  dengan

mekanisme SPM-LS. Selama pembangunan aset tetap belum

selesai  100%, maka setiap realisasi pembayaran ditampung

dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Jurnal standar

transaksi sama dengan pembelian melalui mekanisme SPM-LS.

Setelah pembayaran selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima

Barang (BAST) dibuat, maka akun KDP direklas menjadi akun

Aset Tetap.
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1) Saat belum selesai 100%

Jurnal di SKPD :

Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX

R/KPPKD XXX

Belanja Modal Pengadaan XXX

PerubahanSAL XXX

Jurnal di PPKD:

R/KSKPD XXX

Kas Di Kas Daerah XXX

UtangPFK XXX

2) Saat selesai 100% dan dibuat Berita Acara Serah Terima

(BAST)
Jurnal di SKPD:

AsetTetap XXX

Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX

c. Penerimaan Hibah

Aset Tetap/Aset Lain-lain XXX

Pendapatan Hibah dari -LO XXX

Akun Lain-lain dimunculkan jika aset diterima oleh pemda dan

dikelola  oleh  PPKD  sehingga  belum  ditetapkan  SKPD

penggunanya. Setelah ditetapkan penggunanya, maka Aset Lain-

lain tersebut dipindahkan ke laporan keuangan SKPD yang

bersangkutan.
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d. Mutasi Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap adalah perubahan pengguna aset tetap yang

didasarkan pada SK penetapan pengguna aset tetap. Mutasi

aset tetap dapat terjadi baik dari SKPD kepada PPKD maupun

dari PPKD kepada SKPD.

1) Mutasi aset tetap dari SKPD kepada PPKD

Jurnal di SKPD:

R/KPPKD XXX

AsetTetap XXX

Jurnal di PPKD:

Aset Lain-lain XXX

R/KSKPD XXX

2) Mutasi aset tetap dari PPKD kepada SKPD

Jurnal di SKPD:

AsetTetap XXX

R/KPPKD XXX

Jurnal di PPKD:

R/KSKPD XXX
Aset Lain-lain XXX

e. Henyewakan

Menyewakan aset tetap kepada pihak lain tidak menimbulkan

jurnal khusus atas aset tetap, melainkan dibuatnya jurnal atas

pendapatan sewa tersebut sesuai jurnal standar pendapatan di

bab sebelumnya. Aset  yang  disewakan  adalah  aset  yang
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Menyewakan aset tetap kepada pihak lain tidak menimbulkan

jumal khusus atas aset tetap, melainkan dibuatnya jurnal atas

pendapatan sewa tersebut sesuai jurnal standar pendapatan di

bab sebelumnya. Aset  yang  disewakan  adalah  aset  yang

dikelompokkan dalam Aset Lain-lain karena tidak dipergunakan

oleh SKPD.

Untuk mencatat Pendapatan pada SKPD dibuat jurnal sebagai

berikut:

Kas di Bendahara Penerima XXX

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO XXX

Perubahan SAL XXX

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA XXX

f. PinjamPakai

Transaksi pinjam pakai aset pemda oleh pihak lain juga tidak

menimbulkan jurnal khusus atas aset yang dipinjampakaikan.

Aset yang dipinjampakaikan adalah aset yang dikelompokkan

dalam Aset Lain- lain karena tidak digunakan oleh SKPD.

g. Keijasama Operas! (KSO)

Jurnal standar untuk mencatat transaksi KSO sebagai berikut:

1)  Jika dilakukan oleh PPKD sebagai pengelola barang:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Operasi XXX

Aset Lain-lain XXX

2)  Jika dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna barang:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerjasama Operasi XXX

Aset Tetap/Aset Lain-lain XXX
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h. Bangun Serah Guna {Built Transfer Operate @ BTO)

1)  Pada  saat  kontrak  ditandatangani  dan  dibuat  BAST

tanah  milik pemda untuk dikerjasamakan, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

Bangun Serah Guna (BTO) XXX

Tanah XXX

2) Pada  saat  bangunan  dengan  BTO  telah  selesai  dan

diserahkan ke pemda dengan BAST, maka dicatat dengan

jurnal sebagai berikut:

Bangun Serah Guna (BTO) XXX

Utang Jangka Panjang Lainnya XXX

3) Pada saat aset  BTO telah menghasilkan,  maka selama

masa kerjasama, misalnya 10 tahun, dicatat pendapatan dari

keijasama tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah XXX

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO XXX

PerubahanSAL XXX

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA XXX

4) Pada  saat kerjasama dengan pihak kedua telah selesai

maka berdasarkan memo jurnal dijurnal sebagai berikut:

Bangunan XXX

Tanah  XXX

Bangun Serah Guna (BTO) XXX

i.  Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer - BOT)

1)  Pada  saat  kontrak  ditandatangani  dan  dibuat  BAST

tanah  milik pemda untuk dikerjasamakan, maka dicatat
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3)

dengan jurnal sebagai berikut:

Bangun Guna Serah (BOT) XXX

Tanah XXX

2)  Pada saat aset BOT telah menghasilkan, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah XXX

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO XXX

Perubahan SAL XXX

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA XXX

Pada  saat  bangunan  dengan  BOT  telah  selesai

dikerjasamakan dan diserahkan ke pemda, maka berdasarkan

memo jurnal dijurnal sebagai berikut:

Tanah XXX

Bangunan XXX

Bangun Guna Serah (BOT) XXX

Pendapatan Lainnya-LO XXX

Akun Pendapatan Lainnya-LO digunakan untuk mencatat

pendapatan atas penerimaan aset tetap berupa Bangunan

dari pihak kedua sesuai nilai buku pada saat penyerahan.

j.  Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan XXX

Akumulasi Penyusutan XXX

k. Tukar Menukar Aset

1)  Jika pertukaran aset menghasilkan keuntungan karena

nilai aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar.
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Aset Tetap (yang masuk) XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) XXX

Aset Tetap...(yang keluar) XXX

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO XXX

2) Jika pertukaran aset menimbulkan kerugian karena nilai

aset yang masuk lebih rendah dari aset yang keluar.

Aset Tetap...(yang masuk) XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) XXX

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO XXX

Aset Tetap...(yang keluar) XXX

1. Penjualan Aset

Kas di Bendahara Penerimaan/Piutang XXX

Akumulasi Penyusutan XXX

Surplus Penjualan Aset Nonlancar-LO XXX

AsetTetap XXX

Perubahan SAL XXX

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LRA..XXX

2. Jurnal Standar Persediaan

a. Metode Periodik

1) Pada awal tahun diakui beban persediaan atas persediaan

awal pada neraca

Beban Persediaan XXX

Persediaan XXX

2) Saat pembelian persediaan

Beban Persediaan XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
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Belanja Bahan Pakai Habis XXX

PerubahanSAL XXX

3) Saat penggunaan/pemakaian persediaan tidak dilakukan

penjurnalan.

4) Pada akhir tahun, untuk mengakui saldo persediaan pada

neraca berdasarkan hasil  opname fisik,  dengan jurnal

sebagai berikut:

Persediaan XXX

Beban Persediaan XXX

b. Metode Perpetual

1) Di awal tahun tidak dilakukan penjurnalan.

2) Saat pembelian persediaan:

Persediaan XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Belanja Bahan Pakai Habis XXX

PerubahanSAL XXX

3)  Saat penggunaan/pemakaian persediaan:

Beban Persediaan XXX

Persediaan XXX

4)  Tidak terdapat jurnal di akhir tahun.

E.2 Jurnal Standar Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang

jatuh tempo atau diharapkan dibayar dalam 12 bulan setelah

tanggal pelaporan, antara lain utang transfer pemerintah, utang
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kepada pegawai,  utang bunga pinjaman, utang jangka pendek

kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang

ganti rugi kepada masyarakat, dan bagian lancar utang jangka

panjang.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo atau

diharapkan dibayar setelah 12 bulan setelah tanggal pelaporan

antara lain utang pinjaman kepada pemerintah.

Transaksi yang berkaitan dengan kewajiban meliputi:

- Pengakuan kewajiban

- Penyelesaian/pelunasan kewajiban

1. Pengakuan Kewajiban

a. Utang transfer pemerintah

Transaksi ini dijurnal pada saat Peraturan Kepala Daerah

tentang alokasi transfer ke daerah bawahan ditetapkan, dengan

jurnal standar sebagai berikut:

Beban Transfer XXX

Utang Beban Transfer XXX

b. Utang kepada pegawai

Transaksi  ini  dijurnal  pada  saat  timbulnya  kewajiban

pemerintah kepada pegawai atas gaji, tunjangan pegawai, serta

honor pegawai, dengan jurnal standar sebagai berikut:

BebanPegawai XXX

Utang Beban Pegawai XXX

c. Utang bunga pinjaman

Untuk pengakuan beban bunga yang jatuh tempo kurang

dari  12 bulan setelah tanggal pelaporan, akan dibuat jurnal

standar sebagai berikut:
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Beban Bunga XXX

UtangBunga XXX

d. Utangjangka pendek dari pihak ketiga

Transaksi ini dijurnal pada saat pemda menerima hak atas

barang dari pihak ketiga, termasuk barang dalam perjalanan

yang telah menjadi haknya.  Pemerintah  harus  mengakui

kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang

tersebut, dengan jurnal standar sebagai berikut:

Beban Persediaan (metode periodik) XXX

Utang Beban Barang XXX

e. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Transaksi  ini  dijurnal  pada  saat  Bendahara  Pengeluaran

melakukan pemotongan dan memungut iuran Taspen, Askes,

Taperum, dan PPh Pusat dari pembayaran gaji pegawai dan

melakukan pemungutan PPh Pusat dan PPN Pusat dari rekanan,

dengan jurnal standar sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/ Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Utang Perhitungan Pihak Ketiga XXX

f.  Utang ganti rugi kepada masyarakat

Transaksi ini dijurnal pada saat pemerintah secara tidak sengaja

menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi. Kewajiban

timbul sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang

ada memungkinkan pemerintah akan membayar kerusakan,

dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan

handal. Jurnal standar transaksi ini adalah sebagai berikut:

Beban Lain-lain XXX

Utang Beban Lain-lain XXX
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g.  Pengakuan utang jangka pendek yang berasal dari utang

jangka panjang. Transaksi ini dijurnal pada akhir tahun untuk

mereklas utang jangka panjang yang jatuh tempo  12 bulan

setelah  tanggal  laporan keuangan, dengan jurnal standar

sebagai berikut:

Utang Jangka Panjang XXX

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX

2. Penyelesalan/Pelunasan Kewajiban

Penyelesaian  kewajiban  pada  umumnya  dilakukan  oleh

pemerintah melalui  pengeluaran kas yang dibayarkan kepada

pihak yang memberikan utang (kreditur). Jurnal standar untuk hal

ini adalah:

Utang XXX

Kas di Kas Daerah/ Bendahara Pengeluaran XXX

Jika penyelesaian utang dengan pengeluaran kas tersebut untuk

utang beban, selain jurnal di atas, maka harus juga dibuat jurnal

untuk mengakui belanja LRA atas pengeluaran kas tersebut.

Belanja XXX

PerubahanSAL XXX

Jika penyelesaian utang dilakukan dengan penyerahan barang

milik pemerintah,  maka  apabila  terdapat  selisih  antara nilai

barang yang diserahkan dengan saldo utang akan diakui sebagai

Pendapatan-LO atau Beban.

Jurnal standar untuk transaksi ini adalah:

a. Jika nilai buku aset tetap yang diserahkan lebih kecil dari nilai
utang:
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Utang XXX

Akumulasi Penyusutan AsetTetap XXX

AsetTetap XXX

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO XXX

b. Jika nilai buku aset tetap yang ditukarkan lebih besar dari nilai
utang:

Utang XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXX

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO XXX

Aset Tetap XXX

E.3 Jurnal Standar Ekuitas

Jurnal standar Ekuitas terdapat pada jurnal penutup LO akhir

tahun untuk menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan.

Selain itu, Ekuitas juga akan dijurnal ketika terdapat koreksi

kesalahan atas periode yang telah lalu yang laporan keuangannya

sudah diterbitkan, yang mengakibatkan kas keluar/masuk atas

kesalahan Pendapatan-LO atau kas keluar atas kesalahan Beban.

F. JURNAL STANDAR PENYESUAIAN AKHIR TAHUN

Pada akhir tahun perlu  dilakukan penyesuaian terhadap akun

neraca  agar neraca  yang  disajikan  menggambarkan  posisi

keuangan  pemerintah  daerah yang sebenarnya. Jurnal standar

penyesuaian akhir tahun yang dibuat meliputi transaksi-transaksi:

1. Penyesuaian  persediaan  berdasarkan  hasil  opname

fisik  dengan menggunakan metode periodik

Persediaan XXX

Beban Persediaan XXX
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2. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panianf,

Bagian Lancar Tagihan/Pinjaman Jangka Panjang XXX

Tagihan/Pinjaman Jangka Panjang XXX

3- Pe"gafeuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang XXX

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX

4. Pengakuan Beban dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
!__ _
Beban Penyusutan Aset Tetap XXX

Akumulasi Penyusutan XXX

5. Pengakuan Beban dan Akumulasi Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang XXX

Penyisihan Piutang XXX

G. JURNAL STANDAR PENUTUP

Jurnal Penutup merupakan jurnal pada akhir tahun untuk

menihilkan saldo buku besar akun-akun nominal (akun LRA dan akun

LO, termasuk akun Perubahan SAL) agar di awal tahun berikutnya

mempunyai saldo awal nol.  Setelah akun-akun nominal  tersebut

ditutup, kita bisa mendapatkan saldo/nilai Ekuitas akhir yang akan

terbawa ke Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca, serta

saldo/nilai SiLPA/SiKPA pada LRA dan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

akhir pada Laporan Perubahan SAL (LPSAL).

1. Jurnal untuk menutup akun-akun LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LO XXX

Beban XXX

Surplus/ Defisit-LO XXX
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Surplus/Defisit-LO XXX

Ekuitas XXX

2.  Jurnal untuk menu tup akun-akun LRA adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA XXX

Belanja XXX

Transfer XXX

Surplus/Defisit-LRA XXX

Penerimaan Pembiayaan XXX

Pengeluaran Pembiayaan XXX

Pembiayaan Netto XXX

Surplus/ Defisit-LRA  XXX

Pembiayaan Netto XXX

SiLPA/SiKPA  XXX

Nilai  SiLPA pada jurnal  penutupan merupakan  selisih  antara

(Pendapatan-LRA + Penerimaan Pembiayaan)  dengan (Belanja +

Transfer + Pengeluaran Pembiayaan). Nilai SiLPA dari proses jurnal

penutupan ini harus sama dengan saldo akhir Perubahan SAL.

Akhir dari proses penutupan ini adalah dengan menutup akun

SiLPA/SiKPA dan akun Perubahan SAL, dengan jurnal sebagai berikut:

SiLPA/SiKPA XXX

Perubahan SAL XXX

Jika dengan jurnal terakhir tersebut ternyata akun Perubahan SAL

masih bersaldo, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat



kesalahan pada jurnal transaksi/penyesuaian/penutup yang perlu

dikoreksi.

H. JURNAL KOREKSI

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena

adanya kesalahan agar  akun-akun  yang tersaji  dalam  laporan

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan

dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau

beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode

berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

1.Keterlambatan  penyampaian  bukti  transaksi  oleh  pengguna

anggaran,

2.Kesalahan perhitungan matematis,

3.Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,

4.Kesalahan interpretasi fakta,

5.Kecurangan, atau

6.Kelalaian.

Ditinjau  dari  sifat  kejadiannya,  kesalahan  dikelompokkan  ke

dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta

kesalahan yang tidak berulang.

H.I Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis

transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib

Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak.

Berdasarkan SAP, jurnal  koreksi  tidak perlu dibuat untuk

kesalahan  seperti  ini,  tetapi  dicatat  pada  saat  terjadi

pengeluaran/penerimaan  kas  untuk  mengembalikan
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kelebihan/kekurangan  pendapatan  dengan  mengurangi/

menambah  Pendapatan-LRA  maupun  Pendapatan-LO  yang

bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

1. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:  

Pendapatan Pajak ... -LO XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan Pajak ... -LRA XXX
PerubahanSAL XXX

2. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan Pajak ... -LO XXX

Perubahan SAL XXX

Pendapatan Pajak ... -LRA XXX

H.2 Koreksi Kesalahan yang TIdak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan

tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang.

Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada

periode-periode sebelumnya.

1. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode

Berjalan

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas

kesalahan ini dilakukan  dengan pembetulan  pada  akun

yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun

Pendapatan-LRA  atau  akun  Belanja,  maupun  akun
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Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi

posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun

neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2. Koreksi  Kesalahan  yang  Tidak  Berulang  pada
Periode-Periode Sebelumnya

a.Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

1) Jika  mempengaruhi  posisi  Kas,  koreksi

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang

bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau

akun Belanja,  maupun akun Pendapatan- LO atau

akun Beban.

2) Jika  tidak  mempengaruhi  posisi  kas,  pembetulan

dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode

kesalahan ditemukan.

b.Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

1) Koreksi  kesalahan  yang  tidak  mempengaruhi

posisi  Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun

neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

2) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban

sehingga  mengakibatkan  penerimaan  kembali

belanja/beban dan menambah  posisi  Kas,  maka

pembetulan  dilakukan  pada  akun Kas, Pendapatan

Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran ....XXX

Pendapatan Lainnya-LO XXX

Perubahan SAL XXX

Pendapatan Lainnya-LRA XXX
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SiLPA/SiKPA XXX
PerubahanSAL XXX

6) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau

pengeluaran  pembiayaan  sehingga  mengakibatkan

penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan

dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca

yang terkait.

a) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan

posisi Kas. Kesalahan  atas  kekurangan  Penerimaan

Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi

Kas.

Contoh:  Pemda menerima setoran atas kekurangan

pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dan

BUMD, akan dijumal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah XXX

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD XXX

Perubahan SAL XXX

SiLPA/SiKPA XXX

b) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan

posisi  Kas.  Kesalahan  atas  kelebihan  Penerimaan

Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi

Kas

Contoh:  Pemda  mengembalikan  kelebihan  setoran

angsuran pokok  pinjaman  tahun  lalu  kepada

BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:
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Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD XXX

Kas di Kas Daerah XXX

SiLPA/SiKPA XXX

Perubahan SAL XXX

c) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan

posisi  Kas.  Kesalahan  atas  kelebihan  Pengeluaran

Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi

Kas

Contoh  :  Pemda menerima kelebihan  pembayaran

angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada

pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL XXX

SiLPA/SiKPA XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Utang Pemerintah Pusat XXX

d) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan

posisi Kas. Kesalahan atas  kekurangan  Pengeluaran

Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi

Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka

panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum

dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat XXX

Kas di Kas Daerah XXX
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SiLPA/SiKPA XXX
Perubahan SAL XXX

. .  I7) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan

menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan

pembetulan pada aknn Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset

bersangkutan.

a) Jika  menambah  Kas  dan  mengurangi  nilai  Aset

Tetap.

Misalnya,  pemda kelebihan membayar  harga  tanah

yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran XXX

Tanah Kantor XXX

PerubahanSAL XXX

SiLPA/SiKPA XXX

Ib) Jika  mengurangi  Kas  dan  menambah  nUai  Aset
Tetap.

Misalnya,  pemda kurang membayar harga peralatan

kantor yang dibeli.

Peralatan Kantor XXX

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran XXX

SiLPA/SiKPA XXX
Perubahan SAL XXX
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8) Koreksi  kesalahan  atas  pencatatan  kewajiban  yang

menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan

pembetulan  pada  akun  Kas,  SiLPA/SiKPA,  dan  akun

Kewajiban bersangkutan.

a)  Jika  menambah  Kas.  Misalnya,  pemda  kelebihan

membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah XXX

Utang XXX

PerubahanSAL XXX

SiLPA/SiKPA XXX

b)  Jika  mengurangi  Kas.  Misalnya,  Pemda  kurang

membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang XXX

Kas di Kas Daerah XXX

SiLPA/SiKPA XXX

Perubahan SAL XXX
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BAB VI

BAGAN AKUN STANDAR

Pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan adanya suatua

klasiilkasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Bagan Akun Standar. BAS

antara lain mencakup kode p[erkiraan buku besar akuntansi.  Kode

perkiraan tersebut terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara

lengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan didalam pembuatan jurnal,

buku besar, neraca lajur, neraca percobaan dan laporan keuangan.

BAS merupakan tools untuk mensinkronkan prose perencanaan dan

penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan. Diharapkan dengan

adanya BAS,  kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari  sejak

terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat terpenuhi.

Mengingat  pentingnya  peran  kode  BAS  tersebut  maka diperlukan

standarisasi  kode akun sehingga akan dicapai keseragaman dalam

pemakaiannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka BAS seyogyanya disusun

sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif.  Untuk itu

setidaknya perlu dipertimbangkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Memungkinkan adanya analisis  "multi  dimensional  level"  dalam

penyusunan BAS.

2. Menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial yang bermanfaat;

3. Menyederhanakan proses manual sehingga dapat mempunyai lebih

banyak  waktu  untuk  melakukan  reviu  analistis  dan

pengembangan/perbaikan proses bisnis;

4. Kombinasi yang tepat antara orang, proses dan teknologi.
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Tujuan pembakuan kode perkiraan akuntansi adalah mengakomodasi

proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian

rupa agar diperoleh :

1. Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan

secara proporsional, transparan dan profesional;

2. Pelaksanaan  anggaran  berbasis  kinerja  dilakukan  secara  lebih

akuntabel; dan

3. Laporan Keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran,

pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam Laporan

Keuangan.

Berikut adalah Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah.



I Inveatasi Jangka Pcndek

[investasi daiam Deposito

Deposito Jangka Pendck

Kas dan Sctara Kas

"Kag"di"Kaa3aerah
Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan
TtasdTBcndahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pcngeluaran
Kaa di Bendahara Pengeluai

KasdiBLUD

/cstasi da lam Saham
Invcstasi dalam Saham ....
Dst'TTTTT"""'

taaidalam SUN
Lrestasi dalam SUN_

Hnvestaai dalam SBI
[inveslasi dalam SBI

nvestasi dalam SPN
jlnveatam dalam SPN

ft Perufck BLUD

si Jangka Fendek BLUD

si Jangka Pendek Lainnya

Plu tang f n̂dapstan

Piutang Pajak Dacrah

[Piutang Bea BaUk Nama Kendaraan Bermotor
rpiiitang Pajak Sahan Bakar Kendaraan Bermotoi
Piulang Pajak Air Pcrmukaan
Piutang Pajak Rokok

Piutang Pajak Hotel

g P̂ jak Restorer]

Piutang Pajak Reklamc
pYutang Pajak Pcncrangan Jalan

Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Air' in ah
Piutang Pajak Sarong Burung Walet
Piutang Pajak Mineral Bukart Logam dan Baluan
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pcdeaaan dan Pcrkota
Piutanjj Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
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Piutang Retribuai
Piutang Retribuai

j Piutang Retrlbusi
Piutang Retribusî
Piutang Retribuai
Piutang Retribusi
Piutang Retribusi
Piutang Rctribusi
Piutang Retribuai

Piutang Retribusi
Piutang Retribusi
Piutang Retribusi
Piutang Retribusi

Pelayanan Kesehatan
Pclayanan Persampahan/Keberoihan
Ftaiggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan S(pil_ _

Piutang Retribusi Pelayanan Femakaman dan Pengabuan Mayat
Piutang Retribusi Pelayanan Parlor di Tepi Jalan Umum
Piutang Retribusi Pelayanan T'asar
Piulang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
l ûtang Retribusi Pemeriksaan Alat Pe madam Kcbakara

Pengujian Kendaraan Bermotor
Pemeriksaan Alat Be madam Kebakaran

, Pi u tang Retribusi
Piutang Retribusi
jpjutang Retribusi
| Piutang Retribusi
[Phitang Retribusi

Penggantian Blaya Cctak Peta
Pcnyediaan dan/atau Fenyedotan Kakus

Pelayanan Kepelabuhan
Tempat Rekreasl dan Olah raga
Penyebrangan Air

Piutang Retribus
Piutang Retribua

Pcnjualan Produksi Usaha Daerah
Izin Mendlriitan Bangurtan '
ion Tempat Penjualan Minuman Bei

Izin Trayek

Pengendalian LaJu Lintas
[Piutang Retribusi Ferpanjangan Mn Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (1MTA)

[Piutang Hasil Pcngelolasn Kckayaan Dacrah yang Dipisahkan
[Piutang Bagian l*ba atea pcnyertaan moda] pada Pemsahaan MiiHTDaerah/BUMD

Ipiutang Hasil Ekaekusi atas Jaroinan
Piutang dan Pengembalian

ifaatan Kckayaan Dacrah

Piutang Hasil Penjualan Aact Daerah Yang Tidak Dipiaahkan
[Piulang Hasil dari pengeloban dana bcrgulir

tnafer Pemerintah Puaat-Dana Perimbangan

Fiutang Bagi Hasil Bukan Pjuak/Sumber C

Piutflng Transfer Pcmerintah Lainnya

Plutang Transfer Dana BOS Kurang Salur

Piutang Transfer Pten* tah Daerah Lainnya
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
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pWaJatanĴ manoar UHF

129



130

-

-

-
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
J20
2̂0
20
'20

?1
21
21
21
21
?l
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
?1
21
71
?1
21
21
21

^
22
22
22
7?
22
22
22

23
23
23
T.\

3
23
23
23
73
23
?1
?3
2,1
23

05
06
07
Oft
09
10
11
12
13
14
15"
16
1?
lft
19
20

"22~
"23
24
25

01
02
03
04
OS
06
07
OB
09

0

a
3
4

6
17
IS
11
m
21
22
23

0)
02
0.1
04
05
06
07

01
0?
(13
04
OS
06
07
m
m
10
n
@@>
13

PeralatanPemancarSHF
PereiatanAntenaMP/MW

PcralatanAntenaHF/SW

PeralatanAntenaUHF
PeralatanAntenaSHF/Parabola

PeralatanTranslatorVHF/UHF
PeralatanTranslatorUHF/VHF
PeralatanMicrovaweFPU
PeralatanMicrovaweTerestrial
PeralatanMicrovaweTVRO

SwitcherAntena
Switcher/MenaraAntena
Feeder
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PajakSarangBliningWalet-LRA
PajakSarangBurungWale!-LRA

PajakMineralBukanLogamdanBatuan-LRA
Asbcs-LRA
BaluTulis-LRA
Batusetengahpermata-LRA
BatuK pur-LRA - -- - -
BatuApung-LRA " " "
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Dolomit LRA - -@ .-
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RctribusiTempatPelelangan-LRA " "~ ""

PelelanganIkan-LRA --- _PeklanganTcmak-LRA "" @PelelanganHasilBumi LRA @@

JasaPelelanganscrtaFasilitasLainnyayangdisediakandiTempatPelclangan-LRA "

RetribusiTerminal-LRA '

PelayananPenyediaanTempatParkiruntukKendareanPcnumpangdanBisUmuro-LRA '
TempatKegiatanUsaha-LRA " """

FasiiitasLainnyadiLingkunganTerminal-LRA "" "

RetribusiTempatKhususParkir-LRA @
PelayananTempatKhususParkir-LRA '"

RetribusiTempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa-LRA
PelayananTempatPenginapan/Pesanggrahan/Vila-LRA

RetribusiRumahPotongHewan-LRA
PelayananPemcriksaanKesehatanHewansebelumdipotong-LRA
PelayananPemeriksaanKesehatanHewansesudahdipotong~LRA

RetribusiPelayananKepelabuhan-LRA

RetribusiTempatRckreaaidanOlahrega-LRA
PelayananTempatRekreasi-LRA "
PelayananTempatPariwisata-LRA

RetribusiRsnyeberanganAir-LRA

PelayananPenyrbcranganBanang-LRA

RetribusiPenjuaJanProdukaiUsahaDacrah-LRA

RetnbusiIzinMendirikanBangunan-LRA

RetribusiIzinTempatPenjualanMinumanBeralkohol-LRA
PemberianliinfcmpatPenjualanMinumanBeralkohol-LRA

RetribusiIzinOangguan-LRA
@emberianMnUangguantempatUsaha/KegiatankepadaUrangPribadi-LRA
'emberianIzinGangguantempatUsaha/KegiatankepadaBadan-LRA

RetribusiIzinTrayek-LRA
PemberianizinTrayekkepadaOrangPribadi-LRA
PemberianIzinTrayekkepadaBadan-LRA "

(etribusiIzinPerikanan-LRA
PemberianIzinusahaPerikanankepadaOrangPribadi-LRA
PemberianIzinusahaPerikanankepadaBadan-LRA

RetribusiPengendalianLalulintas-LRA

@enggunaankawasantertentupadawaktutertentuolehkendaraanbermotorpcrseorangandanbarang-LRA

JetribusiPerpanjanganIzinMempekerjakanTenagaKerjaAsing(IMTA)-LRA
PemberianPerpanjanganIMTAkepadaPcmberiKeriaTenagaKerjaAsing-LRA



021  JBagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dcviden) atas penyertaan modal pada Pemaihaan Milik Negara/BUMN _ LRA

O2| 01 [Bagian Laba yang dibagikan kepada Petnda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LRA__JPendapatan Hasil Pengrlolaan Kekayaan Daerah yang Dtpisahkan j_LRA

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Ragian Laba yang dlbagikan kcpada Bemda (devidcn) atas pcnyertaan modal pads Peru

iBagian Laba yong dibaffkan kepada Betnda (deviden) a
LRA

a penyertaan modal pada Peru
ahaan Milik Dacrah/BUMD - LRA
ahaan Dacrah/BUMD"  -  ]

Bagiian Laba yang dibagikan kepada fVmda (deviden) atas penyertaan modai peda Pcruaahaan Milik Swaste - LRA

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Pemsahaan Milik Swasta ..

Hasil Fenjualan Aaet Daerah Yang Tidak Dipiaahkan LRA
HasiTPenjualan Tanah - LRA

Hatul PCnjualan ftralatan dan Meain - LRA

Penerimaaif Komisi dan Penempatan Kas Daerah - LRA
Penerimaan Polongan dari  - LRA
Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupi
Dst ~. ""  ~_ "___

Pendapatan Denda ataa Keterlambatan Pelakaanaan Pckerjaan - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelakaanaan Ffckerjaan - LRA

Pendapalan Dcnda F̂ jak - LRA
Pcndapatan Denda Rajah Kendaraan Bermotor - LRA
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - IRA
Pendapatan Dcnda ftyak Bahan Bakar Kendaraan Bcrmotor - LRPcndapatan Dcnda
Pendapetari Denda Pajak Air Permukaan - LR>
Pendapatan Denda Pujak Rokok - LRa"

[Pendapatan Dcnda Pajak Hotel - LRA

Pcndapatan Dcnda Pajak Restoran - LRA
Ptndapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
Pendapatan Dcnda Pajak Reklame - LRA
Pendapatan Dt-nda Pajak PcnerangarTjalan - LRA_
Fendapatan Dcnda Pajak Parkir - LRA

12 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA

148



[Pendapatan Dcnda Retribusi - LRA
[Pcndapatan benda Retribuai Relay anankcachatan - LRA  '
Pendapatan Dcnda Retribusi Pclayanan Peraampahan/ Kcbcrsihan - LRA
Pendapatan Denda Retribuai Penggantian Biaya Cctak Kartu Tanda Pcnduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA

Pendapatan Denda RctribuaT PeJayanan Parkir di Tepi Jaian Umum - LRA "'
|Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Paaar - LRA ____ ^̂ _
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kcndaraan Bermotor - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Mat Pemadam Kebakaran - LRA

Pendapatan Denda Retribuai PengganUan Biaya C ak Pe'ta - LRA

Pendapatan Denda Rctribusi Penyediaan dan/atau Fenyedotan Kakus - LRA
Pendapatan Pcnda Retribusi Fcngoiahan Limbah Cair - l.RA  __
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tcra/Tcra Ulang - LRA
Pcndapatan Deoda Retribusi Felayanan Pendidikan - LRA
Pendapatan Denda Retribuai Fengendalian Menara Telekomunikasi - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pcielangan - tRA

Pcndapatan Pcnda RetribuaJ Terminal - LRA
Pendapatan Penda Retribusi Teropat Khuaus Parlor - LRA

Pendapatan Pendfl Retribusi tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
Pen da pe tan
Pendapatan

Pendapaian Denda' Retribuai Izln Tempat Penjualan Minuman Bcmlkohol - LRA
Pendapatan Denda Retribuai Izin Gangguan - LRA
Pendapalan Denda Rctribusi Izin Trayek - LRA
Pendapatan Dcnda Retribusi ban Perikanan - LRA

Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Baiuan - LRA
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedeaaan dan Perkptaan - LRA
Pcndapetan Denda Bca Perotehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

n Denda Retribusi Tempat Pengi
lapatan Dcnrta Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA

tn/ Peaanggrahan/ Villa - LRA

Denda~ Retribusi Penjualan Produkw Uaaha Paerah - LRA

n Dcnda Retribusi Pengendalian Lahi Lintaa @ LRA
an Dernla Rctiibusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan T n̂aga Keija Aaing (1MTA) - LRA

Pendapatan Denda Pcmanfaatan Asct Daerah - LRA
Fendapatan Denda S^a Aact Dacrah ~ LRA
Pendapatan Denda Kerji a Pemanfaatan Aact Dacrah - LRA
Pendapatan Denda Bangun Guna Scrah - LRA
Pendapatan Denda Bangun Scran Guna - LRA __

Pcndapalan Pcnda Atas Prianggaran Perda - LRA _
Pendapatan Dcnda Alas Pelanggaran Perda - LRA

is Pcngadaan Barang/.lasa - LRA_
Vpembongkaran Reklnme - LRA

Pcndapatan dari Fengetnbalian
Prndapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Fenghaailan PaaaJ 21 - LRA
Pendapetan Dan Pcngcmbalian Kelcbihan Pembayaran Asuransi Keaehatan -LRA
Pendspetan Dari Pengcmbalian Kelebihan Pembeyaran Osyi dan Tunjangan - LRA
Pendapatan Dari Pengemballan Kelebihan Pcmbayaran PCrjalanan Dinas - LRA

Pcndapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diktat - LRA
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA

Pendapatan PCnyelcnggaraafTPiklflt - LRA ~"

Dst .̂.̂

[Pcndapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
Angsuran/Cicilan fenjualan Rumah Dinas Daerah Oolongan [II - LRA
Angsuran/Cicilan Penjualan Kendanutn Perorangan

Haail dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
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01

HasildariPemanfaatanKekayaanDaerahKcnasamaPemanfaatan-LRA
HasildanPcmanfaatanKekayaanDaerahBangunGunaSerah-LRA

HasildariPemanfaatanKekayaanDaerahBangunScrahGuna-LRA '

PendapatanBLUD-LRA
PcndapetanJasaLayananUmumBLUD-LRA @
PendapatanHibahBLUD-LRA

PendapatanHasilKerjasamaBLUD-LRADot

Lain-lainPADyangSahLainnya-LRA
Lain-lainPADyangSahLainnya-LRA "

PENDAPATANTRANSFER-LRA

PendapatanTransferPemerintahPusat-DanaPerimbangan-LRA

BagiHasilPajak-LRA
BagHasildariPajakBumidanBangunanaelctorPertambangan-LRA
BagiHasildariPajakBumidanBangunansektorPerlcebunan~T~RA "
BagiHasildanPajakBumidanBangunansektorPerhutanan-LRA
BagiHasildariPajakPenghasilan(PPh)Paaal25danPasal29WajibPajakOrangPribadiDatamNegeridanPPhPasal21
LRA
BagihasUCukaiHasilTembakau-LRA

BagiHasilBukanPajak/SumberDayaAlam-LRA
BagiHasildariluranHakPcngusahaanHutan-LRA
BagiHasildariProvisiSumberDayaHutan-LRA
BagiHasildariDanaReboisasi-LRA
BagiHasildariluranTetap(Land-Rent)-LRA
BagiHasildariluranEksplorasidanluranEkspkntasi(Royalti)-LRA
BagiHasildanPungutanPengusahaanPerikanan-LRA
lagiHasildariPungutanHasilPerikanan-LRA

BagiHasildariPertambanganMinyakBumi-LRA
BagiHasildariPertambanganGasBumi-LRA
BagiHasildanPertambanganPanasBumi-LRA

)anaAlokasiUmum(DAU|-LRA
DanaAlokasiUmum-LRA

)anaAlokasiKhusus(DAK)-LRA
DAKBidangInfrastrukturJalan-LRA
)AKBidangInfrastrukturIrigasi-LRA
)AKBidangInfrastrukturAirMinum-LRA

DAKBidangInfrastrukturSanitaai-LRA
DAKBidangKeluargaBerencana-LRA
DAKBidangKehutanan-LRA
3AKBidangPerumahandanKawasanPemukiman-LRA
)AKBidangKcsehatan-LRA
)AKBidangKelautandanPerikanan-LRA
DAKBidangPrasaranaPemerintahan-LRA
DAKBidangTransports*!Perdesaan-LRA
1AKBidangPerdagangan-LRA
}AKBidangLingkunganHidup@LRA

DAKBidangSaranadanPrasaranaDaerahTertinggal(SPOT)-LRA
DAKBidangPertanian-LRA
)AKBidangEneî iPedesaan-LRA
MKBidangSaranadanPrasaranaKawaaanPerbatasan-LRA
DAKBidangPendidikan-LRA
)AKBidangKesclamatanTransportasiDarat-LRA

Jst

@endapatanTransferPemerintahPusat-Lainnya-LRA

JanaOtonomiKhusus-LRA
DanaOtonomiKhusus-LRA
JanaTambahanInfrastruktur-LRA

)anaPenyesuaian-LRA
@unjanganProfesiGuruPNSD LRA
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DanaInsentifDaerah-LRA
DanaProyekPemerintahDaerahdanDesentralisasiProvinsi-LRA
BantuanOperasionalSekolah-LRA@ "

Dal

PendapatanTransferPemcrintahDaerahLainnya-LRA

Dst

PendapatanBagihasilLainnya-LRA

Ds!

BantuanKeuangandanPemcrintahDaerahProvinsiLainnya-LRA
BantuanKeuangandanPemerintah DaerahProvinsi -LRA

Dst

BantuanKeuangandariPemerintahDaerahKabupaten-LRA
BantuanKeuangandanPemenntahUaeraiiKabupaten -LKA

Dst

BantuanKeuangandariPemerintahDaerahKota-LRA
BantuanKeuangandanPemerintahDaerahKota -LRA
Dst ..".,"..""

LAIN-LAINPENDAPATANDAERAHYANGSAH-LRA

^endapatanHibahdariPemerintahDaerahLainnya-LRA

PendapatanHibahdariBadan/Lembaga/Organises)SwastadalamNcgeri-LRA
PendapatanHibahdariBadan/Lembaga/OrganiaasiSwastadalamNcgeri -LRA

PendapatanHibahdankelompokmasyarakat/perorangan-LRA

DanaDarurat-LRA

DslDst

1ELANJAOPERASI



i Jtunjangan Beras '_ "_'_
' iTunjangan PPh/Tunjangan Khusua
. I Pernbulaun G î

JTunjangan Badan Musyaw
ijTunjangan Komisi
: JTunjangan Badan Anggara

[Tambahan Penghasilan berdaaarkan kondisj ktrja
Tambahan Penghasilan berdaaarkan kelangkaan profeai

[ Biaya Pcmungutan Pajak By mi dan Bangui
Biaya Fcmunguton Pajak Bumi dan BanguiiBiaya Fcmungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertamb
Biaya Femungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pcrkebui

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan ^__

Tur ângan Badan Kehormatan
Tunjangan Alal Kcleneitapan~Laii
Tunjangan Pcrumahan  ~ ~
Uang Duka Wafat/fewaa
Uang Jasa Pengabdion "a Pengabdian̂

Ffambahan Pen̂ iasilan berdasarkan tern pat bertugas

;rta KDH/WKDH

Insentif Pemungutan Pajak Dacrah - Pajak Kendaraan Bermotor - I,RA
inacntif Pemungutan ftuak Dae rah - Bea Balik Nama Kendaraan itennotof"-" LRA
[nsentif Pemungutan Pajak Dacrah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Efcrmotor -LR
[naentif Pemungutan Fajah Dae rah - Pajak Air Peroiukaan - LRA _
Insentif Penmngulan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA" ~~~ ~ ^  ~
Insentif Prmiinmiiun PaiuL' nQi-@^ - UnJ-i' u--i ' daInsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
[nsentif Pemungutan Fajak Dae rah - Pajak Restoran - LRA
Inscntif Pemungutan Fujak Daerah - Pajak Hibu ran - LRA _
Inaentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Keklamc - LRA '
Inscntif Pemungutan Piyak Daerah - Pajak Pencrangan Jalan - LRA
Inseritif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak_Parkir ̂ RA ~  _ "

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walct - LRA~  '_  "
nsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan LoganTdan Batuan - LRA  ~  ~~
naentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pcdeaaan dan Perkotaan* -~ LRA
nacntif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perokhan Hak Alas Tanah dan Bangunan - LRA

[nsentif Femungutan Rctribuai Dacrah
Insentif Ptmungutan Retribuai Daerah - Pclayanan Keaehatan - LRA
InBentif Pemungotan Retribusi Daerah - Peiayanan Reraampahan/ Kebcraihan - LRA~

isentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kami Tanda Penduduk dan Akta Cata
iseniif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pcmakaman dan Pengabuan Mayat - LRA

Insentif Pcmungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA ~~
In sent if Pcmungutan Retribusi Daerah * Pengujian Kcndaraan Dcrmotor - LRA
Insmli? Pcmungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Atat Pemadam Kcbakaran - LRA
Inscntif Pemungutan Retribuai Daerah - Penggantian Biaya Cctak Pcta - LRA

if Pemungutan Retribusi Daerah - Fenycdiaan dan/am u Penyedoian Kakus

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA

Inacntif Pemungutan Retribusi Dacrah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Rendidikan - LRA
Inaentif Pemungutan Retribuai Dacrah - Penaendalian Mcnara Tctekomunikaai - LRA

mtif Pemungutan Retribuai Daerah - Pcmakaian Kekayaan Daerah - LRA
InaenUf Hemungutan Retribuai Dacrah - Paaar Groair dan/ atau Pcrtokoaii- LRA
[ risentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA
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[Belaya Barang dan Jaaa

I Belanja Bahan PHkai Hat
jBetania alat tulis kanto
iBelanja dokumen/administrasi lender
[Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
BelatxJa peralatan kebersihan dan bahan pemberaih

ilif Pemungutan Relribusi Daerah - Ter
isentif Pemungutan Rctribusi Daerah - Tempat Khusua Parkir - LRA

;ntif Pernungutan Rctribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
[nsentif Pemungutan Retribusi Dae rah - Rumah Potong Hew an - LRA
[nsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pel ay an an Kepelabuhan - LRA
insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreaai dan Olah raga- LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Uaaha Daerah - LRA
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
Insentif Pemimgutart Rctrtbusi Daerah - lzln Tempat Pcnjualan Min

icntif Pernungutan Retribusi Daerah - Ian Gangguan - LRA
n Beralkohol - LRA

isentif Pcmungutan Rctribusi Daerah - Izin Trayck - LRA
ntif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA

lehtirKmungutah BetribuaT Dacrati - Pcrpanjangan Izin Mcmpekerjakan Tenaga Keija"Asfng"(IHTA) - LRA

Uang Lembur
Uang~Leinbur>NS
UangLembur Non PNS

Belanja Prcmi Asuransi Barang Milik Daerah
I5sr.~~~~~. z~. ~~

Belanja Perawatan Kendaraan Bennoto
Belanja Jaaa Service  _ _
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan ftakar Mttiyak/Oaa dan p

iclanja Jasa KIR
[gejanja Pajak Kendaraan Bermotor
jBdanja Bea Batik Nama Kendaraan Bern

iBelanja Cetak dan Per

[Belflnja Fenggandaan
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pelanja Sewa Alat Beral
|Bclar\ a aewa Eskavator
[Belanja scwa Buldoaer

Belanja aewa kompuler dan printer
Belanja scwa proycktor
BcJanja sewa generator
Belai\ a aewa tends

iBelanJa Makanan dai
Belanja makanan dai

[Belanja makanan dan minui
JBclanja makanan dan minuman tamu
JBclflnja makanan dan minuman pelatihan

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

[Belanja Sewa Rumah/Oedung/Oudang/Parldr
Belanja sew a rumah jabatan/rumah dinas

[Belanja aewa gedung/ kantor/temjxit_

va gedung/ kan tor/tern pat
@a ruang rapat/pertemtian

jBelanja aewa tempat parkir/uang tambat/har^

IBelanja Sewa Sarana Mobilitas
Beianja aeWa Sarana Mobililaa Para

pBeianJa aewa Sarana MoblBtag Air"'"
Belanja aewa Sarana Mobilitaa Udara

Belaya Sewa Pterlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja aewa meja kursi

ja aewa pakaian adat/lradtaional

Belanja pakaian Dinas KOH dan WKDH
Bclanja Pakaian Sipil Harian(P3H|

[Bclaoja Pakaian Sipil Lengkap (P9L)
n [PDHI

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU|

Bclanja Pakaian Kerja
[Belanja pakaian kerja lapangan

rBclanja Pakaian khusvjs dan hari-hari t<
iBelanja pakaian KORPRI
[Belanja pakaian adat dacrah

elanja pakaian batik tradiaional
B^ianja pakaian olahraga

|Belanja Perjalanan Dinaa
Bclanja peijalanan dinas dalam daerah
Belagja pcrjatanan dlnaa luar daerah
[Belanja pcrjalanan dinas luar negeri

Bclanja Feijalanan Pindah Tugas
Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah

Belar â pemulangan pegawai yang penaiun dalam daerah
jBelanja pcmulmigan pegawai yang pensiun luar daetah

MBelanja Pemeliharaan
[Bclanja Pcmeliharan Tanah
fBeiaqja Pemeliharan Pferalatan dan Meain
I Belanja Femeliharan Gedung dan Banguni
iBelanja Femeliharan Jalan, Irigaai, dan Ja
Belanja Peme'liharan Aset Tetap Lainnya
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BelanjaJasaKonsultansi

BclanjaJasaKonsultansiPenelitian
BelanjaJasaKonsultansiPrrcncanaan
BelanjaJasaKonsultansiPtngawasan @ "
Dst '

BelanjaBarangUntukDiserahkankcpadaMasyarakat/PihakKetiga
BelanjaBarangYangAkanDiserahkanKepadaMasyarakal
BelanjaBarangYangAkanDiserahkanKepadaPihakKetiga

BelanjaBarangUntukDgualkepadaMasyarakat/PihakKetiga
BelanjaBarangYangAkanDuualKepadaMasyarakat
BelanjaBarangYangAkanDijualKepadaPihakKetiga

BelanjaBeasiswaPtndidikanPNS
ielanjabeasiswatugasbclajarD3
BelanjabeasiswatugasbelajarSI
BelanjabcasiswatugasbelajarS2
3elanjabeasiswatugasbclajarS3

Dst

Belanjakureus,pelatihan,sosialisasidanbimbingantcknisPNS
Jcianjakursus-kursussingkat/pelatihan

Belanjasosialisasi
) lanjabimbinganteknis

Dsl

BelanjaHonorariumNonF*egawal

Moderator

Dst

HonorariumPNS
HonorariumPanidaPelakaanaKegiatan
(onorariumTimPcngadaanBarangdanJaaa
lonoranumTenagaAhli/lnstruktur/Narasumber

Dst

HonorariumNonPNS
HonorariumTenagaAhli/lnstruklur/Narasumber
honorariumPegawaiHonorer/TidakTetap

JS(

JanguntukdiberikankepadaPihakKetiga/Maayarakat
UanguntukdibenkankepadaPihakKetiga
JanguntukdibenkankepadaMasyarakat

1st

lelanjaBunga

BungaUtangPinjaman
lungaUtangPinjamankepadaPemerintah
)ungaUtangPinjamankepadaPemerintahDaerahlainnya
3ungaUtangPinjamankepadaLembagaKeuanganBank
BungaUtangPinjamankepadalembagaKeuanganBukanBank
lungaUtangPiiijantanLainnya

JungaUtangObligasi

BungaUtangObligasi

telanjaSubsidi

IclanjaSubsidi
BclanjaSubsidikepadaBUMN
telanjaSubsidikepadaBUMD

BclanjaSubsidikepadaPihakKetigaLainnya _

BclanjaHibah

fclanjaHibahkepadaPemerintah
BclanjaHibahkepadaftmcrinWh



[Belanja Hibah kepada Organisasi Kemaayarakatan
iBelanja Hibah kepada Organiaasi Kemaayaralcaian ..

|Belanja Hibah Dana BOS untuk Satu
[Belajija Hibah Dana BOS kc Satuan Fendidikan Daaar di Kabupaten/Kot

Belanja Bantuan SosiaJ kepada Qrganisasi Soaial Ketnasyarakatan
Dst...~.'.~ ~

[Belanja Bantuan Sosial kepada Maayarakat
Bdanja Bantuan Soaial kepada ..

Belanja Hibah kepada Pemerintah Dacrah lainnya
Tlibah kepada ftrnerintah Provinsi
Hibah kepada Pemcrintah Kabupaicn
Hibah kcpada Ptmerinlah Kota

Belanja Hiheh kepada Perusahaan Daerah/BUMD _  

Beianja Hibah kepada touaahaan Paerah/BUMD ..

Bclanja Hibah kepada Kelompok Maayarakat
[Belanja Hibah kepada Kciompok Masyarakat ,

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan SoaiaJ kepada Organisasi Sosial Kemasyarakata

BELANJA MODAL

BeJainja modal Pengadaan Tanah Pcrkampungan
Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung " "~
'Belarya. modal Fengadaan fanah EmplaBtnei
JBelanJa modal Pengadaan Tanah Kuburan

[Belanja modal FengadaanTanah Pertanian
Beianja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
Belanja modal Pengadaan Tanah Tegaian
Belanja modal Pcngadaan Tanah Ladang

iBelanja modal Pengadaan Tanah Pcrkcbunt
[Belanja modal Pengadaan Tanah Perkeburu

[Belanja modal Pengadaan Ktbun Campura
IBelarya modal Fengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pcngairan
[Bclanja modal PCngHdaan Tumbuh Liar Bcrcampur Jenia Lain ~
[DsT.l.. '"'" "" _Î J  ___ __

Belanja modal Pengadaan
[Betanja modal Pengadaan Hutan Lebat
Bclanja modal Pengadaan Hutan Belukar
Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
[Bclanja modal PcngadaanTiutan Alam Sejenis/Hutan Rawa'
Betanja modal Pengadi

[Belarus modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
Beianja modal Pengadaan tanah Rawa

02 }Belanja modal Pengadaan tanah Danau
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[Bejanja modal Pcngadaan Tanah Tandus/Ruaa
[Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus
[Bflanja modal Fengadaan Tanah Rusak

.Uelanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
[Belanja modal Pengadaan tanah Alang-aliang
Belanja modal Pengadaan tanah Radang Rumput

IBelanja modal Pengadaan Tanah Fengguna Lain
Belanja modal Fengarfaan Tanah Pei

[Belanja modal Fengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan F r̂umahan/Odung Ten
Belanja modal Fengadaan Tanah Untuk Bangunan Oedung Berdagangan/Perusahaan
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
Belanja modal Pengadaan Tanah Ontuk Bangum
Belanja modal Rengadaan Tanah Kosong
,Belanja modal Pengadaan Tanah Petemakan
| Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Penf
[Belanja modal lYngudaan Tanah Bangum
IBetanja modal Pengadaan Tanah Lembirai
hDst.7~ ~

Bclanja modal FVngadaan Tanah Pertain b&ngan

Bclanja modal Fengadaan Penamhangan  

Belanja modal Fcngadaan Tanah Untuk Bangun&n Dukan Gedung

Beiai â modaJ ft;ngadaan Tanah Lapangan Olah Raga

Bcla^ja modal Pem
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapengan Penirobun Barang

i Tempat Kerja/Jasa

l Jalan dan Jembatan
/Bantaran/ | :̂!< /̂Setrcn_

n Tanah Lapangan Parlor

Belarya modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Ftngujian/Pengolahan
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan

Belanja modal Pengadaan Tractor
Beianja modal Pengadaan Grader  __
Bclanja modal Pengadaan Excavator
Belanja modal Rsngadaan Pile Driver
Belanja modal Pengadaan Hauler ~" --@@ @
Belanja modal Pwigadaan Asphal Equipment
Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment
Belanja modal Pengadaan Aggregate S Concrete EquipmcnT
Belanja modal Pengadaan Loader - @-

Belanja modal Pengadaan Mesin Proses

JBelanja modal Pengadaan Alat-Alat Beaar Apung
. JBelanja modal Pengadaan Dredger

Bclanja modal Pengadaan Floating Excavator

Betanja modal Fengadaan Amphibi Dredger

Bclanja modal Pcngadaan Meain Proses Apung

Belanja modaJ Fengadaan Alat-alal Bai
Belarya modal Ffengactaan Alat Rsnartk
Bclanja modal Pcngadaan Feeder
Belanja modal Fengadaan Compressor
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To5 [Belanja modal Pengadaan Pom pa
| 06 jBelanja modal Pengadaan Mesin Bor

11 03 jBelanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkut
v| fMjBelanja modal Pengadaan Kendaraan Bennotor Khusu:

Bclanjs modal Pengadaan Kcndaraan Bermotor Beroda Tiga

Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Belanja modal Pengadaan Kcndaraan Bermotor Angkutan Barang
Bclanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang

Bclanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor

iBelanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bcrmolor Pcrtumpang
Belanja modflJ Fenffadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus

01 Belanja modal Fengadaan Alat Angkut Apung Tak Bcrmotor Untuk Barang
02 Bclanja modal Pengadaan AterAngkut Apung Tak Bcrmotor Penumpang

Bcianja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Beraiotor Khuoua

Belaya modal Pengadaan Alat Angkut Bern
iBelanja modal ft̂ngpHaan Peaawat Terbang

[Bclanja modal Pengadaan Mat Bengkel Bermesin
[Bclanja modal Pengadaan Pcrkakas Konstrukai Logam Tcrpasang pada Pondasi

Belanja modal Pcngadaan Electric Generating Set

jBelanja modal Ftengadaan Unit Pemcliharaan Lapangan
iBflanja modafPengadaan Alat Penjpiahan Air Kotor

BcUuija modal Fengadaan Kendaraan Bcrmotor Beroda Una

n Alat Angkut Apung Bermotor Barang

Belanja modal Pgngadaan Perkakas Konatruksi Logam yang Berpindah
[Bclanja modal Pengadaan Perkakas Bcngkd Uatrik  "
| Belanja modal Pengadaan Perkaka* Bengkcl Service  ~"
Belanja modal Pengadoan Perkakas Pengangkat Bermcsin

Bclanja modal Pengadaan Perkakaa Bcngkel Kayu __

Belanja modal Pengadaan Pcrkakaa Bengkcl Khu:
[Belanja modal Pcngadaan Peralatan Las
Belanja modal Pcngfldaan Perkakas Pabrik Es

[Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermcain  __
[Bclanja ikodal Penepdaan Pcrkakaa Ben^cel Konatruksi LQga'm

elanja modal Pcngadaan Ferkakas Bengke! Lisirik
[BelanjH modal Pcngadaan Perkakas Bengkel Scrv
I Belanja modal Fengadaan Pcrkakas Pengangkal _^ I
I Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)

06JBclanja modal Rmgadaan Perkakas Khusus (Special Toot}
Belanja modal Pengadaan Perkakaa Bengkel Ke_rja_
Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-Iukang Besi
Belanja modal Pcngadaan Peralatan Tukang Kayu  __

tO [Belanja modal Fengadaan Peratatan Tukang Kulit
11 JBelanja modal PengadaanFeralatan Ukur, Gip h Feting _
fiTDat 7  " ' '_

"[Bclanja modal Pengadaan Alat Ukur

IBelanja modal Pengadaan AJat Ukur universal
[Belanja modal Pengadaan Aiat Ukur/Teat Intetegensia
fBelanja modal Pengadaan Alat Ukur/Tert Mat Kepribadia
IBclanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinia Lain
[Belanja modal Pengadaan Alat Calibraai
Bclanja modal Pengadaan Oscilloscope
|BeTanja modal Pengadaan Universal Tester
[Bclanja modal Pengadaan Mat Ukur/Pembanding
Belanja modal Pcngadaan Alat Ukur Utinnya
|Belanja modal ftpgd'"'i Alat Timbangan/Blora

I I 11 |Belanja modal Pcngadaan Anak Timbangan/Biaaa
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)7 iBelanja modal Pcngadaan Atat Pasca Pancn
)8 iBeianja modal Pcngadaan Alat Produkai Perlkanan

Belanja modal Pengadaan AJat Femeliharaan Tanaman/Alal Penyimpan
Belanja modal Perigadaan Alat Pemeliharaan Tanamon

JBelanja modal Pengadaan Ala I Panen __̂

03[Belanja modal Fengadaan Alal Penyimpanan

04[Bclanja modal Pfengadaan Alat Labora tori urn

[Belanja modal Fcngadaan Mat Kan I
Bclanja modal Pengadaan Mcsin Kelik

02iBelanja modal Fengadas
03j Beianja modal Pengadat

iBeiaixJa modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kant
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

lanja modal Pengadaan Takaran Kcring
Belanja modal Pengadaan Takaran Bahan B
Belanja modal Pcngadaan fakaran Latex/Getah Suau
Belanja modal Fengadaan Oelaa Takar Berbagai Capaaitas

JBelanja modai Pengadaan Alat Pengolahan
Bctanja modal Pt-ngadaan Alat Pcngolahan Tanah dan Tar
[Belanja modal pengadaan Alat Paren/Pengolahi
IBelanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan
JBeianja modal Pengadaan Mat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertania
|Belanja modal Pengadaan Alat Labors tori um Pertanian
Bclanja modal Pengadaan Mat Proccsing ~"

Belanja modal Fengadaan Alat Penangkap Ikan

n Hitung/Jumlah  

i Mat Reprodukai (Penggandaj

[Bcjanja modal Pengadaan Alat Ruraah Tangga
Belanja modal Pcngadaan Meubelair
Belanja modal fVngadaan Alat Pengukur Waktu

(Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
[Belanja modal Ftengadaan Peralatan Komputer Mainframe

@ Betanja modal Fengariaan Mrja Dan Kurai Keija/Rapat Pejabai

Bclanja modal fen̂ daan Mcja Kerja Pqabat

05 Belanja modal Pengadaan Kurai Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
j5T Belanja modal PengadaajTKursi Tamu di Ruangan Pejabat

Belanja modal Pcngadaan Lemari dan Araip Prjabal

Bclanja modal Pengadaan Alat Studio
JBeianja modal Fengadaan Peralatan Studio Visual "

Belanja modal Fengadaan Pfcralatan" Studio Video dan Fflm~X~03 iBelanja modal Pengadaf
[Bclanja modal Pengadaan Peralatan Cetak

Belanja modal Ptngadaan Pcralatan Pemetaan Ukur
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iRrlnnifl modal Pencadaan Alat Komunikasi I
iBelania modal Pencadaan Mat Komunikasi Telephone |
iBelania modal Peneadaan Mat Komunikasi Radio HUB \
Rrlanfa modal Penradaan Mat Komunikaai Radio KF/P'M I

iBelanja modal Pennadaan Alat Komunikasi Radio V1IF i
iBelania modal Penaadaan Alat Komunik&si Radio uhh I
iBelanja modal Penadaan Alat Komunikasi Sosial i
IRelAtiin modal Penafldaan Alat-alat Sandi I
[nt I
I 1
fBelania modal Pwiaadaan Ptralatan Pemancar I
iHHania modal Peiuzadaan Persia Ian FVmancar MP/MW I
iBelania modal Denjtadaan Feralatan Femancar HF/SW I
iBelania modal Pensadaan Peraletan Femancar vhk/km I
IBelania modal Pengadaan PenUatan Pemancar UHK I
iHrlnnia modal Pensadaan Peralatan Pemancar SHF I
lR<-ln[a mortal Pcnoadaan Pferalatan Antena MF/MW I
iBelania modal Pfcnaadaan Pcralatan Antena HF/SW |
Belanja modal Fengadaan Peralatan Antena VHF/FM ,
[Betaniâ modal Pcnfiadaan PcmialBn Antcna UHF - -  _ __
iRj-lania inmtsl Pmoadaan Peralatan Antena SHK/FaraDoia I
[Belanja modal Pcnsadaan Pcralatan Translator VHF/VHF .
iRplnnla modal Pcnandaan FeraiaTan Translator VHF/UHF J
iRflnmn mnrfAl Fenfadaan Feralatan Translator UHF/VHF I
[BHanla modal Penaadaan Peralaten Microvawe PPU I
iRrlanin modal PenoadafUi Ptraiatan Microvawe Terminal I
[Rrlnnin modal Pwitzadaan Perelatan Microvawe TVRO I
iRHnma mnrinl Prnsadaan Peralatatl Dummy Load |
I Belania modal Pcnoadaan Switcher Antcna I
iFtelania modal Peneadaan Switcher/Menara Antcna I
iBelania modal Penjtadaan Feeder |
n l̂nnin modal Ppnaadaan Humititv Control I
iBclania modal Fcruadaan ProRram Input Equipment I
iBeianja modal Fcngadaan Peralatan Antena Peneruna VHK I
IriaT' "" " """" 1
[ I
IRHnnia mortal Pens&daan Alat Kedokteran I
iRrlnniB modal Peruradaan Alat Kedokteran Umum I
[Bclanja modal Pengadaan Alal Kedokteran Gigi _̂ ___ ___ @
rRHnnia modal Pwuzadaan Alat Kedokteran Mata " |
[Belanja modal Pengadaan Atat Kedokteran T.H.T .
IRi-lnniH linnrial Peruradaan Alal Rotsen ~ " 1
iHelania modal fenoadaan Alat Farmasi I
HclBtiia modal PWuzadaan Alat Kedokteran Bcdah I
[Rrlania modal PenmKiafln Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyalat Karulungan j
[R înnin mndnl Ppncadflan Alat Kedokteran Bajdan Penyakit Dalam I
Iftalnnia modal Rsnaadaan Mortuary ._.  I
iRelnnia modal Peneadaan Alat Keaehatan Anak I
iBelaflja modal Pengadaan Poliklinik Set .
^fvlnnto mortal Benaadaan Atot Kedokteran PMideriifl Cacat Tubuh ~ 1
Ftrlania mnrinl ft-noadaan Alat Kedokteran Neurologi (Byaral) I
HHarTia modal Peneadaan Alat Kedoktenui Jantung j
RHnnia modal Fenaadaan Alat Kcdokteran Nuklir I
Rrlnnin mortal Pencadaan Alat Kedokteran Radiolofd |
[[fc-inia mnHnl Ppruradaan Alat Kedokteran KuUt dan Kelamln I
iRoUniH mnHaf ft-noadaan Alat Kedokteran Gawgt Darurat |
rBclanja modal Pengadaan Mat Kedokteran Jiwa  l
[Belanja modal Penggdaan Mat Kedoktcran Hewan ^ _  -

Rrlnnia modal Fenradaan Alat Kesehatan I
Bctanja modal Pengadaan AJat Kesehatan Perawatan i
Inrinnia mnrinl Pmmdaan Mai Kesehatan Matra Laul ~ " ]
Bclanja modal Fcngadaan Alat Keaehatan Matra Udara        _ _ _ iR l̂nniH morfal Ptniadaan Alat Kcochatan Kedokteran Kepoiisian " ~~ ~ J

n l̂onin mortal Penoadaan Mat Keaehatan Olahraga j

I
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BelanjamodalPcngadaanUnit-UnitLaboratorium

BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumHidroKimia
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumModel/Hidrolika
BelanjamodalPcngadaanAlatlaboratoriumBuatan/C.eologi
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumBahanBangunanKonstruksi
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumAapalCat&Kimia
BelanjamodalPengadaanAlatlaboratoriumMekanikTanahdanBatuan
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumCocokTanam
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumLogam,Mesin,Listrik
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumLogam,MesinListrikA
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumUmum
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumUmumA
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumKedoktcran

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumImmunologi
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumHematologi
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumFilm
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumMakanan
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumStandansasi,KalibrasidanInstrumental
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumFarmasi
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumFisika
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumKidrodinamika
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumKlimatologi
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProsesPeleburan
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumPasir
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProsesPembuatanCeiakan
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumProsesPembuatanPola
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumMetalography
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProsesPengelasan
3elanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumUjiProsesPengelasan
3elanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProsesPembuatanLogam
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumMatrologie
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProsesPclapisanLogam
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProsesPengolahanPanas
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProsesTeknologiTextH

BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumProsesTeknologiKeramik
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProsesTeknologiKulitKarct
3elanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumUjiKulit.KarctdanPlastik
SelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumUjiKeramik
BelanjamodalPcngadaanAlatLaboratoriumProsesTeknologiSelulosa

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumPertanianA
3elanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumPertanianB
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumElektromkadanDaya
BeJanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumEnergiSurya
BelaryamodalPengadaanAlatLaboratoriumKonvcrsiBatubaradanBiomas

3elanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumLingkunganPerairan
3e!anjamodalPengadaanAlatLaboratoriumBiologiPeralatan
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumBiologi
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumGeofisika
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumTambang
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses/teknikKimia
UelanjamodalFengadaanAlatLaboratoriumProsesIndustn
telanjamodalPengadaanAlatLaboratonumKesehatanKerja
BelanjamodalPengadaanLaboratoriumKearsipan
BelanjamodalPengadaanLaboratoriumHematologi&Urinalisis
BelanjamodalPcngadaanLaboratoriumHematologi&UrinalisisA
3elan]amodalPengadaanAlatLaboratoriumLainnya

r" @ -



[Bclanja modaJ Hengadaan Captation Tunnel
Belanja
Be Ut rye
BeLairija

JBelanjiT modal Fengadaan Femesinan : Propeller Model Workshop
I Be tan) a modal Pengadaan Pcmesinan : Mechanical Workshop

[Bclanja modal Pengadaan Peniesinan : Ship Model Preparation Shop
feclanja modal Pcngadaan PemCBinan ̂ Electrical Workshop

JBclanja modal" Pengadaan MOB

[Belanja modal Pengadaan Photo and Film Equipment

Belanja
Belanja
Belanja

modan̂ igadaan Peralatan Laboratorium Hidroc
modal PcngHttaan Towing Carriage
modal Pcngadaan Wave Generator and Abaorbcr

Peralatan Laboratorium Hidrodin
Towing Carriage

Belanja modal Fengadaan Data Accquistion and Analyzing Systi

modal fengadaan
modal PengadaonFeralatan uraum

~Pemeainan"7ModeTsh[p Workshop

Bclanja modal Fengadaan Femesinan : Precision Mechanical Workshop

Bclanja modal Pengadaan Amunisi Dai

fBctanja modal Pengadaan Senji
[Belanja modal Pengadaan Lasc

|5 ""'" "  

Belanja modal Pcngadaan Alat Keamanan dan Ferljndungan
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan __@

Belar\ a modal Pengadaan Mat Periindungan  __

Bclanja modal Pengadaan Atat Bantu Lalu Lintaa Daral dan Air

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja
lielanja

modal P
modal P

n Gcdung Tempat Kerja
n Oedung Kan tor

Bclanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bcngkel

Belanja modal Fengadaan Bangun
Belanja modal Pengadaan Bangun
Belanja" modal Pengadaan Bangun,

Belanja modal ftengadaan Bangunan Gedung Instates: __
Pengadaan Bangunan Gedung Labora tori urn
Pengadaan Bangunan Kesehatan
Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opscrvatorii
Pengadaan Bangunan Gcdung Tempal Ibadah
Pengadaan Bangunan Gcdung Tempal ftrtemui

Belanja modal Pengadaan Bangunan Qedung Tempat Pcndidikan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Periokoen/koperasi/Pi

Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Unluk Poa Jaga

Belarya
Belanja
Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Garaai / Pool

a modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewai
a modal Pengadaan Bangunan Oiedung Pabrik
h mcxlal Pcngadaan Bangunan Stasiun Bus
a modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Tcrnak
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EtelanjamodalPengadaanBangunanGedungPerpustakaan
BelanjamodalPengadaanttangunan(JedungMuseum
BelanjamodalPengadaanBangunanGcdungTerminal/Pelabuhan/Bandar
BelanjamodalPengadaanBangunanPengujianKelaikan
BelanjamodalPengadaanBangunanLembagaPemaayarakalan
BelanjamodalPengadaanBangunanRumahTahanan
BelanjamodalPengadaanBangunanGedungKramatorium
BelanjamodalPengadaanBangunanPembakaranBangkaiHewan
BelanjamodalPengadaanBangunanOedungfempatKerjaLainnya

BelanjamodalPengadaanBangunanOedungTempatTinggal
BelanjamodalPengadaanBangunanRumahNegaraGolongani
BetanjamodalPengadaanBangunanRumahNegaraGolonganII
BelanjamodalPengadaanBangunanRumahNegaraGoloonganIII
BelanjamodalPengadaanBangunanMess/Wisma/Bungalow/TempatPeristirahatan
BelanjamodalPengadaanBangunanAsrama
BelanjamodalPengadaanBangunanHotel
JelanjamodalPengadaanBangunanMotel

____ .._ .._. .. . .

BelanjamodalPengadaanBangunanMenara
BelanjamodalPengadaanBangunanMenaraPerambuanPenerangPantai
BelanjamodalPengadaanBangunanPerambutPeneranganPanialTfdakBermenara
BelanjamodalPengadaanBangunanMenaraTelekomunikasi

Dst

3elanjamodalPengadaanBangunanBersejarah
BelanjamodalPengadaanIstanaPenngatan

BelanjamodalPengadaanRumahAdat
BelanjamodalPengadaanRumahPeningggalanSejarah
jelanjamodalPengadaanMakamSejarah
lelanjamodalPengadaanBangunanTempatIbadahBersejarah

Dst

BelanjamodalPengadaanTuguPenngatan
JelanjamodalPengadaanTuguKemerdekaan
ielanjamodalPengadaanTuguPernbangunan
JelanjamodalPengadaanTuguPeringatanLainnya

3elanjamodalPengadaanCandi
JelanjamodalPengadaanCandiHindhu

BelanjamodalPengadaanCandiBudha
BelanjamodalPengadaanCandiLainnya

ielanjamodalPengadaanMonumen/Bangunan[Jerscjarah
letanjamodalPengadaanBangunanBeraejarahlainnya

JelanjamodalPengadaanTuguPeringatan
BelanjamodalPengadaanTuguPeringatan

BelanjamodalPengadaanTuguTitik(Control/Pastl
JclanjamodalPengadaanTugu/TandaBatas

lat
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PendapatanDendaRetribusi-LO
PendapatanDendaRetribusiPelayananKesehatan-LO
PendapatanDendaRetribuaiPelayananPersampahan/Kebersihan-IX)
PendapatanDendaKetnbusiPenggantianBiayaCetakKartuTandaPendudukdanAktaCatalanSipil-LO
PendapatanDendaRetribusiPelayananPemakamandanPengabuanMayat-LO
PendapatanDendaRetribuaiPelayananParitirdlTepiJalanUmum-LO
PendapatanDendaRetribusiPelayananPasar-LO
PendapatanDendaRetnbusiPengujianKendaraanBermolor-LO
PendapatanDendaRetnbusiPemeriksaanAlatPemadamKebakaran-LO
PendapatanDendaRetribuaiPenggantianBiayaCetakPeta-LO
PendapatanDendaRetribusiPenyediaandan/atauPenyedotanKakus-LO
PendapatanDendaRetribusiPengoiahanLimbahCair-LO
PendapatanDendaRetribusiPelayananTera/TeraUlang-LO
PendapatanDendaRetribusiPelayananPendidikan-LO
PendapatanDendaRetribusiPengendalianMenaraTelekomunikasi LO
PendapatanDendaRetribusiPemakaianKekayaanDaerah-LO
PendapatanDendaKetnbusiPasarUrosirdan/atauPcrtokoan-LO
PendapatanDendaRetribusiTempatPelelangan-LO
PendapatanDendaRetribusiTerminal-LO
PendapatanDendaRetribusiTempatKhususParkir-LO
PendapatanDendaRetribusiTempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa-LO
PendapatanDendaRctribusiRumahPotongHcwan-LO
PendapatanDendaRctribusiPelayananKepelabuhan-LO
PendapatanDendaRetribusiTempatRekreaatdanOlahrags-LO
PendapatanDendaRetribusiPcnyebranganAir-LO
PendapatanDendaRetribusiPenjualanProdukaiUsahaDaerah-LO
PendapatanDendaRetribusiUinMendirikanBangunan-LO
PendapatanDendaRetribusiIzinTerapatPenjualanMinumanBeralkohol-LO
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PendapatanDendaRctribusiIzinTrayek-LO
PendapatanDendaRetribusiIzinPerikanan-LO
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Angsuran/CicilanPenjuaianRumahDinasDacrahGolongan111-LO
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HasildanPemanfaatanKekayaanDaerahSewa-LO
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HasildariPemanfaatanKekayaanDaerahBangunOunaSerah-LO
HaaildariPemanfaatanKekayaanDaerahBangunScranGuna-LO

DstDst

PENDAPATANTRANSFER-LO
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BagiHasildariPajakBumidanBangunansektorPerhutanan-LO
BagiHasildariPajakPenghasilan(PPh|Paaal25danPasal29WajibPajakOrangPribadiDalamNegeridanPPhPasal21 -
LO

BagiHasildariIuranHakPengusahaanHutan-LO
BaRiHasildariProvlsiSumberDayaHutan-LO
BagiHasildariDanaReboisasi-LO
BagiHasildariIuranTetap(Land-Rent)-LO
BagiHasildariIuranEksplorasidanIuranEksploitasi(Royalti)-LO
BagiHasildariPungutanPengusahaanPenkanan-LO
BagiHaaildariPungutanHasitFerikanan-LO
BagiHasiidariPertambanganMinyakBumi-LO
BagiHasildariPertambanganOasBumi-LO
BagiHasildanPertambanganPanasBumi-LO

DanaAlokasiUmum(DAU)-LO
DanaAlokasiUmum-LO
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DAKBidangKelautandanPerikanan-LO

DAKBidangTransportasiPerdesaan-L0
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DAKBidangPcrtanian-LO
DAKBidangEnergiPedcsaan-LO
DAKBidangSaranadanPrasaranaKawasanPerbatasan-LO

DAKBidangKeselamatanTransportasiDarat-LO

Dst
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DanaPenyeauaian-LO
TunjanganProfesiGuruPNSD-LO
DanaTambahanPenghasilanGuruPNSD-LO
DanaInsentifDaerah-LO
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PendapatanTransferPemerintahDaerahLainnya-LO

PendapatanBagiHasilPajak-LO
PendapatanBagiHaailPajak -LO

Dst

PendapatanBagihasilLainnya-LO

Pen'dapalanBagihaaiiLaTnnyaTy.7-1.6 ~"Dst

PendapatanDanaOtonomiKhusus-LO
PendapatanDanaOtonomiKhusus-LO

BantuanKeuangan-LO

BantuanKeuangandariPemerintahDaerahProvinsiLainnya-LO
BantuanKeuangandariPemerintahDaerahProvinsi -LO

Dst

BantuanKeuangandariPemerintahDaerahKabupatcn-LO
BantuanKeuangandariPemerintahDaerahKabupaten -LO
Dst....

BantuanKeuangandariPemerintahDaerahKota-LRA
BantuanKeuangandariPemerintahDaerahKota -LRA

Dst

LAIN-LAINPENDAPATANDAERAHYANOSAH-LO

PendapatanHibah-LO

PendapatanHibahdariPemerintah-LO
PendapatanHibahdariPemerintah-LO

PendapatanHibahdariPemerintahDaerahLainnya-LO
PendapatanHibahdariPemerintahDaerahLainnya-LO

PendapatanHibahdariBadan/Lembaga/OrganisesiSwastadalamNegeri-LO
PendapatanHibahdariBadan/Lembaga/Organises!SwastadalamNegeri....-LO

Dst
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DanaDarurat-LO

DanaDarurat-LO
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Dst
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SurplusPenyelesaianUtangPemerintahPusat-LO

SurplusPenyelesaianUtangPemerintahKabupaten/Kola-LO

DstDst

PENDAPATANLUARB1ASA-LO
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luranJaminanKesehatan -LO

TunjanganBadanAnggaran-LO
TunjanganBadanKehormatan-LO

UangDukaWafat/Tewas-LO
UangJasaPengabdian-LO
BelanjaPenunjangOperasionalPimptnanDPRD-LO
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BebanTambahanPenghasilanPNS-LO
fambahanPenghasilanberdaaarkanbebankerja -LO
TambahanPenghasilanbcrdasarkantempatbertugas-LO
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TambaiianPcnghasilanberdasarkankondisikerja-LO
TambahanPcnghasilanberdasarkankelangkaanprotest @LO
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BebanPenerimaanlainnyaPimpinandananggotsDP""*KDH/WKDH-LO
BebanTunjanganKomunikasiintensifPimpinandanAnggotaDPRD-LO
BebanPenunjangOperasionalKDH/WKDH-LO

Dst

BebanPemungutanPajakBurntdanBangunan-LO
BebanPemungutanPajakBumfdanBangunanPertambangan-LO
BebanPemungutanPajakBumldanBangunanPerkebunan-IX)
BebanPemungutanPajakBumidanBangunanFerhulanan-LO

InsentifPemungutanPajakDaerah
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakKendaraanBennotor-\ >
(nsentifPemungutanPajakDaerah-BeaBalikNamaKendaraanBermotor-LO
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakBahanBakarKendaraanBermotor-LO
IncntifPemungutanPajakDaerah-PajakAirPcrmukaan LO ~ ~
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakRokok-LO
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakHotel-LO
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakRestoran-LO
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakHiburan-LO
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakReklame-LO
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakPeneranganJalan-LO
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakParkir-LO
[nsentifPemungutanPajakDaerah-PajakAirTanah-LO
[nsentifPemungutanPajakDaerah-PajakSarangBurungWalet-LO
InsenlifPemungutanPajakDaerah-PajakMineralBukanLogamdanBatuan-LO
InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakBumidanBangunanPedesaandanPerkotaan-LO
insentifPemungutanPajakDaerah-BeaPerolehanHakAtasTanahdanBangunan-LO

InsentifPemungutanRetribusiDaerah
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PelayananKesehatan-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PelayananPersampahan/Keberaihan-LO

InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PenggantianBiayaCctakKartuTandaPendudukdanAktaCatatanSipil-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PelayananPemakamandanPengabuanMayat-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PelayananParkirdiTepiJalanUmum LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PelayananPasar-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PengujianKendaraanBermotor-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PemeriksaanAlatPemadamKebakaran-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PenggantianBiayaCctakPeta-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-Penyediaandan/atauPenyedotanKakus-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PengolahanLimbahCair-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PelayananTera/TeraUlang-LO
[nsentifPemungutanRetribusiDaerah-PelayananPcndidikan-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PengendalianMcnaraTelekomunikasi-LO
insentifPemungutanRetribusiDaerah-PemakaianKekayaanDaerah-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PasarOrosirdan/atauPertokoan-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-TernpatPelelangan-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-Terminal-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-TempatKhususParkir-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-TempatPcnginapan/Pesanggrahan/Villa-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-RumenPotongHewan-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PelayananKepelabuhan-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-TempatRekreasidanOlahraga-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PenyebranganAir-LO
InaentifPemungutanRetribusiDaerah-PenjualanProduksiUsahaDaerah-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-IzinMendirikanBangunan-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-tonTempatPenjualanMinumanBeralkohol-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-IzinQangguan-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-IzinTrayek-LO
nsentifPemungutanRetribusiDaerah-IzinPerikanan-LO
nsentifPemungutanRetribuaiDaerah-PengendalianLaluUntas-LO
InsentifPemungutanRetribusiDaerah-PcrpanjanganizinMempekerjakanTenagaKerjaAsing(1MTA)-LO

UangLembur-LO
UangLemburPNS LO
UangLemburNonPNS-LO
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BebanBarangdanJasa

BebanBahanPakaiHabiB
BebanPersediaanalattuliskantor
BebanPersediaandokumen/administrasitender
BebanPersediaanalatlistrikdanelektronik(iaxnpupijar,batterykering)
BebanPersediaanpcrangko,materaidanbendaposlainnya
BebanPeraediaanperalatankebersihandanbahanpembersih
BebanPersediaanBahanBakarMinyak/Gaa
BebanPersediaanpenglsiantabungpemadamkebakaran
BebanPersediaanpengisianisitabunggas

BebanPersediaanBahan/Material
BebanPersediaanbahanbakubangunan
BebanPersediaanbahan/bibittanaman
BebanPersediaanbibitternak
BebanPeraediaanbahanobat-obatan
BebanPeraediaanbahankimia
BebanPersediaanMakananPokok" ~

Dst

BebanJasaKantor
BebanJasatelepon
BebanJasaair
BebanJasalistrik
BebanJasapengumumanlelang/pemenanglelang
3ebanJasasuratkabar/majalah
BebanJasakawat/faksimili/internet
BebanJasapaket/pengiriman
BebanJasaSertifikasi
BebanJasaTransaksiKeuangan
BebanJasaadministrasipungutanPajakPeneranganJalanUmuni
BebanJasaadministrasipungutanPajakBahanBakarKendaraanBermotor
Dst .... .. . .

BebanPremiAsuransi
BebanJasaPremiAsuransiKeaehatan
BebanJasaPremiAsuransiBarangMilikDaerah

Qst

BebanPerawatanKendaraanBermotor
BebanJasaService
3ebanPenggantianSukuCadang
BebanBahanBakarMinyak/Gaadanpelumas
BebanJasaKIR
BebanPajakKendaraanBermotor
3ebanBeaBalikNamaKendaraanBermotor

3ebanCetakdanPenggandaan
BebanCetak
BebanPenggandaan

BebanSewaRumah/Gedung/Oudang/Parkir
3ebanscwaruoiahjabatan/rumahdinas
Bebansewagedung/kantor/ternpat
3ebansewaruangrapat/pertemuan
3ebansewatempatparldr/uangtambat/hanggarsaranarnobilitas
3st....

3ebanSewaSaranaMobilitas
BebanSewaSaranaMobilitasDarat
BebanSewaSaranaMobilitasAir
BebanSewaSaranaMobilitasUdara
Jst...

BebanSewaAlatBerat
3ebanSewaEskavator
3ebanSewaBuldoser
Dst...
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BebanScwaPerlengkapandanPenalatanKantor
Bebansewaraejaloirs!
Bebansewflbomputerdanprinter
Bebansewaprpyektor
Bebansewagenerator
Bebanscwatenda

Dst....

BebanMakanandanMinuman
Bebanmakanandanminumanharianpegawai
Bebanmakanandanminumanrapat
Bebanmak̂ nandanminuman'Amu
Bebanmakanandonminumanpelatihan
Dst...

BebanPakaianDinasdanAtributnya
BebanpakaianDitiasKDMdanWKDH
BebanPakaianSipilHarian(PSH)
BebanPakaianSipilLengkap(PSL)
BebanPakaianDinaaHarian(PDH)
BebanPakaianDinasUpacara(PDU)
Dst...

BelanjaPakaianKeija
Bebanpakaiankerjalapangan
Dst...

BelanjaPakaiankhususdanhari-haritertentu
BebanpakaianKORPRI
Bebanpakaianadatdaerah
Bebanpakaianbatiktradisional
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BebanPcrialananDinas
Bebanpeijalanandinasdalamdaerah
Bebanpeijalanandinasluardaerah
Bebanpeijalanandinasluarnegeri

BebanPeijalananPlndahTugas
Bebanpeijalananpindahtugasdalamdaerah
Bebanpeijalananpindahtugasluardaerah

BebanPemulanganPegawai
Bebanpemulanganpegawaiyangpensiun.dalamdaerah
Bebanpemuianganpegawaiyangpensuinluardaerah

BebanPemeliharaan
BebanPemeliharanTanah
BebanPemeliharanPeralatandanMesin
BebanPemeliharanGedungdanBangunan
BebanPemeliharanJalan,Irigasi,danJaringan
BebanPemeliharanAsetTetapLainnya

DaL

3ebanJasaKonsultasi
BebanJasaKonsultansiPcnelitian
BebanJasaKonsultansiPcrcncanaan

Dat...

BebanBarangUntukDiserahkankepadaMasyarakat/PihakKetiga
BebanBarangYangAkanDiserahkanKepadaMasyarakat
tebanBarangYangAkanDiserahkanKepadaPihakKetiga

BebanBarangUntukDijualkepadaMaeyamkat/PihakKetiga
BebanBarangYangAkanDijualKepadaMasyarakat
BebanBarangYangAkanDijualKepadaPihakKetiga
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BebanBcasinwaPendidikanPNS
BebenbeasiswatugasbelajarD3
BebanbeasiswatugasbclajarSI
9cbanbeasiswalugasbclajarS2
BebanbeasiswatugasbelajarS3

Dst

Bebankuraus,pelatihan,sosialisasidanbimbinganteknisPNS
Bebankursus-kursussuigkal/pelatihan
Bebanaoslallsasi
Bebanbimbinganteknis

Dst

BebanHonorariumNonPegawai
HonorariumTcnagaAhJi/Narasumbcr/Inairuktur
Moderator

Dst

HonorariumPNS
HonorariumPanitiaPelaksanaKegiatan - - -- _..
HonorariumTimPengadaanBarangdanJasa
HonorariumTenagaAhli/lnstruktur/Narasumber
Dsi " ~

HonorariumNonPNS
HonoranumTenagaAhli/lnstruktur/Narasumber
HonorariumPegawaiHonorer/TidakTetap

Dst

UanguntukdibcrikankepadaPihakKetiga/Masyarakat
UanguntukdibcrikankepadaPihakKetiga
UanguntukdibenkankepadaPihakMasyarakat

Dst _

BebanBunga

BungaUtangPinjaman
BebanBungaUtangPinjamankepadaPcmcrintah
BebanBungaUtangPinjamankepadaPemerintahDaerahlainnya
BebanBungaUtangPinjamankepadaLcmbagaKeuanganBank
BebenBungaUtangPinjamankepadaLembagaKeuanganBukanBank
SungaUtangPinjamanLainnya

BungaUtangOblJgasi
BungaUtangObligasi

BebanSubaidi
""" """"

BebanSubsidi
BebanSubsidikepadaBUMN
BebanSubsidikepadaBUMD
BebanSubsidikepadaPihakKetigaLainnya

BebanHibah

BebanHibahkepadaPemerintah
BebanHibahBarangkepadaPemerintah

BebanHibahkepadaPemerintahDaerahlainnya
BebanHibahkepadaPemerintahProvinsi
BebanHibahkepadaPemerintahKabupaten
BebanHibahkepadaPemerintahKota

BebanHibahkepadaPcrusahaanDaerah/BUMD

D - - - -@ --

lebunHibahkepadaKekimpokMasynrakai

BebanHibahkepadaKelompokMasyarakatDst



jBeben Penyuautan Alat Angkutan Darat Bermotor
jBeban Penyuautan Alat Angkutan Berat fak Bcrmotor

Jfaben Penyusutan Alal Angkul Apung Bermotor

\  I Be ban Penyusulan Alal Pengolahan Pertanian

Bcban Bantuan Soaial

Bcban Bantuan SosiaJ kepada Organisaai SoaialKemasyarakata
Beban Baniuan Sosial kepada Organiaasi Soaial KemasyamkataUJeban Bami

Beban Bamuan Soaial kepada Masyarakat
Beban Bantuan Sosial b

n dan Amort isasi

[Bcban Pcnyuautan Persia tan dan Meain
|Dcban Pcnyut
Beban fenyusutan Alal-Alat Beaar Apung

Beban Pcnyusutan Ala I Angkut Apung Tak Bcrmotor
Beban Fenyusutan Alat Angkut Bermotor Udara

Beben Penyusutan Mat Bengkel Tak Bermeain

Beban Fenyuautan Mat Ukur

Efeban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertania
Jeban Penyusutan Alat Kan tor

leban Penyusutan Alat Runmh Tangga

Beban Fenyusutan PeraJatan Kompute
Bcban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pcjabat
Beban Penyuautan Alat Studio

JBeban Penyusutan Ala) Komunikasi

JBeban Penyusutan Peralatan Pemancar

iBeban Penyusutan Atat Kedokteran
iBeban Penyusutan Alat Keaehatan
JBeban Penyuautan Unit-Unit Laboratorium

Beban Penyusutan Mat Peraga/Praktek Sekolah

I Bcban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
[Beban Penyijautan Alat Labotatorium Fiaika Nuklir / Elektronika
1 Bcban Pcnyusutan Alal Proleksi Radiaai / Protckai Lingkungan
I Bcban Penyusutan Radiation Aplication and Hon Destructive Testiand Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

n Mat Laboratorium Ungkungan Hidup

@ Bcban Penyuautan Feralatan Laboratorium Hidrodint

Jjcban Penyusutan Senjata Api

Be ban Penyusutan Persenjaiaan Non Senjata Api
33 iBeban Penyuautan Alat Keamanan dan Fcriindui

[Bebein Rcnyusulan Gedung dan Bangunan
[Beban Pcnyusutan Bangunan Gedung Tempal Kcrja
Beban Pcnyuautan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

n Penyusutan Bangunan Menara
n Fenyuautan Bangunan Beraejarah
n Penyusutan Tugu Peringatan

n R?nyuautan Monu men/Bangunan Beraejarah
n Penyuautan Tugu Peringatan LainTugu Peringatan Lain

Bcban Penyusulan Bang

i Tugu Titik Kontrol/Paati

n Rambu-Rambu
TBcban Penyuautan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

I Be ban Prtiyuautan Jalan, Irigaai, dan Jaringan
[Bcban Penyuautan Jalan
[Bcban Benyusutaii Jcmbata
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BAB VII

TATA CARA PENATAUSAHAAN

DAN PBNYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BENDAHARA SERTA PBNTAMPAIANNYA

A.KEDUDUKAN KEUANQAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH
Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun  1945,  Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi

daerah menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah

diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan

pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan

Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan,  peningkatan peran serta,  prakarsa,  dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan

rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi

yang nyata dan bertanggungjawab.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas,  nyata,  dan

bertanggungjawab tersebut, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan

yang  sangat  strategis  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan,

pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  serta  bertanggungjawab

sepenuhnya tentang jalannya pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fangsinya sebagai

pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan seperti gaji, tunjangan,

tambahan  penghasilan,  dan  biaya  lainnya.  Dalam  melaksanakan

189



kedudukannya  sebagai  Bupati  dan wakil  Bupati  disediakan biaya

operasional antara lain :

1.Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah

tangga Bupati dan Wakil Bupati;

2.Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, digunakan untuk membeli

barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

3.Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris,

digunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang

inventaris yang dipakai atau digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

4.Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, digunakan untuk pemeliharaan

kendaraan dinas yang dipakai atau digunakan oleh Bupati dan Wakil

Bupati;

5.Biaya  pemeliharaan  kesehatan,  dipergunakan  untuk  pengobatan,

perawatan, rehabilitasi bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga;

6.Uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati, diberikan kepada ahli wans;

7.Biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas

dalam rangka tugas Bupati dan Wakil Bupati;

8.Biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas

Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;

9.Biaya  penunjang  operasional,  digunakan  untuk  koordinasi,

penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan, dan

kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati

dan Wakil Bupati, kwitansi atau tanda terima lainnya adalah sebagai

bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) yang sah dan berlaku untuk tanda

terima penerimaan uang.

10.Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil  Bupati

ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Daerah Asli sebagai

berikut:

a. Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling

tinggi sebesar 3%;

b. Diatas Rp 5 milyar s/d 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan

paling tinggi sebesar 2%;
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c. Diatas 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling

tinggi sebesar 1,50%;

d. Diatas 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling

tinggi sebesar 0,80%;

e. Diatas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta

dan paling tinggi sebesar 0,40%;

f. Diatas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi

0,15%.

Menyadari kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah,

maka pengaturan mengenai biaya operasional disesuaikan dengan kondisi

keuangan daerah dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas,

transparansi, kehematan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. TATA CARA PENATAUSAHAAN PENEMMAAN.

1. PENDAHULUAN

Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan merupakan system

dan  prosedur  yang  digunakan  dalam menatausahakan  kegiatan

menerima,  menyimpan,  menyetor,  membayar,  menyerahkan  dan

mempertanggungjawabkan  penerimaan  uang  yang  berada  dalam

pengelolaan Bendahara Penerimaan. Penerimaan daerah dianggap sah

bilamana Kuasa Bendahara Umum daerah ( BUD ) telah menerima nota

kredit.

Pungsi  Bendahara Penerimaan dapat  dibantu oleh Bendahara

Penerimaan Pembantu bilamana terdapat objek pendapatan daerah yang

tersebar atas pertimbangan kondisi geografis atau kondisi lainnya yang

menuntut penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu. Kepala Daerah

juga berhak menunjuk Bank, badan. Lembaga keuangan atau kantor pos

untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan.
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2. KETENTUAN UMUM

1)Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.  Setiap SKPD yang

mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah

wajib  mengintensiflcan  pemungutan  pendapatan  yang  menjadi

wewenang dan tanggungjawabnya.

2)SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam

peraturan daerah.

3)Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai

pengeluaran,  kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja, kecuali

untuk daerah yang jarak tempuhnya lebih dari 6 jam dapat disetorkan

lebih dari 2 x 24 jam.

4)Penerimaan daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

5)Bendahara Penerimaan dilarang melakukan, baik secara langsung

maupun  tidak  langsung  kegiatan  perdagangan,  pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin

atas kegiatan/pekerjaan/penjualan.

6)Bendahara Penerimaan juga tidak boleh membuka rekening dengan

atas  nama pribadi  pada Bank atau giro  pos dengan  tujuan

pelaksanaan APBD.

7)Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek

atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

3. FUWGSI TANG TERKAIT

1) Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini Pengguna Anggaran memiliM wewenang untuk

menerima  dan  mengesahkan  Laporan  Pertanggungjawaban

Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK-SKPD.
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2) PPK-SKPD

Dalam kegiatan ini PPK-SKPD memiliki wewenang untuk melakukan

verifikasi harian atas penerimaan.

3)Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini Bendahara Penerimaan memiliki wewenang untuk :

a) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)/Surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKR-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan dari

Wajib Pajak/Retribusi;

b) Memverifikasi  kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan

dokumen  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKP-Daerah)/Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atau dokumen lain yang

dipersamakan yang diterimanya.

c) Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti

Pembayaran/Bukti lain yang sah.

d) Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang sah

kepada Wajib Pajak/Retribusi.

e) Menyerahkan STS (Surat Tanda Setoran)  beserta uang yang

diterimanya pada Bank.

f) Membuat  dan  menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban

Penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD selaku BUD.

4) PPKD selaku BUD

Dalam kegiatan ini PPKD selaku BUD memiliki wewenang untuk :

a.Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara

Penerimaan.

b.Melakukan  verifikasi,  evaluasi  serta  analisis  atas  laporan

pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam rangka

rekonsiliasi penerimaan.
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4.PENATAU8AHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIHAAN SKPD

Uraian prosedur penatausahaan penerimaan adalah sebagai berikut:

a. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan

Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang

yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat

Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau

pihak  ketiga  yang  berada  dalam  pengurusannya.  Bendahara

penerimaan  SKPD  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan

pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah

ditetapkan.

Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti

Pembayaran/bukti  lain yang sah untuk diberikan kepada wajib

pajak/wajib retribusi.

b. Pembukuan Penerimaan Pendapatan

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan

Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan

Dalam melakukan  pembukuan  tersebut,  bendahara  penerimaan

menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan

antara lain :

@ Surat Tanda Bukti Pembayaran

@ Nota Kredit

@ Bukti Penerimaan Yang Sah, dan

@ Surat Tanda Setoran



Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan didokumentasikan

dalam Register STS

Prosedur  pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,

antara lain :

1) Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai

2) Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening

bendahara penerimaan

3) Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum

Daerah

Tata cara pembukuan atas ketiga prosedur tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara

penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib

retribusi.  Apabila  pembayaran  menggunakan  cek/giro,  maka

pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada

saat cek tersebut diterima.

Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan

menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum

daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Kas Umum.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah

sebagai berikut :

> Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara

penerimaan mengisi Register Tanda Bukti penerimaan.
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> Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode

rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan mencatat pada

Buku Kas Umum.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai

berikut:

> Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran

pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

>Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum

daerah pada buku kas umum pada bagian penyetoran .

Selain pembukuan pada Buku Kas Umum, bendahara penerimaan

mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan

Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai.





a).l. Pencatatan Penerimaan Tunai
Uraian Bendahara Penerimaan

Proses Penerimaan Tunai

1. Bendahara penerimaan
menyiapkan Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti Lain Yang
Sah

2. Berdasarkan Dokumen Bukti
Pembayaran/Bukti Lain Yang
Sah tersebut, Bendahara
Penerimaan melakukan
Pengisian Buku Kas Umum
pada bagian penerimaan.

3. Hasil dari penatausahaan ini
adalah buku kas umum yang
sudah terupdate.

SuratTandaBukti
Pembayaran/Bukti
lain Yang Sah

Melakukan Penglsian
buku kas umum
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a).2. Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai
Uraian Bendahara Penerimaan

1. Bendahara penerimaan
menyiapkan bukti tanda setoran
ke rekening kas umum daerah

2. Berdasarkan STS tersebut,
bendahara penerimaan mengisi
Buku Kas Umum pada Bagian
Penyetoran.

3. Kemudian bendahara
penerimaan mengisi register
STS

4. Hasil dari penatausahaan ini
adalah buku kas umum dan
register STS yang sudah
terupdate.

Melakukan Pengisian
buku kas umum

Melakukan Pengisisan
register STS

Suku Kas Umum

198

ProsesPenyetoran
PenerimaanTunaikekas

S**fnr3n



2) Pembukuan  atas  pendapatan  yang  dibayar  melalui  rekening

bendahara penerimaan

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui

rekening bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan

dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank

mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara

penerimaan hingga penyetorannya.

Pencatatan dilakukan pada Buku Kas Umum pada saat penerimaan dan

penyetoran

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di

rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari pihak Bank

mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.

2. Berdasarkan  info  tersebut  dan info  pembayaran dari  wajib

pajak/retribusi bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan

rekonsiliasi atas penerimaan tersebut.

3. Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan,

bendahara penerimaan mencatat penerimaan di buku kas umum.

4. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening

sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima.

Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening kas

umum daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank

bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran

pendapatan yang diterimanya dengan cara mentransfer melalui

rekening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum

daerah.
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2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umutn daerah

pada buku kas umum pada bagian penyetoran.

Selain pembukuan pada buku kas umum bendahara penerimaan

mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses pembukuan dan

penyetoran atas penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan.
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b)l. Pembukuan Penerimaan melalui Rekening Bank Bendahara
Penerimaan

Uraian

1.Bendaharapenerimaan
menyiapkannota
kredit/informasilainnya
mengenaiadanyapenerimaandi
rekeningbankbendahara
penerimaan

2.Bendaharapenerimaan
melakukanpengisianBukuKas
Umumpadabagian
penerimaan.

3.Hasildaripenatausahaanini
adalahbukukasumum
BendaharaPenerimaanyang
sudahterupdate.

BendaharaPenerimaan

ProsesPenerimaandibank
bendaharapenerimaan

Nota
kredit/informasi
penerimaantainnya

(
MelakukanPengisian
bukukasumum

BukuKasUmum
Bendahara
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b)2. Penyetoran Penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan ke
Kas Umum Daerah

Uraian Bendahara Penerimaan

1. Bendahara penerimaan

menyiapkan bukti surat tanda
setoran ke rekening kas umum
daerah dan nota credit yang
dikeluarkan oleh bank.

2. Berdasarkan STS dan nota
credit tersebut, bendahara
penerimaan mengisi Buku Kas
Umum pada Bagian Penyetoran.

3. Kemudian bendahara
penerimaan mengisi register

STS

4. Hasil dari penatausahaan ini
adalah buku kas umum
Bendahara Penerimaan dan
register STS yang sudah

terupdate.
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3) Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara

langsung melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan

saat bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai adanya

penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Kas Umum.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima

langsung direkening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah

dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan ke

kas umum daerah.

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan

mencatat  penerimaan  pada  buku  kas  umum pada  bagian

penerimaan.

3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan

juga mencatat penyetoran pada buku kas umum pada bagian

penyetoran.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses pembukuan

penerimaan dan penyetoran pendapatan melalui rekening kas umum

daerah.
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c. Pertanggungjawaban dan Penyampaian

a) Pertanggungjawaban Administrate

Bendahara  penerimaan  SKPD  wajib  mempertanggungjawabkan

pengelolaan  uang  yang  menjadi  tanggungjawabnya  secara

administrative kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan  pertanggungjawaban  bendahara  penerimaan  merupakan

penggabungan  dengan  laporan  pertanggungjawaban  bendahara

penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi
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penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. Laporan

pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan :

@ Buku Kas Umum

@ Buku Pendapatan Harian

@ Register STS

@ Bukti Penerimaan yang sah dan lengkap

@ Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah - langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban

bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Bendahara  penerimaan  menerima  pertanggungjawaban  yang

dibuat oleh bendahara pembantu paling lambat tanggal 5 bulan

berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis

kebenaran pertanggungjawban yang disampaikan oleh bendahara

peneriimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban

bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam

proses  pembuatan  laporan  pertanggungjawban  bendahara

penerimaan  yang  merupakan  gabungan  dengan  laporan

pertanggungjawaban bendahara pembantu.

4. Bendahara penerimaan memberikan laporan pertanggungjawaban

kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.

5. Atas  pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara

penerimaan, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi kebenaran

terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan menandatangani

Laporan  Pertanggungjawaban  (administrative)  sebagai  bentuk

pengesahan.
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Pertanggungjawaban  administrative  pada bulan  terakhir  tahun

anggaran disampaikan paling lambat hari  kerja terakhir bulan

tersebut.

b)  Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat

tanggal  10  bulan  berikutnya  menggunakan  format  laporan

pertanggungjawaban  yang  sama  dengan  pertanggungjawban

administrative. Laporan pertanggungjawaban fungsional ini dilampiri

dengan :

@ Buku Kas Umum

@ Buku Pendapatan Harian

@ Register STS

@ Pertanggungjawaban bendahara penerimaan

Langkah  -  langkah  penyusunan  dan  penyampaian

pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai

berikut :

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat

oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5

bulan berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis

kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara

penerimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban

bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam

proses  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  bendahara
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penerimaan  yang  merupakan  gabungan  dengan  laporan

pertanggungjawaban bendahara pembantu.

4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat

masukan dari  PPK SKPD ketika melakukan verifikasi  atas

pertanggungjawaban administrative.

5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1  (satu) lembar laporan

pertanggungjawaban  kepada  PPKD  sebagai  bentuk

pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam

rangka rekonsiliasi pendapatan.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran

disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

Format dokumen tata cara penatausahaan penerimaan terdapat pada

halaman 319 sampai dengan 326

Berikut Bagan Alir Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan
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5. PENATAUSAHAAN DAN PENTUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN  OLEH  BENDAHARA  PENERIMAAN

PBMBANTU SKPD

a.Penatausahaan Penerimaan Pendapatan

Bendahara  penerimaan pembantu  SKPD menerima pemabayaran

sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau

Surat  Ketetapan Retribusi  (SKR)  dan/atau  dokumen lain  yang

dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib

retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.

Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyai kewajiban untuk

melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah

yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan pembantu SKPD kemudian membuat Surat

Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada

wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan pembantu

SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1

9satu) hari keria berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda

Setoran (STS)

b.Pembukuan Pendapatan

Pembukuan  pendapatan  oleh  bendahara  penerimaan  pembantu

menggunakan Buku Kas Umum.

Dalam melakukan  pembukuan  tersebut,  bendahara  penerimaan

pembantu menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar

pencatatan antara lain :

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran

2. Bukti Penerimaan yang Sah, dan

3. Surat Tanda Setoran
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Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu

didokumentasikan dalam Register STS.

Khusus bendahara penerimaan pembantu  ada  satu  prosedur

pembukuan penerimaan dan cara pembayaran yang dilakukan oleh

wajib  pajak  atau  wajib  retribusi.  Prosedur  tersebut  adalah

pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai.

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara

penerimaan pembantu menerima pembayaran tunai dari wajib pajak

atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro,

maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan

pada saat cek tersebut diterima. Sedangkan pencatatan transaksi

penyetoran dilakukan pada saat bendahara penerimaan pembantu

menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum

daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Kas Umum pada saat penerimaan

dan pada saat penyetoran.

Berikut Bagan alir yang menggambarkan proses pembukuan

penerimaan dan penyetoran atas penerimaan secara tunai.

209



210

b.l).PembukuanatasPenerimaanTunai
Uraian

3.Hasilakhirdaripenatausahaan
iniadalahbukukasumum
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pembantuyangtelahterupdate.
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b.2). Pembukuan atas Penyetoran Penerimaan Tunai
Uraian Bendahara Penerimaan

Pembantu

1. Bendahara penerimaan
pembantu menyiapkan bukti
surat tanda setoran ke rekening
kas umum daerah

2. Berdasarkan Surat Tanda
Setoran tersebut penerimaan
pembantu mengisi buku kas
umum bendahara penerimaan.

3. Kemudian bendahara
penerimaan pembantu mengisi
register STS

4. Hasil akhir dari penatausahaan
ini adalah buku kas umum
bendahara penerimaan
pembantu yang telah terupdate.

Buku kas umum
bendahara penerlmaan
pembantu
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c. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

Bendahara  penerimaan  pembantu  SKPD  menyampaikan

pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat

pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban ini berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran

yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan :

1. Register STS

2. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada bulan

terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja

sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.

Berikut adalah  bagan alir  Penyampaian  Pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan Pembantu
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6. PENATAUSAHAAN  DAN  PBNYUSUNAN  LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD 8ERTA

PENYAMPAIANNYA

a. PENATAUSAHAAN PENERIBIAAN PPKD

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana

perimbangan,  pendapatan  Iain-lain  yang  sah,  dan  pembiayaan

penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung

di Kas Umum Daerah.

b. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD

Pembukuan  Pendapatan  oleh  bendahara  penerimaan  PPKD

menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD

menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan

dengan menggunakan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pembukuan pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan

PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya

penerimaan di rekening kas umum daerah.

Format Buku penerimaan PPKD tercantum dalam halaman 327

Berikut  bagan  alir  yang  menggambarkan  proses  Pembukuan

Penerimaan Pendapatan PPKD
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c.  PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan

uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebuut berupa

Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir

bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan

dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD
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c.Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD

Uraian PPKD
Fungsi

Veriifikasi

Bendahara
Penerimaan

PPKD
1.  Berdasarkan  Buku
Penerimaan  PPKD  dan
Bukti  penerimaan yang
sah Bendahara
Penerimaan PPKD

menyusun
Pertanggungjawabannya

2. Bendahara
penerimaan PPKD
menyerahkan
Pertanggungjawaban
bendahara  penerimaan
PPKD  kepada  fungsi
verifikasi PPKD

3. Dilakukan  proses
verifikasi,  evaluasi  dan
analisis untuk mendapat
informasi  pendapatan
PPKD yang sinkron dan
kredibel

4.  PPKD  melakukan
penandatanganan
pertanggungjawaban
bendahara  penerimaan
sebagai bentuk
persetujuan

Penan gfung)Mvab
wiBwK>ah*r*
Pvrwtimun PWCD

Bcndrtin
Penertmun PPKD

PertanBundw*ban
Bendihan
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C. TATA CARA PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

1.PBNDAHULUAN

Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran merupakan Prosedur

yang digunakan menatausahakan menerima, menyimpan, menyetor,

membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran

uang yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran.

2.KETENTUAN UMUH

a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.

b. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang

berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang

timbul dari penggunaan bukti tersebut.

c. Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak

langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin

atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro

pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan

lainnya atas nama pribadi.

3.FUNGSI TANG TERKAIT

Secara umum fungsi yang terkait pada Prosedur Penatausahaan

Bendahara Pengeluaran antara lain :

1) Bendahara Pengeluaran

Merupakan Pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan,  menatausahakan,  dan mempertanggungjawabkan
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uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.

2)Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

Merupakan Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu

atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang

tugasnya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Pengguna Anggaran, PPTK bertugas mencakup :

a) pengendalian pelaksanaan kegiatan;

b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c) menyiapkan  dokumen  anggaran  atas  beban  pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

3)Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (

PPK - SKPD )

Dalam kegiatan ini PPK-SKPD memiliki wewenang untuk melakukan

verifikasi harian atas pengeluaran. PPK-SKPD tidak boleh merangkap

sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

Negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

4)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ( PA/KPA)

5)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum

Daerah  (PPKD selaku BUD)

6)Pembantu Bendahara Pengeluaran

7)Kuasa Bendahara Umum Daerah ( Kuasa BUD )
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4.PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANQGUNGJAWABAN  BENDAHARA  PENGELUARAN  SKPD

SERTA PENYAMPA1ANNYA

Dalam melakukan penatausahaan pengeluaran Pemerintah Kabupaten

Bengkayang telah menggunakan Simda Keuangan sehingga Prosedur

penatausahaan pengeluaran mengacu pada peraturan berlaku yang

terdiri atas :

4.1 PBNBRBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

Dokumen yang digun.ak.an dalam prosedur penyediaan dana,

penerbitan Surat Penyediaan Dana ( SPD ) adalah sebagai

berikut:

a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah ( DPA - SKPD );

b) Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah; dan

c) Surat penyediaan dana (SPD ).

Uraian Prosedur untuk penerbitan Surat penyediaan Dana

(SPD) adalah sebagai berikut :

a) SPD diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dapat

berdasarkan anggaran kas yang sudah dibuat oleh SKPD dan

sudah ditetapkan sebagai Anggaran Kas Pemerintah Daerah.

b) Dokumen Rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan

DPA  -  SKPD  yang  sudah  disahkan  kemudian

didistribusikan ke pihak-pihak terkait, Yaitu :

- Bidang Anggaran;

- Satuan Kerja yang bersangkutan, sebagai arsip.

219



c) PPKD selaku BUD membuat dokumen SPD sejumlah 3 (tiga)

rangkap, masing - masing sebagai berikut:

- 2  (dua)  rangkap  diserahkan  kepada  Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip oleh PPKD

selaku BUD.

d) SKPD menggunakan SPD sebagai dasar pengajuan SPP yang

dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.

e) Penerbitan SPD dilakukan perbulan,  pertriwulan atau

persemester sesuai ketersediaan dana.

Hal - hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan SPD

antara lain :

a) Pembuatan SPD tidak dapat dilakukan jika tanggal

pengesahan DPA tidak diisi.

b) Kecuali  sampai  tahun  anggaran  berjalan  belum

ditetapkan APBD,  maka dalam rangka pemenuhan

belanja yang bersifat wajib dan mengikat dapat dibuatkan

SPD.

c) Pembuatan  SPD  harus  memasukkan  rencana

penggunaan dana sampai ke rekening rincian objek yang

dapat diambil dari Anggaran Kas yang telah ditetapkan.

4.2  PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Bendahara  pengeluaran  mengajukan  Surat  Permintaan

Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam

hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang

dapat berupa :



@ Uang Persediaan (UP)

@ Ganti Uang (GU)

@ Tambah Uang (TU)

@ Langung (LS)

@ LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

@ LS untuk pengadaan Barang dan jasa

Disamping  membuat  SPP  Bendahara  Pengeluaran  juga

membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D

yang sudah diterima oleh bendahara.

a) SPP Uang Persediaan (UP)

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan

(UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK

Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan

untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD.

Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa

pembebanan pada kode rekening tertentu.

Bendahara  mempersiapkan  dokumen-dokumen  yang

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP,

selain dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut

antara lain :

@ Surat Pengantar SPP-UP

@ Ringkasan SPP-UP

@ Rincian SPP-UP

@ Salinan SPD

@ Draf Surat pernyataan Pengguna Anggaran
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Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian

uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara

pengeluaran  pembantu  SKPD  untuk  kelancaran

pelaksanaan  kegiatan.  Pelimpahan tersebut  dilakukan

berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

b) SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

Ganti  uang merupakan mekanisme penggantian uang

persediaan yang dapat  dilakukan jika realisasi  uang

persediaan mencapai 50 % dari total uang persediaan yang

diberikan kepada SKPD

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara

pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan

(GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang

persediaan yang telah disahkan pada periode waktu

tertentu. SPP-GU tersebut dapat disampaikan untuk satu

kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan

kebutuhan yang ada.

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuan

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang ( SPP - GU )

adalah :

@ Surat Pengantar SPP - GU;

@ Ringkasan SPP - GU;

@ Rincian Penggunaan SP2D UP/GU yang lalu;

@ Bukti transaksi yang sah dan lengkap;

@ Salinan SPD

@ Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta
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tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang

persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;

SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila  terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya

mendesak,  yang  harus  dikelola  oleh  bendahara

pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi

karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain,

maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-

TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat

persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian

kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang

dimintakan dalam SPP-TU ini harus

dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis,

harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan

dalam l(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor

ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu

penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk :

@ Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu)

bulan;

@ Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal

yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh

peristiwa diluar kendali PA/KPS;

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuan

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang ( SPP

TU ) adalah :

@ Surat Pengantar SPP - TU;

@ Ringkasan SPP - TU;
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@ Rincian rencana penggunaan TU;

@ Salinan SPD;

@ Surat  pernyataan  untuk  ditandatangani  oleh

Pengguna Anggaran/  Kuasa Pengguna Anggaran

yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain tambahan

uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa

BUD;

@ Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan

pengisian tambahan uang persediaan;

@ Surat  pernyataan  Pengguna  Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang

yang diminta akan habis digunakan dalam waktu 1

(satu) bulan, apabila tidak habis maka sisanya akan

dikembalikan  kecuali  untuk  kegiatan  yang

pelaksanaannya lebih dari 1

(satu)  bulan  dan kegiatan yang mengalami

penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang

diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali.

d)  SPP Langsung (LS)

SPP Langsung (SPP-LS),  yang dipergunakan untuk

pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah

yang te;ah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan

menjadi

@SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

@SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS,

selain dari dokumen SPP LS itu sendiri. Lampiran

t*r<w*hiit antara lain :
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Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuan

Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( SPP-LS ) Gaji

dan Tunjangan adalah :

i. Surat Pengantar SPP-LS;

ii. Ringkasan SPP-LS;

iii. Rincian SPP-LS;

iv. Lampiran SPP-LS, yang terdiri dari:

@ Pembayaran gaji induk;

@ Gaji susulan;

@ Kekurangan gaji;

@ Gaji terusan;

@ Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan

daftar  gaji  induk/gaji  susulan/kekurangan

gaji/uang duka wafat/tewas;

@ SKCPNS;

@ SKPNS;

@ SK kenaikan Pangkat;

@ SKJabatan;

@ Kenaikan gaji berkala;

@ Surat Pernyataan Pelantikan;

@ Surat pernyataan masih menduduki jabatan;

@ Surat pernyataan melaksanakan tugas;

@ Daftar keluarga (KP4);

@ Fotokopi surat nikah;

@ Fotokopi akte kelahiran;
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@ Surat  keterangan  pemberhentian  pembayaran

(SKPP) gaji;

@ Daftar potongan sewa rumah dinas;

@ Surat keterangan masih sekolah/kuliah;

@ Surat pindah;

@ Surat kematian;

@ SSP PPh Pasal 21; dan

@ Peraturan  perundang  -  undangan  mengenai

penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji

dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuan

Surat  Permintaan  Pembayaran  Langsung  (SPP-LS)

barang dan jasa adalah sebagai berikut:

i. Surat Pengantar SPP-LS;

ii. Ringkasan SPP-LS;

iii. Rincian SPP-LS;

iv. Lampiran SPP-LS, yang terdiri dari :

@ Salinan SPD;

@ Salinan surat rekomendasi dari  SKPD teknis

terkait;

@ SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh ) yang

telah ditandatangani wajib  pajak dan wajib

pungut;

@ Surat  perjanjian  kerjasama/kontrak  antara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak

ketiga  serta mencantumkan nomor rekekning

Bank pihak ketiga;
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Berita Acara penyelesaian pekerjaan;

Berita Acara Serah Terima barang dan jasa;

Berita Acara Pembayaran;

Kwitansi  bermaterai,  nota/faktur  yang

ditandatangani  pihak  ketiga  dan  PPK  serta

disetujui oleh Pengguna Anggaran;

Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang

dikeluarkan  oleh Bank atau lembaga keuangan

lainnya non bank;

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak

- kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari penelusuran pinjaman/hibah luar

negeri;

Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani

oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia

pemeriksaan  barang  berikut  lampiran  daftar

barang yang diperiksa;

Surat  angkutan  atau  konosemen  apabila

pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah

kerja;

Surat  pemberitahuan  potongan  denda

keterlambatan  pekerjaan  apabila  pekerjaan

mengalami keterlambatan;

Foto/buku/dokumentasi  tingkat  kemajuan

/penyelesaian pekerjaan;

Potongan jamsostek (potongan sesuai  dengan

ketentuan yang  berlaku/surat  pemberitahuan

jamsostek); dan
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@ Khusus  untuk  pekerjaan  konsultan  yang

perhitungan  harganya  menggunakan  biaya

personil  (billing rate),  berita acara presentasi

kemajuan  pekerjaan  dilampiri  dengan  bukti

kehadiran tenaga konsultan sesuai pentahapan

waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian

alat penunjang serta bukti pengeluaan lainnya

berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Berikut adalah format register SPP/SPM/SP2D
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4.3 PRO8EDUR PENERBITAN SURAT PBRINTAH MEMBAYAR (SP1

@ PPK menerima SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaj

dan dicatat dalam Register SPP-UP/GU/TU/LS.

@ PPK meneliti  kelengkapan  dan  kesesuaian  dokumen ya

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan SPD dan DF

SKPD.

@ Penelitian dilakukan dengan cara memberi tanda check list

pada lembar penelitian kelengkapan dokumen.

@ Jika proses verifikasi tidak dilakukan SPM tidak dapat disiapke

oleh fungsi tata usaha keuangan (PPK SKPD) dengan aplika

simda keuangan.

. Jika SPP- SPP-UP/GU/TU/LS dinyatakan tidak lengkap mak

PPK-SKPD membuat surat penolakan penerbitan SPM.

@ Surat  Penolakan Penerbitan  SPM yang diserahkan kepadi

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat ]

(satu) hari kerja sejak SPP diterima.

Format Surat  penolakan Penerbitan SPM terdapat  pada

halaman 328

@ Pengguna  Anggaran/Kuasa  pengguna Anggaran  melakukan

otorisasi terhadap Surat Penolakan Penerbitan SPM sebelum

mengajukan kembali usulan pembuatan SPP-UP/GU/TU/LS yang

baru kepada bendahara.

@ SPP-UP/GU/TU/LS yang dinyatakan lengkap PPK menyampaikan

kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

mendapatkan  persetujuan  pembayaran,  atas  dasar  nota

persetujuan maka PPK menyiapkan SPM untuk ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran.
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Penerbitan SPM tersebut paling lambat 2  (dua)  hari kerja

terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-UP/GU/TU/LS.

SPM yang telah diterbitkan tersebut dijadikan dasar pengajuan

SP2D yang diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Penerbitan SPM-UP/GU/TU/LS terdiri dari 5 rangkap :

- Lembar 1, 2 dan 3 dikirim ke Kuasa BUD (BPKAD)

- Lembar 3 akan dikembalikan ke SKPD (untuk arsip Bendahara

Pengeluaran) setelah dibubuhi cap : telah diterima Kuasa BUD

- Lembar 4 sebagai arsip PPK SKPD

- Lembar 5 untuk PPTK

SPM lembar 1, 2 dan 3 berikut Dokumen SPP (Salinan 1 dan 2)

beserta kelengkapan/lampirannya kemudian disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa BUD (BPKAD) untuk

penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

SPM GU yang dipersiapkan oleh PPK SKPD harus memperhatikan

hal - hal sebagai berikut:

- Rekening pada SPM GU menunjuk rekening-rekening belanja

sesuai  dengan  pengesahan SPJ  atas  penggunaan uang

persediaan.

- Rekening-rekening pada SPM GU memisahkan program dan

kegiatan untuk masing-masing realisasi.penggunaan uang

persediaan.

- Dalam SPM GU tidak ada potongan SPM karena SPM GU

merupakan perpindahan kas yang didasarkan atas pengesahan

SPJ, sehingga jumlah nilai pada SPM GU akan sama dengan

jumlah nilai pada pengesahan SPJ.

- Perlakuan, sifat dan nilai SPM GU sesuai dengan SPP GU.

- Jumlah bans rincian objek yang ditampilkan dalam tiap

halaman SPM maxsimal sebanyak 10 baris, maka halaman

SPM  diterbitkan  dalam  beberapa  halaman  dan  harus

231



ditandatangani/diparaf oleh Pengguna Anggaran pada setiaj:

halaman.

SPM TU yang  dipersiapkan oleh  PPK SKPD juga  harus

memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- Uraian rekening pada SPM TU menunjuk ke rekening Kas di

bendahara Pengeluaran sesuai dengan SPP TU.

- SPM TU tidak ada potongan maupun informasi potongan, hal

ini disebabkan oleh SPM TU merupakan sarana transfer kas

dari  Kas di  Kas daerah ke kas di Kas di  Bendahara

Pengeluaran.

SPM LS yang dipersiapkan oleh PPK SKPD harus memperhatikan

hal - hal sebagai berikut:

- Potongan SPM

Potongan SPM akan diperlakukan sebagai pengurangan nilai

pembayaran.

- Informasi SPM

Informasi SPM mempunyai batasan seperti potongan SPM,

namun informasi SPM benar - benar berfungsi  sebagai

informasi,  informasiSPM tidak  akan  mengurangi  jumlah

pembayaran SPM.

4.4PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PBNCAIRAN DANA

(SP2D)
Langkah - langkah dalam penerbitan SP2D adalah :

@ Kuasa BUD menerima dan meneliti kelengkapan SPM yang

diajukan oleh Pengguna Anggaran terhadap pengeluaran yang

diajukan antara lain :

- Tidak melampaui pagu

- Memenuhi  persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan
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Jika  Dokumen  SPM  tidak  lengkap  dan/atau  tidak  sah

pengeluaran melampaui pagu, kuasa BUD menolak menerbitkan

SP2D, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPM diterima.

Format surat penolakan penerbitan SP2D tercantum pada

halaman 329

Jika Dokumen SPM telah lengkap dan sah,  Kuasa BUD

menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM

diterima.

Penerbitan SP2D terdiri dari 6 lembar :

- Lembar 1 dikjrim ke Bank

- Lembar 2 dikirim ke SKPD (diserahkan kepada PPK)

- Lembar 3 dan 4 untuk arsip Kuasa BUD

- Lembar 5 untuk fungsi akuntansi BPKAD

- Lembar 6 untuk pihak ketiga (pengadaan barang dan jasa).

SP2D untuk pembayaran Uang Persediaan ( UP ) langsung

menunjuk ke rekening Kas di Bendahara Pengeluaran sehingga

belum membebani rekening belanja dan pengakuannya hanya

merupakan perpindahan kas dari Kas di Kas Daerah ke Kas di

Kas Bendahara Pengeluaran. Jurnal untuk perpindahan kas ini

dilakukan dengan lawan rekening antara ( R/K SKPD dan R/K

Pusat)

Dalam hal sisa Uang Persediaan tahun lalu tidak disetor, maka

Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan terlebih dahulu Uang

Persediaan tahun lalu, kemudian SPP UP dapat diajukan sesuai

ketetapan

SP2D untuk pembayaran Ganti Uang Persediaan yang diterbitkan

oleh BUD menunjuk rekening belanja sesuai pengesahan SPJ,

SPP dan SPM. Dalam SP2D untuk pembayaran Gantu Uang ( GU )

mempunyai 2 fungsi yaitu :
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Pengakuan Belanja

Sesuai penjelasan pada point SPP Nihil bahwa pengakuan

belanja ada di unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan

yaitu SKPKD yang berfungsi sebagai BUD. Dalam aplikasi

simda keuangan semua Pengakuan terletak pada unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat penerbitan

SP2D. Demikian juga untuk belanja pada penerbitan SP2D

GU, maka rincian belanja/rekening - rekening belanja pada

SP2D  merupakan  pengakuan  belanja  definitive  atas

penggunaan uang persediaan sebelumnya. Jadi pada saat

SP2D atas pembayaran GU belanja - belanja definitive/SPJ

atas penggunaan Uang Persediaan diakui. Pengakuan belanja

ini sesuai dengan rekening-rekening belanja pada pengesahan

SPJ UP/GU.

Pengisian kembali uang persediaan

Rekening - rekening belanja yang telah diakui sebagai belanja

definitive tersebut harus diganti dengan jumlah uang dengan

nilai yang sama dengan pengakuan belanja. Penggantian

kembali uang persediaan tersebut diberikan sebesar jumlah

yang sama dengan pengakuan belanja

SP2D LS, pembayaran langsung dengan SP2D LS merupakan

proses pembayaran  yang langsung  membebani

anggaran/mengakui belanja secara definitif. Ketentuan belanja LS

berikut dokumen pendukung mengacu pada ketentuan peraturan

yang berlaku. Rekening - rekening belanja yang diajukan sesuai

dengan SPM akan segera dijurnal/diakui ke belanja yang

bersangkutan saat dokumen ini diterbitkan oleh BUD.

Kas yang dibayarkan kepada penerima sebesar jumlah yang

diminta  dikurangi  dengan potongan SPM jika ada,  untuk

potongan SPM akan secara otomatis dijurnal  ke  rekening

penerimaan perhitungan Fihak Ketiga ( PFK ) oleh BUD.
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@ Hal- hal yang harus diperhatikan dalam rangka penerbitan SP2D

antara lain :

a.SP2D merupakan dokumen yang dijadikan dasar pengakuan

belanja.

b.Jurnal pengakuan belanja dilakukan saat dokumen ini dibuat

sehingga penerbitan SP2D merupakan dasar pencatatan atas

semua transaksi belanja.

4.5TATA CARA PENCAIRAN UP/GU/TU/LS

Tata cara pencairan UP/GU/TU/LS dapat dilakukan dengan cara :

@ SP2D yang diterbitkan dapat langsung diserahkan ke Bank untuk

proses pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Bendahara Pengeluaran atau Rekening Pihak Ketiga.

@ SP2D yang telah diterbitkan oleh Kuasa BUD diserahkan ke

Pemegang Kas Daerah untuk dibuatkan Bilyet Giro (BG).

Untuk SP2D LS barang dan jasa dibuatkan dalam 2 BG antara

lain :

1 ( satu ) BG untuk diserahkan kepada pihak ketiga.

1 ( satu ) BG untuk pajak yang dipotong oleh BUD .

BG  yang  telah  diterbitkan  diserahkan  oleh  Bendahara

Pengeluaran kepada Bank untuk dilakukan transfer ke rekening

Bendahara Pengeluaran SKPD,

BG yang diterbitkan untuk pihak ketiga diserahkan kepada Bank

oleh pihak ketiga untuk dilakukan transfer ke rekening pihak

ketiga.
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4.6 PEMBUKUAN BBLANJA

a)  Buku-Buku Yang Digunakan

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan :

@ Buku Kas Umum (BKU)

@ Buku Pembantu BKU seperti :

Buku Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu Simpanan/Bank;

Buku Pembantu Panjar;

Buku Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Rincian Objek Belanja.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan

digunakan secara  bersamaan untuk membukukan satu

transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  bendahara

pengeluaran.

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam

melakukan pembukuan adalah :

. SP2D UP/GU/TU/LS

@ Bukti Transaksi yang sah dan lengkap

@ Dokumen-dokumen pendukung lainnya

Format Buku Penatausahaan Pengeluaran terdapat pada

halaman 330 sampai 336
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b) Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses

pencatatan transaksi  87penerimaan SP2D UP/GU ke dalam

BKU dan Buku Pembantu yang terkait. Proses pembukuan

dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D

UP/GU/TU dan BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar

jumlah yang tercantum di SP2D sebagai "penerimaan SP2D".

Apabila  atas  persetujuan  Pengguna Anggaran,  bendahara

pengeluaran  melakukan  pelimpahan  uang  persediaan  ke

bendahara pengeluaran pembantu maka pencatatan dilakukan

sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai "pelimpahan UP"

Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat

membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus

untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara

pembantu.

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur

diatas
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b. 1) Penatausahaan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
Uraian Bendahara Pengeluaran

2. Bendahara pengelual
menerima SP2D UP/GU/Tl]

3. Bendahara  pengeluaran
kemudian  melakukan
proses  pengisian  BKU
pada kolom penerimaan

4.Kemudian bendahara
pengeluaran  melakukan
proses  pengisian  Buku
Pembantu
Simpanan/Bank  pada
kolom penerimaan

5.Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku
Pembantu
Simpanan/Bank  yang
sudah ter-update

5P2D UP/GU/TU

Melakukan pengisian BKU

Melakukan pengisian Buku
Pembantu Simpanan/Bank

c 8uku Pembantu
Simpanan/Bank
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b.2)  Pembukuan Pergeseran Dana dari  Rekening Bank
Bendahara  Pengeluaran  ke  Kas  Tunai  Bendahara

Pengeluaran

Uraian Bendahara Pengeluaran

1. Bendahara  pengeluaran
menyiapkan bukti
pergeseran dana

2.Berdasarkan bukti
tersebut,  bendahara
pengeluaran mencatat di
BKU  pada  kolom
pengeluaran

3.Bendahara  pengeluaran
mencatat di  BKU pada
kolo, penerimaan. Jumlah
yang dicatat sama dengan
jumlah yang dicatat pada
kolom pengeluaran

4.Kemudian  Bendahara
pengeluaran mencatat di
Buku Pembantu
Simpanan/Bank  pada
kolom pengeluaran

5.Selanjutnya  Bendahara
pengeluaran mencatat di
buku pembantu kas tunai
pada kolom penerimaan

6.Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku
Pembantu  BKU  yang
sudah ter-update.

Melakukan pengisian BKU
pada kolom pengeluaran

Melakukan pengisian BKU
pada kolom pengeluaran

Melakukan pengisian Buku
Pembantu Sltnpanan/Bank

Metakukan pengisian Buku
Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu
Slmpanan/Bank

Buku Pembantu Kas
Tunai
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b.3). Pembukuan Pelimpahan Dana UP/GU ke Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uraian Bendahara
Pengeluaran

Bendahara
Pengeluaran
Pern bantu

1. Bendahara  Pengeluaran
melakukan transfer dana
ke  rekcning  bank
bendahara  pengeluaran
pembantu

2. Berdasarkan bukti
transfer, bendahara
pengehaaran mencatat di
BKU pada kolom
pengeluaran

3. Bendahara  pengeluaran
mencatat  di  Buku
Pembantu
Simpanan/Bank  pada
kolom pengeluaran

4. Bendahara  pengeluaran
pembantu mencatat
penerimaan di BKU

5. Bendahara  pengeluaran
pembantu mencatat
penerimaan  di  Buku
Pembantu
Simpanan/Bank

6. Hasil  dari  proses  ini
adalah BKU pembantu
dan Buku Pembantu BKU
yang terupdate

Proses
pergesera

Bukti transfer

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan
pengisian Buku

Melakukan
pertgisian BKU

c Butcu Pembantu
Simpanan/Bank
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c) Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat

kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam

melakukan  pembayaran.  Pertama  bendahara  melakukan

pembayaran  tanpa  melalui  panjar.  Kedua  bendahara

pengeluaran melakukan pembayaran ,elalui panjar terlebih

dahulu kepada PPTK.

@  Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran

membayar sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan.

Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas

tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara

pengeluaran.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK,

bendahara  melakukan  pembayaran.  Atas  pembayaran

tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan

sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja".

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening

bank,  bendahara  pengeluaran  melakukan  pembukuan

sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja"

Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak

atas transaksi  belanja di atas,  bendahara pengeluaran

melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong

sebagai "pemotongan PPh/PPN"

Ketika bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan

pajak,  bendahara  pengeluaran  melakukan  pembukuan

sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai "setoran

PPh/PPN"
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1) Pembukuan Belanja UP/GU/TU-Rekening Bendahara Pengeluaran

URAIAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Bendahara Pengeluaran
menyiapkan bukti belanja dan bukti
pembayaran yang terkait

2. Bendahara  pengelauran  kemudian
melakukan proses pengisian BKU
pada kolom pengeluaran

3. Bendahara pengeluaran melakukan
proses pengisian Buku Pembantu
Sim panan/ Bank pada kolom
pengeluaran

4. Kemudian  bendahara  pengeluaran
melakukan proses pengisian buku
pembantu rincian obyek belanja

5. Hasil akhir dari proses ini adalah
BKU dan Buku Pembantu BKU yang
sudah ter-update

Proses BelanjaUP/GUAU |

Buktl B*ati|.

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan
pengisian Suku

Pembantu

Melakukan
pengisian Buku

pern bantu

Buku Pembantu  j
Simpanan/Bank  |

@| Buku Pembantu
1 rincian
I Simpanan/Bank
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.2) Pembukuan Belanja UP/OU/TU-Kaa Tunai Bendahara Pengeluaran

URAIAN BENDAHARA PENGELUARAN

5 Belanja UP/GU/TU

1. Bendahara Pengeluaran
menyiapkan bukti belanja dan bukti
pembayaran yang terkait

2. Bendahara  pengelauran  kemudian
melakukan proses pengisian BKU
pada kolom pengeluaran

3. Bendahara pengeluaran melakukan
proses pengisian Buku Pembantu Kas
tunai pada kolom pengeluaran

4. Kemudian  bendahara  pengeluaran
melakukan proses pengisian buku
pembantu rincian obyek bclanja

5. Hasil akhir dari proses ini adalah
BKU dan Buku Pembantu BKU yang
sudah ter-update

Bukti BaTanja

Bukti Pembavaran

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan
pengisian Buku
Pembantu Kas
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Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan

pemberian  uang  panjar  kepada  PPTK  termasuk  didalamnya

pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK

untuk uang panjar yang diterimanya.

Proses  pembukuan  dimulai  ketika  bendahara  pengeluaran

memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana

(NPD),  memo  persetujuan  PA/KPA,  serta  bukti  pengeluaran

uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran mencatat

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan.

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang

panjar adalah sebagai berikut :

1.Bendahara  pengeluaran  menerima  bukti  belanja/bukti

pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai

bentuk  pertanggungjawaban  uang  panjar.  Setelah

pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran

mencatat pengembalian panjar.

2.Bendahara  Pengeluaran  kemudian  mencatat  belanja  yang

sebenarnya  terjadi  berdasarkan  pertanggungjawaban  yang

diberikan PPTK.

3.Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja

yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut.

4.Apabila uang panjar yang diberikan kecil daripada belanja yang

dilakukan,  bendahara pengeluaran membayar kekurangannya

kepada PPTK.
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c.3) Pembukuan Pemberian Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran

1. Bendahara pengeluaran menyiapkan

NPD,  memo  persetujuan,  bukti

pcmbayaran/bukti lainnya yang sah

2. Bendahara  pengeluaran  kemudian

melakukan proses pengisian BKU

pada kolom pengeluaran

3. Jika uang panjar diberikan melalui

kas  tunai,  maka  bendahara

pengeluaran  melakukan  proses

pengisian buku pembantu kas tunai

kolom pengeluaran

4. Jika uang panjar diberikan melalui

rekening  bank,  maka  bendahara

pengeluaran  melakukan  proses

pengisian buku pembantu

simpanan/Bank  pada kolom

pengeluaran

5. Kemudian  bendahara  pengeluaran

melakukan proses pengisian buku

pembantu  panjar  pada  kolom

pengeluaran

6. Hasil akhir dari proses ini

adalah  BKU  dan  buku

pembantu BKU yang audah ter-

update

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan pengisian
Buku pembantu kas

Melakukan pengisian
Buku pembantu kas

Melakukan pengisian
Buku pembantu
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p74) Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran menerima bukti

belanja/bukti pengeluaran uang lainnya

clari PPTK dan sejumlah uang yang

berasal dari sisa uang panjar

Bendahara  pengeluaran  kemudian

melakukan proses pengisian BKU pada

kolom penerimaan. Jumlah yang dicatat

sebesar jumlah uang  panjar  yang

pernah diberikan

Bendahara  Pengeluaran  melakukan

proses pengisian buku pembantu panjar

pada kolom penerimaan

Bendahara  Pengeluaran  mencatat

belanja di BKU pada kolom pengeluaran

sebesar yang diberikan kepada PPTK

Bendahara  Pengeluaran  mencatat

belanja pada buku pembantu perincian

obyek.

Proses selanjutnya adalah pencatatan

actual belanja yang dilakukan. Apakah

uang panjar kurang dari jumlah belanja

atau lebih dari uang belanja

IjBukti belanja

Melakukar̂ pengisian BKU

MelakukanfengisianBuku
Pern bantu Panjar

Melakukan pengisian Buku
Kas Umum
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:.5) Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran

I 9.

Jika uang panjar lebih besar dari pada

belanja maka PPTK wajib

mengembalikan  sisa  uang  panjar

tersebut,  Bendahara  Pengeluaran

mencatat  pengembalian uang panjar

dalam buku pembantu kas tunai atau

buku pembantu simpanan/bank pada

kolom penerimaan sejumlah sisa uang

panjar.

Jika uang panjar kurang dari belanja,

bendahara  pengeluaran  melakukam

pembayaran atas kekurangan tersebut

Bendahara Pengeluaran mencatat pada

buku pembantu kas tunai atau buku

pembantu  simpanan / bank  sejumlah

kekurangan uang panjar.

Hasil akhir dari proses ini adalah BKU

Bendahara dan Buku Pembantu BKU

Bendahara Pengeluaran yang sudah

terupdate

Melakukan pengisian Buku
Pembantu Kas Tunai atau

Buku Simpatian/Bank
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d) Pembukuan Belanja melalui LS

@ Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang

dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima

SP2D LS barang dan jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui

Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah

belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja

barang dan jasa"

Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan

barang  dan  jasa,  bendahara  pengeluaran  melakukan

pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai

"pemotongan PPh/PPN.

@ Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji  dan

Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima

SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna

Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto

(sebelum dikurangi  potongan)  sebagai  "belanja  gaji  dan

tunjangan''
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|d. 1) Penatausahaan Belanja SP2D LS Barang dan Jasa

Uraian Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

menerima SP2D LS barang dan

jasa  untuk  belanja  yang

dilakukan

Bendahara pengeluaran

kemudian  melakukan  proses

pengisian  BKU  pada  kolom

penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

melakukan  proses  pengisian

BKU pada kolom pengeluaran.

Tanggal dan jumlah yang dicatat

sama dengan tanggal dan jumlah

yang  dicatat  di  kolom

penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

melakukan  proses  pengisian

buku pembantu rincian objek

belanja

Hasil akhir dari proses ini adalah

BKU dan Buku Pembantu BKU

yang sudah ter-update

Proses Penerbftan SP2O
15 Barang dan Jasa

SP2D LS Barang
dan Jasa

Melakukan pengisian BKU

Melakukan pengisian Buku
pada kolom pengeluaran

Melakukan pengisian Buku
pembantu rincian objek belanja
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1̂.2) Penatausahaan Belanja SP2D LS Gaji

Uraian Bendahara Pengeluaran

2.

Bendahara Pengeluaran

menerima SP2D LS gaji untuk

belanja yang dilakukan

Bendahara pengeluaran

kemudian  melakukan  proses

pengisian  BKU  pada  kolom

penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

melakukan  proses  pengisian

BKU pada kolom pengeluaran.

Tanggal dan jumlah yang dicatat

sama dengan tanggal dan jumlah

yang  dicatat  di  kolom

penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

melakukan  proses  pengisian

buku pembantu rincian objek

belanja

Hasil akhir dari proses ini adalah

BKU dan Buku Pembantu BKU

yang sudah ter-update

Melakukan pengtsian Buku
pada kolom pengeiuaran

Melakukan pengisian Buku
pembantu nncian objek belanja
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4.7 PBRTANGGUNGJAWABAN DAN PBNYAMPAIANNYA

Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban

atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.

Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas :

1)Pertanggungjawaban Penggunaan Uang persediaan

2)Pertanggungjawaban penggunaan TU

3)Pertanggungjawaban administrative

4)Pertanggungjawaban fungsional

1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Bendahara  Pengeluaran  melakukan  pertanggungjawaban

penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang

disampaikan  adalah  Laporan  Pertanggungjawaban  Uang

Persediaan dan dilampiri dengan bukti - bukti belanja yang

sah.

Langkah - langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang

persediaan adalah :

@ Mengumpulkan bukti - bukti yang sah atas belanja yang

menggunakan uang persediaan termasuk bukti - bukti yang

dikumpulkan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu, jika

ada sebagian uang persediaan yang sebelumnya dilimpahkan

kepada bendahara pengeluaran pembantu.

@ Berdasarkan bukti - bukti yang sah tersebut bendahara

pengeluaran merekapitulasi  belanja ke dalam Laporan

Pertanggungjawaban  Uang  Persediaan  sesuai  dengan

program dan kegiatannya masing - masing.
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@ Laporan Pertanggungjawaban  Uang Persediaan tersebut

dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU

Format Laporan pertanggungjawaban Uang persediaan pada

halaman 337

2) Pertanggungjawaban Penggunaan TU

Bendahara  Pengeluaran  melakukan  pertangungjawaban

penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya habis/selesai

digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai

pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang

disampaikan adalah Laporan pertanggungjawaban Tambahan

Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti -

bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah - langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU

adalah sebagai berikut:

@ Bendahara Pengeluaran mengumpulkan bukti - bukti belanja

yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.

@ Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara

pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat

Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai

lampiran laporan pertanggungjawaban TU.

@ Berdasarkan bukti - bukti belanja yang sah dan lengkap

tersebut  dan  bukti  penyetoran  sisa  tambahan  uang

persediaan ( apabila tambahan uang persediaan melebihi

belanja  yang  dilakukan)  bendahara  pengeluaran

merekapitulasi belanja kedalam Laporan



Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai

dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada

awal pengajuan TU.

@ Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.

@ PPK  SKPD  kemudian  melakukan  verifikasi  atas

pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  bendahara

pengeluaran.

@ Pengguna Anggaran kemudian menandatangani  laporan

pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

@ Berdasarkan pengesahan SPJ TU, bendahara pengeluaran

membuat SPP nihil. Nilai SPP nihil adalah sebesar nilai

pengesahan pertanggungjawaban SPJ.

@ PPK SKPD melakukan verifikasi  atas  SPP nihil  dan

menyiapkan SPM Nihil. Berdasarkan SPM Nihil, maka BUD

menerbitkan SP2D nihil atas TU tersebut.

@ Dengan terbitnya SP2D Nihil maka penggunaan TU telah

diakui/disahkan pertanggungjawaban belanja -belanjanya

oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Format  Laporan  pertanggungjawaban  Tambahan  Uang

persediaan pada halaman 338
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f2. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

Uraian PA/KPA Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

menyiapkan bukti  setoran

sisa dana TU ke rekening kas

Umum Daerah dan bukti

belanja atas penggunaan TU

Bendahara pengeluaran

membuat laporan

pertanggungj awaban

penggunaan dana TU dan

menyampaikan ke PA/ KPA

melalui PPK SKPD

PPK  SKPD  melakukan

verifikasi atas

pertanggungjawaban  yang

disampaikan dan kemudian

memberikan kepada PA/KPA

untuk mendapatkan

pengesahan

PA/KPS melakukan proses

pengesahan laporan

pertanggungj awaban

penggunaan TUP

PA/KPA memberikan laporan

pertanggungjawaban  TUP

kepada Bendahara

Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

menyampaikan iaporan

pertanggungjawaban  TUP

dan  bukti  setor  kepada

BUD/Kuasa BUD

Buktf Setoran

Bukti setoran dan Lap

pertanggungjawaban

TUP
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3) Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administrative dibuat oleh bendahara

pengeluaran dan  disampaikan kepada  Pejabat  Pengguna

Anggaran  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.

Pertanggungjawaban administrative  tersebut berupa Surat

Pertanggungjawaban  (SPJ)  yang  menggambarkan jumlah

anggaran,  realisasi  dan sisa pagu anggaran baik secara

kumulatif  maupun  perkegiatan.  SPJ  ini  merupakan

penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pertanggungjawaban  administrative  berupa  SPJ  dilampiri

dengan :

@ Buku Kas Umum;

@ Laporan Pertanggungjawaban Kas;

@ SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administrative pada bulan terakhir tahun

anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan

tersebut. Pertanggungjawban tersebut harus dilampiri bukti

setoran sisa uang persediaan.

Langkah - langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ

bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

@ Bendahara Pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.

@ Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah -

jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU

dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku

Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja

perrincian obyek.
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@ Bendahara Pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi

tersebut  dengan  hasil  yang  ada  d  SPJ  Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

@ Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara

pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang

menjadi tanggungjawabnya.

@ Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ

bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke

PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.

@ Setelah  mendapatkan  verifikasi,  Pengguna  Anggaran

menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

Format  Laporan  penutupan  kas  bulanan  dan  Laporan

Pertanggungjawaban  Bendahara  Pengeluaran  (SPJ-Belanja

Administratif) pada halaman 340 sampai 341

4) Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban  fungsional  dibuat  oleh  bendahara

pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling

lambat tanggal  10 bulan berikutnya.  Pertanggungjawaban

fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

yang  merupakan  penggabungan dengan  SPJ  Bendahara

Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan :

@ Laporan Penutupan Kas;

@ Berita Acara Penutupan Kas;

@ Buku Kas Umum;

@ Buku Kas Tunai;

@ Buku Pembantu Simpanan/Bank;

@ Buku Pajak serta SSP;
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@ Rincian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;

@ Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek;

@ Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;

@ Surat Pengesahan Bendahara Pengeluaran ( SPJ Belanja).

@ Bukti - bukti belanja yang sah dan lengkap;

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun

anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan

tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan bukti

setoran sisa uang persediaan, sisa UYHD per 31 Desember

harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 10

Januari tahun berikutnya.

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

(SPJ Fungsional) pada halaman 342 sampai 343

Berikut adalah bagan alir pertanggungjawaban bendahara

pengeluaran
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5. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN PBHBANTU SKPD

a. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan

bendahara pengeluaran pembantu meliputi :

a)Tambahan Uang (TU)

b)Langsung (LS) Barang dan Jasa

Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan SPP TU

dan SPP LS pengadaan barang dan jasa karena untuk UP/GU dan

LS gaji hanya boleh dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Disamping membuat SPP bendahara pengeluaran pembantu juga

membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang

sudah diterima oleh bendahara pengeluaran pembantu.

a) SPP tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak,

yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu, dan

uang persediaan yang diberikan oleh bendahara pengeluaran

tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan

yang lain, maka bendahara  pengeluaran pembantu dapat

mengajukan SPP Tambahan Uang (TU). Batas jumlah pengajuan

SPP-TU harus  mendapat  persetujuan dari  PPKD dengan

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP TU ini  harus

dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus

disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1

(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas

umum daerah.  Ketentuan  batas  waktu  penyetoran  sisa

tambahan uang dikecualikan untuk :
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> Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

> Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali

KPA;

b) SPP Langsung (LS)

Bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-LS

Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD

berdasarkan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh PPTK.

b. PEMBUKUAN

Pembukuan Belanja  oleh  bendahara  pengeluaran  pembantu

menggunakan :

a) Buku Kas Umum (BKU)

b) Buku Pembantu BKU yang terdiri dari :

@Buku Pembantu Kas Tunai;

@Buku Pembantu Simpanan/Bank;

@Buku Pembantu Pajak;

@Buku Pembantu panjar;

@Buku Pembantu Rincian Objek Belanja.

Dalam pelaksanaannya,  tidak  semua dokumen  pembukuan

digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi

keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.

Pembukuan penerimaan SP2D TU dan Pelimpahan UP/GU

Pembukaun penerimaan SP2D TU merupakan proses pencatatan

transaksi penerimaan SP2D TU ke dalam BKU dan Buku Pembantu
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yang terkait.  Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara

pengeluaran pembantu menerima SP2D TU dari BUD/Kuasa BUD.

Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D

sebagai "penerimaan SP2D"

Atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran

pembantu melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara

pengeluaran pembantu.Atas dasar "pelimpahan UP: tersebut, maka

bendahara pengeluaran pembantu mencatat sebesar jumlah yang

dilimpahkan.

b. 1 Pembukuan Penerimaan SP2D TU
Uraian

1. Bendahara pengeluaran

pembantu menerima SP2D TU

2. Bendahara pengeluaran

pembantu kemudian
melakukan proses  pengisian
BKU pada kolom penerimaan

3. Kemudian bendahara
pengeluaran pembantu

melakukan  proses  pengisian
Buku Pembantu
SImpanan/Bank pada kolom
penerimaan

4. Hasil  akhir dari  proses ini
adalah  BKU  dan  Buku
Pembantu simpana/bank yang
sudah ter-update

Bendahara  Pengeluaran
Pembantu

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan
pengisian buku
pembantu

u Buku Pembantu
Simpanan/Bank
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b.2 Pembukuan Pelimpahan Dana UP/GU dari Bendahara Pengeluaran
Uraian Bendahara

Pengeluaran
Bendahara

Pengeluaran
Pembantu

. Bendahara  Pengeluaran
melakukan transfer dana
kc  rekening  bank
bendahara  pengeluaran
pembantu
Berdasarkan bukti
transfer, bendahara
pengeluaran mencatat di
BKU.

3. Bendahara  pengeluaran
mencatat  di  Buku
Pembantu
Simpanan/ Bank  pada
kolom pengeluaran

4. Bendahara  pengeluaran
pembantu mencatat
penerimaan di BKU

5.Bendaahara pengeluaran
pembantu mencatat
penerimaan di  Buku
Pembantu
Simpanan / Bank

Hasil  dari  proses  ini
adalah BKU pembantu
dan  Buku  pembantu
simpanan/bank yang ter-
update

Melakukan
pengisian BKI

Metakukan
penglslan buku
pembantu

Melakukan
pengisian BKU

kukanMelakultan
pengisiati buku
pembantu
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Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persedlaan

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat

kemungkinan 2  (dua)  cara  bagi  bendahara pengelauaran

pembantu dalam melakukan pembayaran. Pertama bendahara

melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua bendahara

pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih

dahulu kepada PPTK.

@  Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran

pembantu membayar sejumlah uang atas belanja yang telah

dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang

ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank

bendahara pengeluaran.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK,

bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran.

Atas  pembayaran  tersebut,  bendahara  pengeluaran

melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai

"belanja".

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening

bank,  bendahara  pengeluaran  melakukan  pembukuan

sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja"

Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak

atas transaksi belanja di atas,  bendahara pengeluaran

melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong

sebagai "pemotongan PPh/PPN"

Ketika bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan

pajak,  bendahara  pengeluaran  melakukan  pembukuan

sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai "setoran

PPh/PPN"
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Pembukuan Belanja UP/GU/TU-RekeninR Bendahara Pengeluaran Pembantu
Uraian Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara Pengeluaran pembantu
menyiapkan bukti belanja dan bukti
pembayaran yang terkait

2. Bendahara  pengeluaran pembantu
kemudian melakukan  proses
pengisian  BKU  pada  kolom
pengeluaran

3. Bendahara pengeluaran pembantu
melakukan proses pengisian Buku
Pembantu  Simpanan/Bank  pada
kolom pengeluaran

4. Kemudian  bendahara  pcngeluaran
pembantu  melakukan  proseB
pengisian buku pembantu rincian
obyek belanja

5. Hasil akhir dari proses ini adalah
BKU dan Buku Pembantu BKU yang
sudah ter-update

Melakukan
pengislan BKU

Melakukan
pengisian Buku

Pembantu
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c.2) Pembukuan Belanja UP/GU/TU-Kas Tunai  Bendahara Pengeluaran

Pembantu
Bendahara Pengeluaran

Pembantu

1. Bendahara Pengeluaran
pembantu  menyiapkan  bukti
belanja dan bukti pembayaran
yang terkait

2. Bendahara pengeluaran pembantu
kemudian  melakukan  proses
pengisian  BKU  pada  kolom
pengeluaran

3. Bendahara pengeluaran pembantu
melakukan proses pengisian Buku
Pembantu Kas tunai pada kolom
pengeluaran

4. Kemudian bendahara pengeluaran
pembantu  melakukan  proses
pengisian buku pembantu rincian

obyek belanja

5. Hasil akhir dari proses ini adalah
BKU dan Buku Pembantu BKU
yang sudah ter-update

Bukti Belanja

Bukti Pembayaran

Melakukan
pengisian BKU

Meiakukan
pengisian Buku
Pembantu Kas

Melakukan
pengisian 6uku

pembantu
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Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan  atas  uang  panjar  merupakan proses pencatatan

pemberian  uang  panjar  kepada  PPTK  termasuk didalamnya

pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK

untuk uang panjar yang diterimanya.

Proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran pembantu

memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana

(NPD),  memo  persetujuan  PA/KPA,  serta  bukti  pengeluaran

uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran pembantu

mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan.

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang

panjar adalah sebagai berikut:

1. Bendahara  pengeluaran  menerima  bukti  belanja/bukti

pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai

bentuk  pertanggungjawaban  uang  panjar.  Setelah

pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran

mencatat pengembalian panjar.

2. Bendahara  Pengeluaran  kemudian  mencatat  belanja  yang

sebenarnya  terjadi  berdasarkan  pertanggungjawaban  yang

diberikan PPTK.

3. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja

yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut.

4. Apabila uang panjar yang diberikan kecil daripada belanja yang

dilakukan, bendahara pengeluaran membayar kekurangannya

kepada PPTK.
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c.3) Pembukuan Pemberian Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran Pern bantu

1. Bendahara  pengeluaran  pembantu

menyiapkan NPD, memo persetujuan,

bukti pcmbayaran/bukti lainnya yang

sah

2. Bendahara  pengetuaran  pembantu

kemudian melakukan proses pengisian

BKU pada kolom pengeluaran

3. Jika uang panjar diberikan melalui kas

,  tunai, maka bendahara pengeluaran

pembantu melakukan proses pengisian

buku pembantu kas tunai kolom

pengeluaran

4. Jika uang panjar diberikan melalui

rekening  bank,  maka  bendahara

pengeluaran  melakukan  proses

pengisian buku pembantu

simpanan/Bank  pada kolom

pengeluaran

5. Kemudian  bendahara  pengeluaran

melakukan proses pengisian buku

pembantu  panjar  pada  kolom

pengeluaran

6. Hasil akhir dari proses ini adalah

BKU dan buku pembantu BKU

yang sudah ter-update

Melakukan
pengisian BKU
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;.4) Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Bendahara Pengeluaran pembantu

menerima  bukti  belanja/bukti

pengeluaran uang lainnya dari PPTK

dan sejumlah uang yang berasal

dari sisa uang panjar

Bendahara pengeluaran pembantu

kemudian  melakukan  proses i

pengisian  BKU  pada  kolom

penerimaan. Jumlah yang dicatat

sebesar jumlah uang panjar yang

pernah diberikan

Bendahara Pengeluaran pembantu

melakukan proses pengisian buku

pembantu  panjar  pada  kolom

penerimaan

Bendahara Pengeluaran pembantu

mencatat belanja di BKU pada

kolom pengeluaran sebesar yang

diberikan kepada PPTK

Bendahara Pengeluaran pembantu

mencatat  belanja  pada  buku

pembantu perincian obyek.

Proses selanjutnya adalah

pencatatan  actual  belanja yang

dilakukan.  Apakah  uang panjar

kurang dari jumlah belanja atau

I lebih dari uang belanja

0Bukti belanja

Melakukan pengisian BKU

Melakukan pengisian Buku
Pembantu Panjar

Melakukan pengisian Buku
KasUmum

Melakutcan pengtsian Buku
Pembantu Perincian obyek
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|c.5) Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Jika uang panjar lebih besar dari

pacla belanja maka PPTK wajib

mengembalikan sisa uang panjar

tersebut,  Bendahara Pengeluaran

pcmbantu mencatat pengembalian

uang panjar dalam buku pembantu

kas tunai atau buku pembantu

simpanan / bank  pada  kolom

penerimaan sejumlah  sisa uang

panjar.

Jika uang panjar kurang dari

belanja,  bendahara  pengeluaran

pembantu melakukam pembayaran

atas kekurangan tersebut

Bendahara Pengeluaran mencatat

pada buku pembantu kas tunai atau

buku  pembantu  simpanan/bank

sejumlah kekurangan uang panjar.

Hasil akhir dari proses ini adalah

BKU  Bendahara  dan  Buku

Pembantu BKU Bendahara

Pengeluaran yang sudah terupdate

K+rai^

Melakukan pengisian Buku
Pembantu Kas Tunai atau

Buku Simpanan/Bank
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Pembukuan Belanja melalui LS

@ Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang

dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima

SP2D LS barang dan jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui

Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah

belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja

barang dan jasa"

Terhadap Unformasi potongan pajak terkait belanja pengadaan

barang  dan  jasa,  bendahara  pengeluaran  melakukan

pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai

"pemotongan PPh/PPN.
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î.l) Penatausahaan Belanja SP2D LS Barang dan Jasa

Uraian Bendahara Pengeluaran
Pembantu

5.

Bendahara  Pengeluaran  pembantu

menerima SP2D LS barang dan jasa

untuk belanja yang dilakukan

Bendahara  pengeluaran  pembantu

kemudian  melakukan  proses

pengisian  BKU  pada  kolom

penerimaan.

Bendahara  Pengeluaran  pembantu

melakukan proses  pengisian  BKU

pada kolom pengeluaran.  Tanggal

dan  jumlah  yang  dicatat  sama

dengan tanggal  dan jumlah yang

dicatat di kolom penerimaan.

Bendahara  Pengeluaran  pembantu

melakukan proses pengisian buku

pembantu rincian objek belanja

Hasil akhir dari proses ini adalah

BKU dan Buku Pembantu BKU yang

sudah ter-update

Proies Penerbitan SP2O
LS Barang dan Jasa

SP2D LS Barang
dan Jasa

Melakukan pengisian BKU

Melakukan pengisian Buku
pada kolom pengeluaran

Melakukan pengisian Buku
petnbantu rtncian objek belanja
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c. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses

pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan

oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan

APBD.  Proses  ini  merupakan proses  lanjutan  dari  proses

pembukuan  pengeluaran.  Pertanggungjawaban  bendahara

pengeluaran pembantu terdiri dari :

a) Pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan

Bendahara Pengeluaran pembantu melakukan

pertangungjawaban  penggunaan  TU  apabila  TU  yang

dikelolanya habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu

kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak

TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang

disampaikan adalah Laporan pertanggungjawaban Tambahan

Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti -

bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah - langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU

adalah sebagai berikut:

@ Bendahara Pengeluaran pembantu mengumpulkan bukti -

bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang

persediaan.

@ Apabila terdapat TU yang lidak digunakan bendahara

pengeluaran pembantu melakukan setoran ke Kas Umum

Daerah.  Surat  Tanda  Setoran  atas  penyetoran  itu

dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban

TU.

@ Berdasarkan bukti - bukti belanja yang sah dan lengkap

tersebut  dan  bukti  penyetoran  sisa  tambahan  uang
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persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi

belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran pembantu

merekapitulasi belanja kedalam Laporan

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai

dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada

awal pengajuan TU.

@ Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.

@ PPK  SKPD  kemudian  melakukan  verifikasi  atas

pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  bendahara

pengeluaran.

@ Pengguna Anggaran kemudian menandatangani  laporan

pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.
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3.a.

1.

2.

3.

5.

6.

PertanggungjawabanPenggunaanTU

Uraian

Bendahara Pengeluaran

Pembantu menyiapkan bukti

setoran sisa dana TU kc

rekening kas Umum Daerah

dan bukti belanja atas

penggunaanTU

Bendahara pengeluaran

Pembantu membuat laporan

pertanggungjawaban

penggunaan dana TU dan

menyampaikan ke PA/KPA

melaluiPPKSKPD

PPKSKPDmelakukanverifikasi

atas pertanggungjawaban yang

disampaikan dan kemudian

memberikan kepada PA/KPA

untuk mendapatkan

pengesahan

PA/KPS melakukan proses

pengesahan laporan

pertanggungjawaban

penggunaanTUP

PA/KPA memberikan laporan
pertanggungjawaban TUP
kepadaBendaharaPengeluaran
Pembantu

Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyampaikan
laporan pertanggungjawaban
TUP dan bukti setor kepada
BUD/KuasaBUD

PA/KPA

1 BuktiSetoran

L 1 BuktiBelanja

I LapPenggunaan
TUP

1
Proses
pengesahan

?
BuktiSetoran

LJ BukrlBelanja
1 LapPenggunaan
1 TUP
t @"

PPKSKPD

| BuktiSetoran

L| Butt)Belanja |
LapPenggunaan 1

TUP

y^Apakah ŝ.
*s. disetujui? j?~

Y

1 BuktiSetoran

LI BuktiBelanja |

1 LapPenggunaan
TUP

BendaharaPengeluaran
Pembantu

rr~ 1
aukttsetoran |

Belanja
L -~~~'

I
| BuktiSetoran

[1 BuktiBelanja

LapPenggunaanTUP 1

I"""

I ruktiSetoran

1 1 BuktiBelanja |

LapPenggunaan
TUP

Bukti setoran dan

pertanggungjawaban

TUP



b) Pertanggungjawaban fungsional

Pertanggungjawaban  fungsional  dibuat  oleh  bendahara

pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling

lambat  tanggal  5  bulan  berikutnya.  Pertanggungjawaban

fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

dilampiri dengan :

@ Buku kas Umum

@ Laporan Penutupan Kas

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun

anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari

kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut

dilampiri bukti setor sisa uang persediaan.
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6. PBNATAVSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SERTA

PENYAMPAIANNYA

a. PENGAJUAN SURAT PBRMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan

bendahara  pengeluaran  PPKD  adalah  untuk  melakukan

pengeluaran/belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Dalam

proses ini bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP-LS

PPKD.

SPP-LS PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD

seperti belanja hibah, belanja bunga dan belanja tak terduga. SPP-LS

PPKD ini disusun oleh bendahara pengeluaran PPKD.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan

sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, selain dari dokumen SPP-

LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain :

> Surat Keputusan Kepala Daerah tentang belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bunga dan belanja tak terduga;

> NPHD untuk belanja hibah;

> Proposal pengajuan dana; dan

> Lampiran lain yang diperlukan.

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP-LS

PPKD yang telah disiapkan. Disamping membuat SPP, bendahara

pengeluaran PPKD juga membuat register untuk SPP yang diajukan,

SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.



b. PEMBUKUAN BELANJA PPKD

Pembukuan  bendahara  pengeluaran  PPKD merupakan  proses

pencatatan SP2D LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku

Pembantu yang terkait.  Pembukuan dimulai  ketika bendahara

pengeluaran PPKD menerima SP2D LS PPKD dari BUD/Kuasa BUD

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembukuan bendahara

pengeluaran PPKD adalah :

a. Buku Kas Umum (BKU)-Bendahara Pengeluaran PPKD

b. Buku Pembantu BKU-Bendahara Pengeluaran PPKD yang terdiri

dari Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek-bendahara

pengeluaran PPKD

Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang diterima

adalah sebagai berikut:

a. Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU-

Bendahara pengeluaran PPKD dan Buku rekapitulasi pengeluaran

per objek.

b. Terhadap  SP2D LS  PPKD yang  diterima oleh  bendahara

pengeluaran PPKD, transaksi tersebut dicatat di BKU-bendahara

pengeluaran PPKD. Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor.

Kemudian bendahara pengeluaran  PPKD mencatat  di  BKU

bendahara pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar

jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan.

c. Terhadap  semua  belanja  yang  dilakukan  oleh  bendahara

pengeluaran  PPKD  selain  dicatat  pada  BKU-bendahara

pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga perlu dicatat di

Buku Pembantu rincian per objek.
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2) Pembukuan Belanja SP2D LS PPKD
Uraian Bendahara Pengeluaran

PPKD

1. Bendahara pengeluaran PPKD
menerima SP2D LS  PPKD
untuk belanja yang dilakukan

2. Bendahara pengeluaran PPKD
kemudian melakukan proses

pengisian  BKU-Bendahara
Pengeluaran  PPKD  pada
Kolom penerimaan

3.Bendahara pengeluaran PPKD

kemudian melakukan proses
pengisian  BKU-bendahara
pengeluaran  PPKD  pada
kolom pengeluaran. Tanggal

dan jumlah yang dicatat sama
dengan tanggal dan jumlah
yang  dicatat  di  kolom
penerimaan

4.Bendahara pengeluaran PPKD
melakukan proses pengisian

buku rekapitulasi
pengeluaran  per  rincian
objek-bendahara pengeluaran

PPKD

5.Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU-bendahara
pengeluaran PPKD dan Buku
Pembantu  BKU-Bendahara

Pengeluaran PPKD

Melakukan penglsian
BKU Bendhra
Pengeluaran PPKD pada

Melakukan pengtsian
BKU Bendahara
Pengeluaran PPKO pa da

Melakufcan peng&an
BKU Bendahara
Pengeluaran PPKD pa da

BKU Bendahara
Peneeluaran PPKO

Buku rekapitulasi
perinclan pengeluaran
per-objek-pengeluaran
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c.  PERTANGGUNGJAWABAN

Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungjawaban

atas  pengelolaan  fungsi  kebendaharaan  yang  berada  dalam

tanggungjawabnya  setiap  tanggal  10  bulan  berikutnya.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan

pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah

Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Dokumen SPJ tersebut dilampirkan dengan :

a. Buku kas Umum (BKU)- bendahara pengeluaran PPKD

b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek-bendahara pengeluaran

PPKD yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas

pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam

ringkasan pengeluaran per rincian objek dimaksud.

Disamping  laporan  pertanggungjawaban  diatas  bendahara

pengeluaran PPKD membuat register untuk SPP yang diajukan serta

SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Langkah-langkah  dalam  membuat  dan  menyampaikan  SPJ

bendahara PPKD adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan BKU-bendahara PPKD dan buku pembantu BKU

lainnya,  bendahara pengeluaran  PPKD membuat  SPJ  atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

b. Dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya

tersebut kemudian diberikan ke PPK SKPKD untuk melakukan

verifikasi.

c. Setelah mendapat verifikasi, dokumen SPJ bendahara pengeluaran

PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diberikan ke PPKD

untuk mendapatkan pengesahan.
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Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD

Uraian PPKD

1. Berdasarkan BKU
Pengeluaran  PPKD,  dan
Buku  Pembantu  BKU
pengeluaran PPKD,
Bendahara pengeluaran
PPKD  membuat  SPJ
Bendahara Pengeluaran
PPKD

Bendahara pengeluaran
PPKD  menyerahkan  SPJ
bendahara pengeluaran
PPKD kepada PPKD melalui
PPK SKPKD

3. PPK  SKPKD  melakukan
verifikasi  atas  SPJ  yang
disampaikan dan kemudian
memberikan kepada PPKD
untuk mendapatkan
pengesahan

k. PPKD melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis atas
SPJ bendahara pengeluaran

|  PPKD yang disampaikan

Selanjutnya PPKD
melakukan pengesahan atas
SPJ yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran
PPKD
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D. PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DABRAH

Bendahara umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah

yang  berada  dalam  pengelolaannya.  Bendahara  Umum  Daerah

menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah.  Dokumen-

dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi

pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan

BUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk :

a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b. Rekonsiliasi Bank

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala

Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya

Disamping laporan-laporan diatas Bendahara Umum Daerah membuat

register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang diterbitkan.

Format dokumen laporan terdapat pada halaman 344 sampai dengan

347

Bendahara Umum Daerah menyusun pertanggungjawabannya setiap hari

dalam bentuk Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian.

Langkah-langkah dalam menyusun Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi

Kas harian adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti lainnya yang

sah), setiap hari BUD menyususn laporan posisi kas harian.

b. BUD menerima rekening koran dan Bank setiap hari untuk transaksi

satu hari sebelumnya.
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c. Berdasarkan rekening koran dan laporan posisi kas harian BUD

menyususn rekonsiliasi bank.

d. Rekonsiliasi bank disusun dengan cara membandingkan saldo kas di

Bank menurut rekening koran dengan saldo kas di Bank menurut

laporan posisi kas harian.

e. Laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank tersebut diserahkan

kepada Kelapa Daerah hari pertama setiap minggunya.

Berikut adalah bagan alir  pertanggungjawaban Bendahara Umum

Daerah
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Pertanggunaawaban Bendahara Umum Daerah
Uraian

1. Bendahara  Uraum  daerah
mengumpulkan semua bukti-
bukti transaksi yang terjadi
dalam satu hari.

2. Berdasarkan bukti-bukti yang
ada Bendahara Umum Daerah
menyusun laporan posisi kas
harian

3. Laporan posisi kas harian akan
dijadikan  dasar penyusunan
rekonsiliasi bank

4. BUD menerima rekening koran
dari bank setiap hari untuk
transaksi satu hari sebelumnya

5. BUD menyusun Rekonailiasi
Bank dengan membandingkan
saldo kas pada laporan posisi
kas harian dan saldo kas
rekening koran

6. BUD  menyerahkan  laporan
1  posisi kas harian kepada Kepala

Daerah setiap hari pertama
kcrja setiap miinggunya

I SP2D/STS/BuktJ
I lalnnyayang sah

Pembuatan
rekorwlllasl Bank
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E.  PENBRTCBAN PEMOTONGAN,  PENYETORAN DAN PENCATATAN

PAJAK.

a. Ketentuan Pemotongan Pajak.

Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN

mengacu pada aturan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten

Bengkayang dapat membuat peraturan daerah mengenai belanja yang

kena pajak, untuk menambah pendapatan daerah.

b. Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran :

1) Pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan

membuat SSP dan faktur pajak atas setiap pembayaran barang

kena pajak dan/atau jasa kena pajak.

2) Faktur pajak tersebut disesuaikan dengan ketentutan perpajakan

yang berlaku dibuat dalam rangkap 3 (tiga )

Lembar kesatu untuk bendaharawan

Lembar kedua arsip PKP rekanan

Lembar ketiga untuk KPP

3) SSP sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diisi dengan

membubuhkan  NPWP  serta  identitas  rekanan/bendahara

pemungut dan mengisi kode MAP sesuai dengan jenis pemotongan

pajak menurut ketentuan perpajakan yang berlaku dibuat dalam

rangkap 5 (lima )

@ Lembar kesatu untuk PKP rekanan

@ Lembar kedua untuk KPP melalui Bank/Pos

@ Lembar ketiga untuk lampiran SPT masa PPN

@ Lembar keempat untuk Bank Persepsi/Pos dan Giro

@ Lembar kelima sebagai arsip bendaharawan



4) NPWP rekanan harus berdomisili di Kabupaten Bengkayang

5) SSP tersebut sah apabila telah dibubuhi tandatangan dan telah

dicap oleh Bank persepsi atau Kantor Pos sebagai bukti bahwa

pajak tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

6) Pajak yang telah dipungut harus disetorkan ke kas Negara melalui

Bank Persepsi/pos dan giro di tahun berjalan sehingga tidak ada

pajak yang terhutang.

7) Untuk PPN Penyetoran dilakukan selambat - lambatnya tanggal 7

bulan takwim berikutnya setelah Masa pajak berakhir jika tanggal

7 bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada

hari kerja berikutnya.

8) PPH Pasal 22 penyetoran dilakukan di hari yang sama.

9) PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) penyetoran

dilakukan selambat - lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

10) Ketelambatan setor dikenakan sanksi bunga sesuai ketentuan yang

berlaku dalam peraturan perpajakan.

c.  Pelaporan Pajak.

Pemungutan pajak yang telah dilakukan wajib dilaporkan oleh

Bendahara ke KPP tempat dimana Bendahara terdaftar. Pelaporan

dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Untuk PPh Pasal 22 ( Bendahara Jselambat - lambatnya 14 (empat

belas) hari kerja setelah masa pajak berakhir dalam hal tanggal 14

jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja

sebelumnya.

b. Untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat ( 2)

selambat -  lambatnya  dilaporkan pada  tanggal  20  bulan

berikutnya.

c. Keterlambatan lapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang

berlaku dalam peraturan perpajakan.
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d. Pencatatan Pajak

Pajak yang telah dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran

wajib dicatat dalam buku pajak SKPD dengan ketentuan :

@ Pajak yang dipungut dicatat pada sisi pemotongan di Buku pajak.

@ Pencantuman tanggal pungut pada buku pajak sesuai dengan

tanggal transaksi belanja untuk barang kena pajak dilakukan.

@ Pajak yang telah disetorkan dicatat pada sisi penyetoran.

@ Pencantuman tanggal penyetoran pada buku pajak sesuai dengan

tanggal validasi SSP yang dilakukan oleh Bank persepsi/Kantor

Pos.

@ Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan terhadap

pajak yang dipungut dan disetorkan oleh bendahara, pada SSP

sisi kanan atas wajib dicantumkan nomor sesuai dengan nomor

unit pada buku pajak.



F. PEDOMAN PERSYARATAN DOKUMEN YANG VALID DAN AKUNTABEL
UNTUK PBRTANGQUNGMWABAN KEUANGAN DAERAH

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan akan menekankan pada

bahasan bagaimana menyiapkan laporan keuangan sehingga laporan

keuangan tersebut dapat disajikan dengan akurat dan menampilkan data

dan dokumen yang valid dan akuntable,  dasar pembuatan laporan

keuangan adalah surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ)

serta bukti - bukti pendukung yang sah, berikut adalah bukti - bukti yang

sah yang harus dilampirkan dalam surat pertanggungjawaban bendahara

sesuai dengan belanja yang dilakukan:

1. Untuk Belanja Pegawai/Personalia yang meliputi :

Belanja Gaji, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan

Beras dan Tunjangan PPh harus dilengkapi Daftar Gaji.

- Tunjangan  Kesejahteraan  harus  dilengkapi  oleh  SK Bupati

Bengkayang, Daftar Kesejahteraan Pegawai yang telah ditanda

tangani oleh Pegawai yang bersangkutan dan dikenakan Pajak bagi

Pegawai Golongan IV, HI dan Tenaga Honorer sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. Untuk Belanja Beasiswa,  Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

dilengkapi dengan :

- Rekomendasi /Surat Tugas Bupati tentang Tugas Belajar

- SK Bupati Bengkayang yang memuat Besaran Biaya pertahun atau

perpaket bagi Pegawai yang mendapatkan Biaya Tugas Belajar

Ikatan Dinas yang berjenjang

- Kwitansi adalah tanda terima dari Pegawai yang berhak sesuai

dengan Lampiran SK Bupati Bengkayang.

3. Untuk Belanja Pelatihan dan Kursus Ketrampilan dilengkapi dengan :

Harus terprogram dalam satu tahun jenis - jenis pelatihan dan

kursus ketrampilan yang harus diikuti



Fax/ surat pemberitahuan diadakan Pelatihan/kursus ketrampilan

- Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala

Dinas berikut lampiran belakang yang ditandatangani oleh pejabat

yang dikunjungi.

- Kwitansi setoran Pelatihan/kursus ketrampilan.

- Fotocopy Sertifikat Pelatihan atau Kursus Ketrampilan yang diikuti.

- Besaran  Biaya  Perjalanan  Dinas  untuk  Pelatihan/kursus

ketrampilan mengacu pada standar Perjalanan Dinas.

4. Belanja alat listrik dan elektronik, ATK, Penggandaan, Peralatan

pembersih dan bahan pembersih, Belanja penggantian suku cadang

harus dilengkapi dengan :

Harga barang sesuai dengan standar harga barang yang ditetapkan

oleh SK Bupati Bengkayang.

- Surat Pesanan dan Surat Tagihan/SPK yang besarannya sesuai

dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang

berlaku.

- Kwitansi pembayaran

- Bukti setoran Pajak berupa SPP untuk barang yang kena pajak.

5. Belanja pengisian tabung kebakaran, gas dan belanja perangko,

materai dan benda pos lainnya, BBM harus dilengkapi dengan :

- Surat Pesanan Barang dan Surat Tagihan

- Kwitansi pembayaran

6. Belanja Makan minum dilengkapi dengan :

- Harga barang sesuai dengan standar harga barang yang ditetapkan

oleh SK Bupati Bengkayang;

- Surat Pesanan dan Surat Tagihan/ SPK yang besarannya sesuai

dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang

berlaku.
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Pengenaan pajak untuk makan minum sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk PPh 23 dan Pajak daerah.

Bukti penyetoran pajak berupa SSP yang telah ditandatangani oleh

Bank persepsi/kantor pos.

Bukti setor pajak daerah yang telah ditandatangani oleh Bank.

Kwitansi pembayaran.

7. Belanja Sewa dilengkapi dengan :

Surat perjanjian sewa;

Surat Tagihan, kwitansi pembayaran dan dikenakan pajak sesuai

aturan perpajakan yang berlaku;

- Bukti penyetoran pajak berupa SSP yang telah ditandatangani oleh

Bank persepsi/kantor pos.

Kwitansi pembayaran.

8. Belanja listrik, Telepon, dan Air harus dilengkapi dengan :

Belanja yang dibayar adalah belanja riil keperluan Kantor bukan

yang lainnya.

- Kwitansi ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan (pihak

listrik, telepon dan air).

9. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan, Uang Lembur PNS dan

Uang Lembur Non PNS harus dilengkapi dengan :

SK/Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris

Daerah Kabupaten Bengkayang jika kegiatan yang dilaksanakan

lintas SKPD,

- SK Kepala SKPD/Surat Tugas jika kegiatan yang dilaksanakan

hanya dilingkup SKPD yang bersangkutan,

Daftar nama Pegawai yang menerima honorarium dan uang lembur

yang ditandatangani oleh PPTK dan diketahui oleh Pengguna

Anggaran dan dikenakan Pajak sesuai aturan perpajakan yang

berlaku.

Untuk uang lembur dan Honorarium Tim besarannya sesuai

dengan SK Bupati Bengkayang yang dilengkapi dengan surat tugas,
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daftar hadir lembur berikut jam lembur  daftar lembur dan

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK.

Bukti penyetoran pajak berupa SSP yang telah ditandatangani oleh

Bank persepsi/kantor pos.

10.Honorarium Peserta dilengkapi dengan:

daftar nama serta tanda tangan peserta yang menerima dan

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bukti penyetoran pajak berupa SSP yang telah ditandatangani oleh

Bank persepsi/kantor pos.

Kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK

11.Upah  Tukang/tukang  tebas/Honorarium  Pegawai  tidak  tetap

dilengkapi dengan Surat Tugas, daftar nama serta tanda tangan yang

menerima dan kwitansi yang ditandatangani oleh PPTK.

12.Belanja Cetak dan Fotocopy harus dilengkapi dengan :

Harga harus sesuai dengan standar harga barang yang ditetapkan

oleh SK Bupati Bengkayang

- Surat Pesanan dan Surat Tagihan/SPK yang besarannya sesuai

dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang

berlaku.

Kwitansi Pembayaran.

Bukti penyetoran pajak berupa SSP yang telah ditandatangani oleh

Bank persepsi/kantor pos.

13.Belanja Pakaian Dinas harus dilengkapi dengan :

- Harga barang harus sesuai dengan standar harga barang yang

berlaku.

Kwitansi pembayaran.

Surat Pesanan dan Surat Tagihan/ SPK yang besarannya sesuai

dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang

berlaku.

- Bukti penyetoran pajak berupa SSP yang telah ditandatangani oleh

Bank persepsi/kantor pos.
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14.Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan :

- SPPD dan Surat Tugas

- Berdasarkan Standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh

SK Bupati Bengkayang

Laporan Perjalanan Dinas

Kwitansi diterima oleh pegawai yang bersangkutan

15. Untuk belanja yang bersifat LS barang dan jasa kelengkapannya

sesuai dengan Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa
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PEMERINTAH KABUPATEN BENOKAYANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - PPKD LAPORAN
RBALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Untuk Tahun Yang

Berakhir Sampai Dengan Tahun 20X1
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No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Uraian

PENDAPATAN-LRA
PENDAPATAN ASLIDAERAH(PAD)-LRA

PendapatanPajakDaerah-LRA

PendapatanRetribusiDaerah-LRA

PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyang

Lain-lainPADyangSah-LRA

JumlahPendapatanAsliDaerah(3s.d.6)

PENDAPATANTRANSFER-LRA
PendapatanTransferPemerintahPusat-LRA

BagiHasilPajak-LRA
BagiHasilSumberDayaAlam-LRA

DanaAlokasiUmum(DAU)-LRA

DanaAlokasiKhusus(DAK)-LRA

jumlahPendapatanTransferPemerintahPusat-LRA
(11s.d. 14)

PendapatanBagihasilLalnnya-LRA

PendapatanBagiHasilPajak-LRA

PendapatanBagiHasilLainnya-LRA

JumlahPendapatanBagiHasilLainnya-LRA(18s.d.

JumlahPendapatanTransfer(15+20)

LAIN-LAINPENDAPATAN DAERAHYANGSAH-LRA
PendapatanHibahdariPemerintahPusat-LRA

PendapatanLainnya-LRA
JumlahLain-lainPendapatanDaerahYangSah(24s.d.25)

JUMLAHPENDAPATAN-LRA(7+21+26)

BELANJA
BELANJAOPERASI

BelanjaPegawai

BelanjaBarangdanJasa

BelanjaBunga
BelanjaSubsidi

BelanjaHibah
BelanjaBantuanSosial
JumlahBelanjaOperas!(31s.d.36)

Anggaran Realisasi



296

No

39
40
41
42
43
44
45"

46
47
48

~"4<T

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

'"66

67
68
69
70
71

Uraian

BELANJATAKTERDUQA
BelanjaTakTerduga

JumlahBelanjaTakTerduga(40)
JUMLAHBELANJA(37+41)

TRANSFER
TRANSFERBAGIHASILPENDAPATAN

TransferBagiHasilPajak

TransferBagiHasiiPendapatanLainnya

JumlahTransferBagiHasilPendapatan(46s.d.47)

JUMLAHTRANSFER(48)
JUMLAHBELANJADANTRANSFER(42+50)

SURPLUS/DEFISIT(27-51)

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PenggunaanSiLPA

PencairanDanaCadangan
HasilPenjualanKekayaanDaerahyangDipisahkan

PinjamanDalamNegeri

PenerimaanKembaliPiutang

PenerimaanKembaliInvestasiDanaBergulir

JumlahPenerimaanPembiayaan(56s.d.61)

PembentukanDanaCadangan

PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri

PemberianPinjamanDaerah

JumlahPengeluaranPemblayaan(65s.d.67)

PEMBIAYAANNETTO(62-68)

SISALEBIHPEMBIAYAAN ANOOARAN(52+69)

Anggaran Realisasl



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - PPKD
Untuk Tahun Tang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20X1
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No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Uraian

KEGIATANOPERASIONAL
PBNDAPATAN-LO
PENDAPATANASLIDAERAH(PAD)-LO

PendapatanPajakDaerah-LO
PendapatanRetribusiDaerah-LO
PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan-LO
Lain-lainPADyangSah-LO
JumlahPendapatanAsliDaerah-LO(4 .d.7)

PBNDAPATANTRANSFER-LO
PendapatanTransferPemerlntahPusat-LO

BagiHasilPajak-LO
BagiHasilSumberDayaAlam-LO
DanaAlokasiUmum(DAU)-LO
DanaAlokasiKhusus(DAK)-LO
JumlahPendapatanTransferPemerlntahPusat-LO(11s.d.14)

PendapatanTransferPemerlntahPusat-Lainnya-LO
DanaOtonomiKhusus-LO
DanaPenyesuaian-LO
DanaDarurat-LO
JumlahPendapatanTransferPemerlntahPusat-Lainnya-LO

PendapatanTransferPemerlntahDaerahLainnya-LO
PendapatanBagiHasilPajak-LO
PendapatanBagiHasilLainnya-LO
JumlahPendapatanTransferPemerintahDaerahLainnya-LO

BantuanKeuangan-LO
BantuanKeuangandariPemerintah DaerahLainnyayangBersifat
Umum-LO
BantuanKeuangandariPemerintah DaerahLainnyayangBersifat
Khusus-LO
JumlahBantuanKeuangan-LO(26s.d.27)

TotalPendapatanTransfer115+20+24+28)
LAIN-LAINPENDAPATANYANGSAH-LO

PendapatanHibah-LO
PendapatanLainnya-LO
TotalLain-lainPendapatanDaerahYangSah(31s.d.32)

TOTALPENDAPATAN-LO18+29+331

BEBAN
BEBANOPERASI-LO

BebanPegawai
BebanBarang
BebanBunga
BebanSubsidi
BebanHibah
BebanBantuanSosial
BebanPenyusutan
BebanPenyisihanPiutang
BebanLain-lain
JumlahBebanOperas!(38s.d.46)

Jumlah



298

No

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

_S9_
60
61
62
63
64
65
66
67
68

70~

71
72
73
74
75

"76

77
78
79
80
81
82
83
84

Uraian

TransferBantuanKeuansankePemerintahDaerahLainnya
TransferBantuanKeuangankeDesa
TransferBantuanKeuanRanLainnya
JumlahBebanTransfer(49*.d.S3)

TOTALBEBANOPERAS!DANTRANSFER(47+54)

SURPLUS/DEFISITKEGIATANOPERASIONAL(34-55)

SurplusPenjualanAsetNonLancar-LO
SurplusPenyelesaianKewajibanJangkaPanjang-LO
SurplusdariKegiatanNonOperasionalLainnya-LO
JumlahPendapatanNonOperasional-LO(61s.d.63)

BEBANNONOPERASIONAL
DefisitPeniualanAsetNonLancar-LO
DefisitPenyelesaianKewajibanJangkaPaniang-LO
DefisitdariKegiatanNonOperasionalLainnya-LO
JumlahBebanNonOperasional(66s.d.68)

8URPLU8/DEFIS1TKEOIATANNONOPERASIONAL(64-691

POSLUARBIASA-LO
PosLuarBiasa-LO
JumlahPosLnarBlasa(75)

BEBANLUARBIASA

SURPLUS/DEFISITPOSLUARBIASA176-80)

SURPLUS/DEFISIT-LO(57+71+831

Jumlah

-



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - PPKD LAPORAN

PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhlr Sampai Dengan 31 Desember 20X1

299

No.

1
2
3
4
5

"~~6~

7

Uraian

EkuitasAwal
ISurplus/Defisit-LO

DampakKumulatifPerubahanKebijakan/Kesalahan

-KoreksiNilaiPersediaan

-SelisihRevaluasiAsetTetap

-Lain-lain

EkuitasAkhlr

Jumlah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKATANO
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - PPKD NERACA

Per Desember 20X1 dan 20X0

300

No.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

36
37
38
39
40
41
42
43

Uraian

ASETLANCAR
KasdiKasDaerah
InvestasiJangkaPendek
R/KSKPD
JumlahAsetLancar13s/dSI

INVESTASIJANOKAPANJANQ
PiniamanJanekaPanianR
JumlahInvestasiNonpennanen(9|

InvestasiPermanen
PenvertaanModalPemerintahDaerah

jumlahInvestasiPermanen(121
JumlahInvestasiJanKkaPanjane(10+

DANACADANGAN
DanaCadangan

JumlahDanaCadanxan(17)

ASETUUNNYA
KemitraandeneanPihakKetiRa
AsetLain-Lain

JumlahAsetLainnya(21s/d221

JUMLAHASET(6+14+18+23)

KEWAJIBANJANGKAPENDEK
UtanRPerhitunRanPihakKetiRa(PFK)

BaRiajlLancarUtanRJangkaPanianR
JumlahKewajibanJanKkaPendek(29s/d

KEWAJIBANJANGKAPANJANG
UtanRDalamNeReri-SektorPerbankan
UtanRPemerintahPusat
UtanRJanKkaPanianRLainnva
jumlahKewajibanJangkaPanjanc(35s/d

JUMLAHKEWAJIBAN(32+38)

EKUITA8
EKUITAS
JUMLAHKEWAJIBANDAKEKUITASDANA

20X1

@

20X0

- @



PEMERINTAH KABUPATBN BBNGKATANG
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tabun yang Berakhlr Sampai Dengan 31 Desember 20X1

301

No

2

4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

27
28

~30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Uraian

ARUSKASDARIAKTIWTASOPERASI
ArnsHasnkKm

PenerimaanPajakDaerah
PenerimaanRetribusiDaerah
PenerimaanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan

PenerimaanLain-lainPADyangSah
PenerimaanDanaBagiHasilPajakdariPemerintahPusat

PenerimaanDanaBagiBukanPajakdariPemerintahPusat

PenerimaanDanaAlokasiUmum
PenerimaanDanaAlokasiKhusus
PenerimaanBagiHasilPajakdariProvinsi

PenerimaanHibah

jumlahArusMasukKas

AralKeluarKas

PembayaranBarangdanJasa

PembayaranSubsidi
PembayaranHibah
PembayaranBantuanSosial

PembayaranTakTerduga
PembayaranBagiHasilRetribusikeDesa

JumlahArusKeluarKas

ArusKasBersihdariAktivitasOperas!(14-25)

ARUSKASDARIAKTIVITASINVESTASI
ArusMasukKas

PenerimaandariPenjualanAsetTetap
jumlahArusMasukKas

ArusKeluarKas

PembayaranGedungdanBangunan
PembayaranJalan,IrigasidanJaringan

PembayaranAsetTetapLainnya
PembayaranAsetLainnya

JumlahArusKeluarKas

ArusKasBersihdariAktivitasInvestasi(32-41)

Jumlah

-

@ @

@ - @



No

4
45

*iL
48
49
50
51
52
53

_55_

56
57
58~

59

61

Iarus kas dari aktivitas trawsitows
[Atus Masuk Kas

62
63

65

69
70
71
72

_73

74

76
11
78
79
?Q_
81
82

~83_

84_

86^

Uralan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

AnM Masuk Ka

Jumlah

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Jumlah Arus Hasuk Kaa

{Arus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Jumlah Am* Keluar Ka

Anu Km Bertlh dari Afctirlta* Pendanaan (49-56)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Investasi jangka pendek {Deposito 6 bin)

.inwiiph Arus Blasuk Kan

67 I  Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

~68| Jumlah Arus Keluar Kas

Ann Km Brih dari AkOvitas Tranitori (64-68)

Kenalkan/Penurunan Km (27+43+58+70)

Saldo Awal Kas :
- Kas di Kas Daerah
-Kas di Bendahara Pengeluaran

-Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Saldo Awal Kas

Soldo Akhlr Km (72+78)

Perincian Saldo Kas

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di Bendahara Penerimaan

302



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANQ
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANOOARAN LBBIH

Per 31 Desember 20X1

303

No.

3
4

5

7
8

Uraian

SaldoAnggaranLebihAwal
PenggunaanSALsebagaiPenerimaanPembiayaan
TahunBerjalan

Subtotal(1-2)
SisaLebih/KurangPembiayaanAnggaran

(SILPA/SIKPA)
Subtotal(3+4)

KoreksiKesalahanPembukuanTahunSebelumnya

Lain-Lain

SaldoAnggaranLebihAkbir(5+6+7)

Jtunlah
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PEMERINTAH KABUPATEN BBNGKAYANG
LAPORAN PERXJBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 December 20X1

318

No.

1
2

3
4

5
6
7
8

Uraian

SaldoAnggaranLebihAwal
PenggunaanSALscbagaiPenerimaan
PembiayaanTahunBerjalan

Subtotal(1-2)
SisaLebih/KurangPembiayaanAnggaran

(SILPA/SIKPA)
Subtotal(3+4)

KoreksiKesalahanPembukuanTahunSebelumnya

Lain-Lain

SaldoAnggaranLebihAkhir(5+6+7)

Jumlah



FORMAT  BUKU  PENATAU8AHAAN  ATAS  PENERIMAAN  DAN

PENGELUARAN

1. FORMAT BUKU PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

a. BUKU KA8 UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG
BUKUKASUMUM

SKPD :@
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  :2
Bendahara Penerimaan :3

Jumlah periode ini
Jumlah sampai periode lalu
Jumlah sampai periode ini
Sisa Kas
Pada hari ini

Oleh Kami didapat didalam kas

Dengan huruf)

Rp.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

(tanda tangan )

( nama lengkap )
NIP.

( tanda tangan)

( nama lengkap)
NIP.

319

No

1

Tgl

2

No.

Bukti

3

Kode
Rek

4

Uraian

5

Penerimaan

6

Pengeluaran/Penyetoran

7

Rp.

Rp.

T3

Rp.

Rp.

Rp,



Cara Pengisian :

1. ' Diisi dengan nama SKPD.

2. 2 Diisi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

3. 3 Diisi dengan nama bendahara penerimaan.

4. Kolom 1 diisi dengan nomor unit penerimaan kas.

5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas.

6. Kolom 3 diisi dengan nomor STS.

7. Kolom 4 diisi dengan kode rekening penerimaan kas.

8. Kolom 5 diisi dengan uraian penerimaan kas.

9. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

10. Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

320



b. REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN/BUKU PENDAPATAN HARIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BBNOKATANG
BUKU PENDAPATAN HARIAN

Unit Organisasi :'
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  :2
Bendahara Penerimaan :3

Mengetahui,

Pengguna Anggaran,

(tanda tangan)

( nama lengkap )
NIP.

Bendahara Penerimaan

( tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

321

Kode
Rek

1

Uraian

2

Jumlah
Anggaran

3

s/d
Periode

lalu

Periode
ini

s/d
periode

ini
Penerimaan
Penyetoran

sisa

4 5 6

Sisa
Anggaran

7



Cara Pengisian:

1. Periode diisi sesuai periode SPJ

2. @ Diisi dengan nama SKPD.

3. 2Diisi dengan nama Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

4. 3Diisi dengan nama bendahara penerimaan.

5. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.

6. Kolom 2 diisi dengan uraian penerimaan kas.

7. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran/target.

8. Kolom 4 diisii dengan jumlah penerimaan periode yang lalu.

9. Kolom 5 diisi dengan jumlah penerimaan periode ini.

10. Kolom 6 diisi dengan jumlah total penerimaan sampai periode ini.

11. Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa anggaran/target penerimaan

322



c. SURAT TANDA SBTORAN ( STS )

PEMERINTAH KABUPATBN BBNOKATANG
SURAT TANDA SBTORAN

(STS)
STS No Bank :..

No. Rekening

Harap diterima uang sebesar Rp..

(dengan huruf)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Mengetahui,

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan

(tanda tangan ) (tanda tangan)

( nama lengkap ) ( nama lengkap)
NIP. NIP.

Catatan :
STS dilampiri slip setoran Bank

Cara Pengisian :

1. Kolom Kode rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian objek
pendapatan;

2. Kolom uraian rincian objek diisi uraian nama rincian objek
pendapatan;

3. KOlom jumlah diisi dengan nilai nominal penerimaan setiap rincian
objek pendapatan

323

No

1

KodeRekening

2

UraianRincianObjek

3

Jumlah
Rp.
Rp.

Jumlah

(Rp)
4



d. REGISTER SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
REGISTER SURAT TANDA SETORAN

Periode

Cara pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan tanggal sesuai dengan tanggal terima uang
yang tertera di STS;

2. Kolom 2 diisi dengan nomor STS;

3. Kolom 3 diisi dengan Uraian nama rincian objek pendapatan;

4. Kolom 4 diisi dengan nominal penerimaan sesuai dengan STS.

324

Tanggal

1
No.STS

2
Uraian

3

Total

NilaiSTS
4

Rp.

Rp.



f.  LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF/FUNGSIONAL

BENDAHARA PENERIMAAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATE/FUNGSIONAL
BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD  :

PERIODE  :

2. Bendahara penerimaan Pembantu Rp

Mengetahui,

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan

(tanda tangan ) (tanda tangan)

( nama lengkap ) ( nama lengkap)
NIP. NIP.



FORMAT BUKU PENEREMAAN PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUKU PENERIMAAN PPKD/BKU

BENDAHARA PENERIMAAN PPKD

Jumlah periode ini
Jumlah sampai periode lalu
Jumlah sampai periode ini
Sisa Kas
Pada hari ini

Oleh Kami didapat didalam kas

Dengan huruf)

Rp.

Rp.

_REL

Rp.

Rp.

Rp.

Mengetahui,

PPKD Bendahara Penerimaan PPKD

(tanda tangan j

( nama lengkap )
NIP.

(tanda tangan)

( nama lengkap)
NIP.

327

No

1

Tgl

2

No.

Bukti

3

Kode
Rek

4

Uraian

5

Penerimaan

6

Pengeluaran/Penyetoran

7



FORMAT SURAT PENOLAKAN PBNBRBITAN SPH

KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

.20..

Kepada Yth.
Bendahara/PPTK..

di-

Perihal : Pengembalian SPP

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dan Langsung (SPP-

tanggal 20 dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk
diproses.
Adapun kekurangannya sebagai berikut:

1

2.

3.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

[nama lengkap)
NIP.

328



FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

.20..

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

di-

Perihal : Pengembalian SPM

Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayaran Uang
Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dan Langsung (SPP-

tanggal 20 dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk
diproses.
Adapun kekurangannya sebagai berikut:

1

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

Inama lengkap)
NIP.

329



2. FORMAT BUKU PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

a. BUKU KAS UMUM

PEMERIHTAH KABUPATEN BENGKATANG
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Sub Unit Organisasi :

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp..

Dengan huruf)

Terdiri dari :

c.Surat Berharga Rp

Mengetahui,
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

( nama lengkap )
NIP.

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

( nama lengkapl
NIP.

330

No.

1

Tanggal

2

No.

Bukti
3

Uraian

4

KodeRek.

5

Penerimaan

6

Pengeluaran

7

Saldo

8



Cara Pengisian :

1. Periode diisi sesuai dengan periode pertanggungjawaban.

2. Unit pemerintahan, bidang pemerintahan, unit organisasi dan sub

unit organisasi diisi sesuai SKPD yang bersangkutan.

3. Kolom 1 diisi  dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara

Pengeluaran ( dimulai dari nomor 1 dan seterusnya).

4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

5. Kolom 3 diisi sesuai dengan nomor bukti pada kwitansi.

6. Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi.

7. Kolom 5 diisi dengan nomor kode rekening

8. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.

9. Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran

10. Kolom 8 diisi dengan jumlah atau saldo

11. Kas dibendahara pengeluaran diisi dengan nilai yang tercantum

pada  kolom saldo pada saat  penutupan akhir  bulan.  Kas

dibendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan di

Bank.
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b. BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BUKU PBMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

Perlode

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp..

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

( nama lengkap )
NIP.

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

( nama lenekap)
NIP.

Cara Pengisian :

1. Periode diisi sesuai dengan periode pertanggungjawaban.
2. Unit pemerintahan, bidang pemerintahan, unit organisasi dan sub

unit organisasi diisi sesuai SKPD yang bersangkutan.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai

bendahara pengeluaran.
4. Kolom 2 diisi dengan nomor bukti sesuai dengan kwitansi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran.
6. Kolom 4 diisi dengan kode rekening pengeluaran.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah penerimaan tunai.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai.
9. Kolom 7 diisi dengan jumlah/saldo kas tunai
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Tanggal

1

No.

Bukti

2

Uraian

3

Kode

Rek.

4

Penerimaan

5

Pengeluaran

6

Saldo

7



c. BUKU PEMBANTU SIHPANAN/BANK

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKATANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp..

Mengetahui,
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

( nama lengkap )
NIP.

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

( nama lengkapl
NIP.

Cara Pengisian :

1. Periode diisi sesuai dengan periode pertanggungjawaban.
2. Unit pemerintahan, bidang pemerintahan, unit organisasi dan sub

unit organisasi diisi sesuai SKPD yang bersangkutan.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai

bendahara pengeluaran.

4. Kolom 2 diisi dengan nomor bukti sesuai dengan kwitansi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran.
6. Kolom 4 diisi dengan kode rekening pengeluaran.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah penerimaan melalui Bank.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui Bank.
9. Kolom 7 diisi dengan jumlah/saldo Bank.
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Tanggal

1

No.

Bukti

2

Uraian

3

Kode

Rek.

4

Penerimaan

5

Pengeluaran

6

Saldo

7



d. BUKU PEMBANTU PANJAR

PBHBRINTAH KABUPATBN BENGKAYANG
BUKU PBMBANTU PANJAR

BENDAHARA PBNGELUARAN

Periode

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan )

( nama lengkap)
NIP.

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

( nama lengkap)
NIP.

Cara Pengisian :

1. Periode diisi sesuai dengan periode pertanggungjawaban.
2. Unit pemerintahan, bidang pemerintahan, unit organisasi dan sub

unit organisasi diisi sesuai SKPD yang bersangkutan.
3. Kolom 1 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai

bendahara pengeluaran.

4. Kolom 2 diisi dengan nomor unit penerimaan atau
pertanggungjawaban panjar pada BKU

5. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban
panjar.

6. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar.
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar.
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada

pada PPTK.
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Tanggal

1

No.

BKU

2

Uraian

3

Penerimaan

4

Pengeluaran

5

Saldo

6



e. BUKU PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BUKU PEMBANTU PAJAK

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan )

( nania lengkap )
NIP.

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan|

1 nama lengkapl
NIP.

Cara Pengisian :

1.Periode diisi sesuai dengan periode pertanggungjawaban.
2.Unit pemerintahan, bidang pemerintahan, unit organisasi dan sub

unit organisasi diisi sesuai SKPD yang bersangkutan.
3.Kolom tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran

pajak.
4.Kolom nomor BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran

pajak.
5.Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran

pajak.
6.Kolom Pemotongan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak.
7.Kolom penyetoran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak.
8.Kolom saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran

pajak.
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Tanggal

1

No.

BKU

2

Uraian

3

Pemotongan

4

Penyetoran

5

Saldo

6



f. BUKU RINCIAN OBJBK BELANJA

Kode Rekening
Nama rekening
Kredit APBD
Tahun Anggaran

Mengetahui,
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan )

( naraa lcngkap )
NIP.

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

( nama lengkapl
NIP.

Cara Pengisian :
1. Kode rekening, nama rekening, kredit APBD dan tahun anggaran diisi

sesuai dengan rekening belanja.
2. Kolom 1 diisi dengan nomor BKU.
3. Kolom 2 diisi dengan nomor SPJ pengesahan.
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah belanja yang menggunakan SPP

LS
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah belanja yang menggunakan SPP

UP/GU/TU.
6. Kolom 5 diisi dengan akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GU,

TU dan LS
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No.BKU

1

No.Bukti

2

JumlahPeriodeini
Jumlahsampaiperiode
lalu
Jumlahsemuasampai
periodeini

Pengeluaran
LS

3
UP/GU/TU

4
Jumlah

5



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Tahun Anggaran
Program
Kegiatan
Tanggal SP2D

Menyetujui,

KepalaSKPD

Bendahara Pengeluaran

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)
NIP.
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KODE

REKENING URAIAN

Total

UangPersediaan/GantiUangPersediaanAwal

Periode

UangPersediaan/GantiUangPersediaanAkhir

Periode

JUMLAH



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Tahun Anggaran
Program
Kegiatan
Tanggal SP2D

Menyetujui,

KepalaSKPD

Bendahara Pengeluaran

fnama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)
NIP.
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KODE

REKENING URAIAN

Total

TambahanUangPersediaan

SisaTambahanUangPersediaan

JUMLAH



FORMAT LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

BULAN TAHUN

Kepada Yth.

Di Tempat

Tahun tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban APBD bersama ini kami sampaikan Laporan
Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran
SKPD adalah sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo akhir bulan tanggal.... Terdiri dari saldo di kas tunai sebesar

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Saldo akhir bulan tanggal.... Terdiri dari saldo di kas tunai sebesar

C.Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

2. Saldo di Bank Rp

3. Saldo Total Rp..

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

( nama lengkap)
NIP.
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FORMAT LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

KABUPATBN BENGKAYANG

LAPORAN POSISI KAS HARIAN

HARI :
TANGGAL :
PERIODE  :

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 Rp
Saldo di Bank 2 Rp
Total Saldo Kas* Rp

Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)

(nama Jelas)
NIP.

?Total saldo harus sama dengan Posisi Kas (H)

Nomor

1

Transaksi

SP2D STS Lain-

lain
2

Uraian

3

Jumlah
PerubahanPosisiKasHariini

PosisiKas(H-l)
PosisiKas(H)

Penerimaan

4

Pengeluaran

5



Cara Pengisian :

1. Judul diisi dengan nama Kabupaten, Hari, tanggal dan periode diisi

dengan hari, tanggal dan bulan laporan posisi kas harian.

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi.

3. Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi apakah

SP2D/STS/Bukti lain yang sah.

4. Kolom 3 diisi dengan uraian sesuai dengan bukti transaksi.

5. KOlom 4 diisi dengan jumlah (Rp) penerimaan yang masuk ke kas

umum daerah.

6. Kolom 5 diisi dengan jumlah (Rp) pengeluaran yang keluar dari kas

umum daerah.

7. Jumlah diisi dengan jumlah kolom penerimaan dan pengeluaran.

8. Perubahan posisi kas hari ini diisi dengan jumlah selisih antara jumlah

kolom penerimaan dengan jumlah kolom pengeluaran. Apabila lebih

besar jumlah kolom penerimaan maka selisih ditulis pada kolom

pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom pengeluaran maka

selisih ditulis pada kolom penerimaan.

9. Posisi Kas (H-l) diisi Posisi Kas satu hari sebelumnya.

10.  Posisi Kas (H) diisi dengan penjumlahan antara posisi Kas (H-l) dengan

Perubahan Posisi Kas Hari ini.
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KABUPATEN BENGKAYANG
REKONSILIASI BANK

Periode

2.

B.

Saldo Kas Umum Daerah
menurut Buku
Saldo Kas Umum Daerah
menurut Bank
Selisih

Keterangan Selisih
Penerimaan yang telah dicatat
oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank

b.Bukti Lain yang sah

c.Dst

Rp.

Rp.

Rp..

Pengeluaran yang telah dicatat
oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
a.SP2D No Rp.
b.Bukti Lain yang sah Rp.

D  Pengeluaran yang telah dicatat
oleh Bank,
Belum dicatat oleh Buku
a.SP2D No Rp.
b.Nota Debit No Rp.
c.Bukti Lain Yang San Rp.
d.Dst.... Rp.-

Rp.

Rp..

Rp..

Rp._

Rp.

Rp..

Rp.

Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP.
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c.Dst...

C. Penerimaanyangtelahdicatat
olehBank,
BelumdicatatolehBuku

a.SP2DNob.NotaKreditNo

c.BuktiLainYangSah

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.



Cara Pengisian :

1. Judul diisi dengan nama Kabupaten, periode diisi dengan tanggal

rekonsiliasi.

2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku diisi jumlah saldo akhir kas

pada rekening bank menurut catatan buku pada tanggal rekonsiliasi.

3. Saldo Kas umum daerah menurut Bank diisi jumlah saldo akhir kas di

Bank menurut catatan Bank pada tanggal rekonsiliasi.

4. Selisih diisi dengan jumlah selisih antara kas menurut catatan buku

dan menurut catatan bank.

5. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank diisi

dengan jumlah (Rp) STS/Bukti Lain Yang Sah yang sudah dicatat

dibuku tetapi belum dicatat di Bank.

6. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank diisi

dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di

buku tetapi belum dicatat di Bank.

7. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, belum dicatat oleh Buku diisi

jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di bank tetapi

belum dicatat di Buku.

8. Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, Belum dicatat oleh buku diisi

dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat di

bank tetapi belum dicatat di buku.

^UPATI BENGKAYANG.

SURYADM^N GIDOT
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